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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Swt, yang
telah melimpahkan berkah, rachmat "dan petunjuk-Nya, serta
atas perkenan-Nya pula penulisan tesis ini dapat terselesai-~
kan. Tesis vyang berjudul "Penegakan Hukum Lingkungan dalam
Penyelesaian Sengketa Pencemaran di Tangerang (Studi Kasus
terhadap Sengketa Pencemaran Limbah oleh PT. Dunia Metal
Works)" ini 'mefupakan salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar Magister dalam Ilmu Hukum.

Pada dasarnya masalah lingkungan adalah masalah
jangka panjang. Pembuangan zat pencemar ke dalam 1ingkungaﬂ
pada umumnya tidak akan seketika menimbulilkan pencemaran
lingkungan. Prosés yang cukup lama untuk terjadinya pencemar-
an merupakan salah satu faktor vyang menyulitkan untuk
mengetahui bahan apa yang menjadi penyebab pencemaran, kapan
mulai terjadi pencemaran, maupun pihak mana yang melakukan
pencemaran. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang
menyulitkan ,aparat dalam menyelesaiakn kasus pencemaran
apabila terjadi sengketa pencemaran.

Upaya.pemerintah dalam mengatasi segala Qermasalahan
yang berkaitan dengan lingkungan dan dalam rangka pelestarian
-kemampuan lingkungan. hidup vang serasi dan seimbang untuk
menunjang pembangunan yang berkesinambungan, yang dilaksana-
kan dengan kebijaksanaan terpadu serta menyeluruh dengan
memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan

datang, maka ditetapkan undang-undang lingkungan hidup.
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Berkaitan dengan hal teréebut dalam penyelesian kasus
sengketa pencemaran lingkungah. yang penulis teliti, vyaitu
antara PT. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama,
kedudukan undang-undang lingkungan hidup yang dalam hal ini
adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 berfungsi sebagail
ketentuan-ketentuan pokok dalam pengelolaan lingkungan.
Sedangkan peraﬁuran—peraturan lain, yang digunakan sebagai
dasar hukum penyelesaian kasus ini yaitu antara lain Peratur-
an Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Péngendalian_Pence—
maran Air, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian. Di samping itu penelitian kasus ini juga akan
dikaji berdasarkan undang—uﬂdang lingkungan yang baru yaitu
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Di dalam undang-undang
lingkungan yang lama maupun yang baru tersebut diatur tentang
cara penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui cara di
luar pengadilan maupun melalui cara di dalam pengadilan;

Di dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang pada
akhirnya berkembang menjadi sengketa lingkungan, semua pihak
vang terlibat perlu kiranya untuk wmemahami tentang'.konsep
lingkungan, agar dalam penyelesian tersebut mendapatkan hasil
yang adil dan memuaskan. Berdasarian hal-hal tersebut,  maka
di dalam penulisan tesis ini penulis wmengambil Jjudul
sebagaimana tersebut di atas.

Penelitian dan penulisan tesis ini dapat terselesai-
kan karena bantuan yvang sangat berharga dari berbagai pihak.
Dalam kesempatan ini pula, penulis ucapkan terimakasih dan

penghargaan yang tiada terhingga, serta .hormat yang gedalam-



dalamnya kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan

bimbingan, masukan, serta bantuan moril maupun materiel dalam

penyusunan tesis ini, kepada

1. Bapak-Prof‘ Purwahid Patrik, SH. selaku pembimbing dan
sekaligus guru yang telah memberikan masukan dan arahan
dalam proses penyelesaian karya ini.

2. Bapak Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH. selaku ketua
Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Dipone-
goro Semarand.

3. Seluruh doéen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universi-
tas Dipoﬁegoro, yvang telah dengan tulus memberikan ilmunya
kepada penulis.

4. Semua.pihak yvang tidak dapat penulis sebutkan satu-persa-
tu, yang telah berkenan membantu dan memberikan fasilitas
dalam rangka penyusunan tesis ini.

5. Beberapa kerabat dan famili vyang juga telah membantu
banyak hal selama penulis menempuh studi hingga penulisan
akhir tesis ini.

Tidak lupa penghormatan dan penghargaan serta terima
kasih penulis sampaikan kepada yanglterhormat Bapak Prof. Ir.
Eko Budihardjo, Msc. sebagai Rektor Universitas Diponegoro
yvang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh
Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro
Semarang .

Terakhir, hormat dan banggaku kepada orang tuaku,
atas doa dan pengorbanan mereka yang sangat mulia. Terimaka-

sih yang sedalam-dalamnya untuk istri dan anak-anakku atas
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dorongan, semangat, pengertian dan cinta kasih mereka yang

penulis terima selama ini.
Semoga Allah Swt selalu berkenan melimpahkan petun-

juk, berkah dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amien.

Semarang, Awal Oktober 1999

Penulis

Pamudji R. Soetopo

vii




RINGKASAN

Sengketa lingkungan terjadi apabila salah satu pihak
penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya
pencemaran lingkungan, yang diakibatkan dari suatu kegilatan
oleh siapapun baik secara sengaja maupun tidak. Sengketa
lingkungan vyang sering timbul diantara industri-industri
antara lain adalah masalah tempat pembuangan limbah hasil
industri. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran
para pemilik industri bahwa pengolahan limbah hasil industri
adalah sangat penting, baik untuk keselamatan lingkungan
serta makhluk hidup vang ada disekitarnya maupun untuk
kelangsungan industri itu sendiri. _

Demikian pula halnya pada kasus yang penulis teliti,
vaitu antara PT. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo
Bogatama yang berlokasi di Kampung Cilongok, Desa Sukamantri,
Kecamatan Pasar Kemis Tangerang yang. Sengketa yang timbul
antara dua industri ini adalah akibat pembuangan air limbah
dari perusahaan PT. Dunia Metal Works vyang tidak pada
tempatnya, sehingga air limbah tersebut mengalir ke tempat -
PT. Agarindo Bogatama yang mengakibatkan rusaknya lingkungan
dan tembok PT. Agarindo Bogatama. ‘

Dalam penelitian mengenai kasus ini penulis menggunakan
penelitian hukum, sedangkan untuk mendekati obyek penelitian
penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hal
ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis tidak hanya
melihat dari hukum positifnya saja, tetapi Jjuga dikaitkan
dengan pranata-pranata sosial yang lain. Dalam penelitian ini
penekanan tetap pada penelitian hukum normatif, sedangkan
penggunaan penelitian hukum sosiologis dimaksudkan untuk
mendukung penelitian hukum normatif. ,

Data vyang terkumpul -‘dibahas dan dianalisa secara

kualitatif. Analisis ini dipergunakan untuk memperoleh
pemahaman secara utuh dan mendalam mengenai pokok persoalan
yvang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak hanya

mengungkap kebenaran saja akan tetapi juga dapat memahami
kebenaran tersebut.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk
menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan, “pada hal-hal
tertentu tidak dapat secara tuntas bisa menyelesaikan
permasalahan yang ada. Penggunaan ketentuan-ketentuan hukum
dalam penyelesaian sengketa lingkungan, dalam pelaksanaannya
banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dalam hal
ini penegakan hukum lingkungan yang ada tidak dapat dilakukan
sebagaimana mestinya.

Ketentuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di
samping Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagai ketentuan
payung, juga Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendaliian Pencemaran Air. Dalam menyelesaikan kasus
sengketa pencemaran ini, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1990 dapat digunakan sebagai dasar hukum sebagaimana mestinya

karena dalam pelaksanaannya tidak banyak faktor-faktor yang
mempengaruhi .
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Hagil temuan wmenunjukkan, bahwa penggunaan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagai dasar hukum dalam penyele-
saian kasus sengketa pencemaran ini tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana westinya. Undang-undang ini mengatur, bahwa
penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan dapat dilakukan
diluar pengadilan maupun melalui pengadilan. Kasus sengketa
pencemaran antara PT. Dunia metal Works dengan PT. Agarindo
Bogatama para pihak sepakat untuk diselesaikan melalul jalur
pengadilan. Untuk kasus ini bisa sampai ke pengadilan banyak
faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut.

Faktor-faktor vyang mempengaruhi pelaksanaan  hukum
lingkungan yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 4
Tahun 1982, berasal dari undang-undang itu sendiri dan juga
dari luar undang-undang itu sendiril. Faktor dari dalam
undang-undang vyang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang
tersebut adalah adanya ketentuan yang sulit dilaksanakan,
baik karena perumusannya maupun isi dari ketentuan hukum
tersebut. Di samping itu belum adanya peraturan pelaksana
atau undang-undang lebih lanjut dari pasal-pasal tertentu
dalam undang-undang ini, sehingga ketentuan hukum tersebut
tidak dapat dilaksanakan.

Apabila ketentuan hukum yang digunakan dalam penyele-
saian masalah ini adalah undang-undang lingkungan yang baru,
yvaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, kendala dari faktor
hukumnya dapat dikurangi atau bahkan ditiadakan. Hal ini
dikarenakan perumusan maupun isi ketentuan dari undang-undang
yvang baru ini lebih bisa untuk dilaksanakan.

Sedangkan faktor-faktor di luar undang-undang Yyang
mempengaruhi pelaksanaan undang-undang tersebut yaitu antara
lain dari penegak hukumnya sendiri, dimana kuantitas wmaupun
kualitas penegak hukum dalam penanganan masalah lingkungan
khususnya masalah sengketa pencemaran masih sangat kurang. Di
samping itu persamaan persgepsi atau pemehaman dari penegak
hukum antar instansi vang terkait tentang suatu masalah tidak
sama, hal ini merupakan kendala yang utama dalam
menyelesaikan suatu permasalahan. S

Faktor ke dua dari luar undang-undang yang mempengaruhi
pelaksanaan undang-undang tersebut adalah masih_ kurangnya
sarana dan prasarana vyang mendukung, hal ini dikarenakan
masalah Jlingkungan termasuk hal vyang relatif masih baru.
Kemudian faktor berikutnya adalah masyarakat itu sendiri,
baik mwmengenai pemahaman masyarakat terhadap arti penting
lingkungan hidup maupun hukum lingkungan yang masih Xkurang.
Masyarakat di sini ada dua golongan, yaitu masyarakat awam
maupun masyarakat pengusaha.

Faktor dari luar lainnya yang sangat.-menentukan proses
penyelesaian kasus sengketa pencemaran antara PT. Dunia Metal
Works dengan PT. Agarindo Bogatama untuk bisa ke pengadilan
adalah faktor sosio-politik, ekonomi dan kultural. Pada
akhirnya kasus sengkéta pencemaran ini tidak sampail ke
pengadilan karena adanya penghentian penuntutan dari pihak
Kejaksaan. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan
adanya faktor-faktoxr sosio-politik dan ekonomi yang
melatarbelakangi penghentian penuntutan tersebut.

Dengan demikian simpulan akhir darxri penelitian ini
menunjukkan bahwa dalam penyelesain sengketa pencemaran
antara PT. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama
adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum lingkungan vyang ada
tidak dapat sepenuhnya ditegakkan.
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-BAB I

PENDAHBHULUAN

Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara
merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dalam memberikan
keya-kinan kepada rakyat dan Eangsa Indonesia, bahwa
kebahagian hidup akan tercapai jika didasarkan atas kese-
larasan dan keseimbangan. Keseimbangan dalam hidup manusia
sebagai pribadi, daimn hubungan manusia dengan manusia,
dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam mengejar kemajuan
lahiriah dan kebahagiaan batiniah antara sesama'ﬁanusia.
Untuk itu antara wmasyarakat dan lingkungan hidup seharus-
nya selalu dibina dan dikembangkan hubungan timbal balik
agar tetap dalam keseimbangan yaﬁg sehat dan dinamis.

Dasar kevyakinan tersebut memberi arahan bahwa pem-
bangunan yang harus dilakukan oleh suatu negara‘hendaknya
mencakup semua aspek dalam kehidupan masyarakat. Dala&
melaksanakan pembangunan tidak saja kepentingan negara dan
atau kepentingan masyarakat luas yang memperoleh prioritas
dan berperan aktif, tetapi manusia secara individu Jjuga
dituntut untuk terlibat dan berperan aktif didalamnya.

Salah satu aspek yang sangat mempengaruhl dan
dipengaruhi dalam pembangunan adalah aspek sumber daya

alam dan lingkungan hidup. Apabila aspek sumber daya alam




dan lingkungan hidup diabaikan keberadaannya, pengaruhnya
sangat luas tidak hanya untuk mésa sekarang tetapili juga
untuk masa yang akan datang.

Pembangunan mempunyai tujuan jangka panjang, dalam
arti pembangunan bukan hanya untuk generasi sekarang saja,
melainkan juga untuk anak cucu kita, generasi yang akan
datang. Artinya bumi haruslah kita kembalikan pada genera-
si berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Fase yang
ditinggalkan harus merupakan dasar untuk mendukung fase
pembangunan berikutnya. Haruslah ada jaminan tidak akan
terjadi kehancuran Kkarena lingkungan tidak dapat 1lagi
mendukung pembangunan (Djuangsih, 1990 : 63).

Bilamana persoalan tentang lingkungan hidup dikaji
dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan, seringkali
orang menghadapkan keduanya dalam hubungan yang kontraver-
sial. Hal ini dapat menimbulkan suatu malapetaka bagi umat
manusia, apabila hal tersebut tidak diberikan perhatian
secara serius. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak diingin-
kan pasti akan terjadi, oleh karena pembangunar pada
hakekatnya adalah perubahan linékungan dan perubahan itu
dapat mengarah pada segi positif juga dapat mengaraﬂ pada
segi negatif. Karena 3itu pengelolaan lingkungan hidup
perlu diberikan prioritas utama dalam setiap kegiatan
pembangunan (Abdurahman, 1983 : 14). Pernyataan Abdurahman
tersebut sesuail dengan asas pembangunan yang berkesinam-
bungan (The Principle of Sustainable Development), yang

diterima oleh The General Assembly PBB padé tahun 1992




yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai
mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati
lingkungan hidup yang sehat {(Muladi, 1998 : 9).

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa perkembang-
an dan kemajuan pembangunan bangéa Indonesia secara lang- |
sung maupun tidak langsung mempunyai dampak negatif pada
gektor 1lain. Pembangunan, khususnya di bidang industri
banyak menghasilkan limbah, baik dalam hal jumlah maupun
jenisnya. Limbah tersebut akan mengakibatkan terjadinya
pemcemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup. Lingkung-
an hidup yang mengalami pencemaran cukup berat diantaranya
adalah sungai-sungai, danau dan perairan pesisir di daerah
perkotaan dan daerah industri yang padat. Dibeberapa
daerah, tingkat pencemaran limbah rumah tangga, pestisida,
logam berat, dan lain-lainnya semakin nyata. Di samping
itu pembangunan yang pesat juga telah menimbulkan dampak
yang kurang menguntungkan bagi mutu lingkungan sosial
(Hardjasocemantri, 1989 : 54}.

Pada akhir-akhir ini pencemaran lingkungan akibat
buangan indastri, terutama di kota-kota besar di Indonesia
semakin dirasakan. Kegiatan industri yang semakin mening-
kat sebagai'akibat meningkatnya pola konsumsi masyarakat
mempunyai kecenderungan secara potensial dapat mengakibat-
kan pencemaran lingkungan, apabila tidak terkendali secara
proposional. Melihat kenyataan tersebut, dapat dikatakan
bahwa kegiatan industri merupakan alat untuk mensejahte-
rakan di satu sisi, di sisi lain kegiatan industri dapat

menyebarkan mala petaka bagi kehidupan (Makarim, Aboepra-

jitno, 1978 : 60} .




Sisa-sisa atau buangan yang dihasilkan oleh proses
produksi industri apabila tidak ditangani secara baik dan
benar akan menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungap
hidup, sebagaimana halnya yang dikemukakan oleh Koesﬁadi
Hardjasoemantri bahwa pendayagunaan sumber-sumber alam
senantiasa akan menghasilkan zat-zat sisa yang biasa
dibuang kedalam lingkungan. Apabila jumlah =zat-zat sisa
itu melampaui daya asimilasi liﬁgkungan, magyarakat ékan
menanggung beban untuk membersihkan lingkungan ataupun
harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memeliharé
kesehatan. Oleh karena itu dari awal mula ditentukan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok untuk pengelolaan yang
lebih cermat dari sumber-sumber alam dalam hubungannya
dengan lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 1393 : 30).

Sebagaimana yang diungkapkan di atas, bahwa kegi-
atan-kegiatan industri selain dapat mendatangkan kemakmur-
an bagi masyarakat dapat pula méngakibatkan gangguan dan
pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran 1lingkungan hidup
ini meliputi gangguan terhadap keseimbangan tanah, keseim-
bangan air, gangguan bau tak sedap atau ﬁehcemaran udara,
kebisingén maupun pencemaran permukaan tanah yang biasanya
disebabkan dari proses produksi berbagai pabrik karena
zat-zat kimia yang digunakannya. #

Pencemaran akibat limbah terutama sangat mengganggu
pada keseimbangan air, hal ini disebabkan sebagilan besar
limbah buangan dari industri—industri yang ada berbentuk

cairan. Di samping itu 1limbah industri tersebut dibuang




atau dialirkan melalui sungai-sungai, dimana suangai
tersebuﬁ merupakan lingkungan air yang sangat vital bagi
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air itu
sendiri merupakan sumber daya élanl yvang memenuhi hajat
hidup orang banyak sehingga perli dilindungi agar dapat
tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serxta
makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan
air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara
bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi
sekarang dan mendatang.

Pencemaran air lebih sering terjadi di kota-kota
besar atau pinggiran-pinggiran kota yang merupakan daerah
perluasan kota, karena daerah ini merupakan kawasan indus-
tri atau sentral industri. Di daerah ini berbagai macam
industri didirikan dalam rangka menunjang program pemban-
gunan, tetapi disisi lain masalah pengolahan dan pembuang-
an limbah kurang diperhatikan, sehingga pencemaran ling-
kungan khususnya pencemaran air di daerah ini sudah pada
kondisi sangat memprihatinkan dan sangat membahayakan bagi
kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya:
Keadaan ini diperparah dengan semakin berkembangnya jumlah
penduduk xyang bertempat tinggal di daerah 1ini, karena
daerah Kawasan industri membutuhkan banyak tenaga kerja
sehingga jumlah penduduk yang berdiam di kota ini semakin
padat. Dengan semakin padatnya jumlah penduduk yang ada,
maka semakin besar pula jumlah air yang diperlukan dalam

melangsungkan kehidupan dan semakin luas pula lingkungan




vang diperlukan untuk bertempat tinggal. Pada kenyataannya
lingkungan untuk pemukiman di kota kawasan industri sema-
kin sempit, hal ini disebabkan semakin luasnya lahan yang
digunakan untuk mendirikan berbagai macam industri. Di
samping itu semakin sempitnya lahan untuk tempat tinggal-
juga dikarenakan semakin berkembangnya jumlah penduduk
yvang bermukim di daerah ini.

Permasalahan lain yvang timbul di daerah yang padat
industri atau daerah yang terkena pencemaran adalah ke--
mungkinan timbulnya sengketa lingkungan antara industri
yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan lahan
vang dimiliki masing-masing industri sangat terbatas,
sedangkan masing-masing industri kian hari kian membutuh-
kan pertambahan lahan baik untuk perluasan industri maupun
untuk tempat pembuangan limbah hasil industrinya.

Sengketa lingkungan terjadi apabila salah satu
pihak penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya
pencemaran lingkungan, yang diakibatkan dari sutau kegiat-
an oleh siapapun baik secara sengaja maupun tidak. Perma-
salahan ini memerlukan penanganan yang- serius, karena
jangan samapai akhir dari penyelesaian permasalahan int
akan lebih menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak.
Sengketa lingkungan yang sering timbul diantara industri-
industri tersebut antara lain adalah masalah tempat pem-
buangan limbah hasil industri. Hal ini terjadi karena
masih kurangnya kesadaran para pemilik industri bahwa

pengolahan limbah hasil industri adalah sangat penting,



baik untuk keselamatan lingkungan serta makhluk hidup yvang
ada di sekitarnya maupun untuk kelangsungan industri itu
sendiri. Kebanyakan para pemilik industri lebih mementingf
kan perkembangan industrinya sehingga lahan ‘yang ada
diutamakan untuk perluasan bangunan industrinya.

Demikian pula halnya yang terjadi antara PT. Dunia
Metal Works dengan PT. Agarinde Bogatama yang berlokasi
Kampung Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis
Tangerang. Tangerang merupakan kota pinggiran yang berba-
tasan dengan Kota Jakarta, dan merupakan daerah industri
yvang sangat padat. Sengketa lingkungan yang timbul antara
dua industri ini adalah akibat pembuangan air limbah dari
perusahaan PT. Dunia Metal Works yang tidak pada tempat -
nya, sehingga air limbah tersebut mengalir ke tempat PT.
Agarindo Bogatama yang mengakibtkan rusaknya lingkungan
dan tembok PT. Agarindoc Bogatama. Kasus iﬁilah yang penu-
lis teliti sebagai bahan penyusunan tesis.

Untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan
maupun sengketa lingkumgan tersebut diperlukan suatu alat
vang dapat mengantiéipasi permasalahan yang timbul, dengan
secara teratur, pasti dan berjalan dengan tertetib. Perma-
salahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan
suatu dilema yang dihadapi bangsa Indonesia, karena dahulu
industri merupakan suatu tuntutan kemajuan, tetapi indus-
tri pula yang menimbulkan kerugian berupa pencemaran dan
perusakan lingkungan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut

yang perlu dilakukan adalah mencari Jjalan tengah atau



solusi, karena meniadakan salah satu aspek peﬁbangunan
adalah tidak mungkin. Oleh karena itu yang harus ditewmpuh
adalah meningkatkan perkembangan industri sesual tuntutan
jaman disertail pengelolaan lingkungan secara cermat
(Martopo, 1992 : 7).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pen-
dayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan
umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila,
perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup
yvang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang
berkesinambungan, yang dilaksanakan dengan kebijaksanaan
terpadu serta menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan
generasi sekarang dan yang akan datang.

Manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai
makhluk sosial mulai memikirkan dan menyadari tentang
pentingnya memperhatikan perlindungan serta pengembangan
lingkungan hidup. Dalam hal ini kiranya hukum dapat diman-
faatkan sebagai salah satu alat pencegah yang efektif dan
efisien untuk mengatasi terjadinya kerusakan lingkungan,
baik dalam bentuk konsepsi perundang-undangan maupun
penerapan sanksinya yang tegas. Dengan adanya sanksi pada
hukum, maka jika perlu dapat dipergunakan untuk memaksa
agar dipatuhinya hukum tersebut. Di samping itu dengan dua
fungsinya, yaitu sebagai Social Control dan Social Engi -
neering, diharapkan hukum mampu mengatur pemanfaatan alam

secara bertanggung jawab oleh manusia.




Salah satu kebijakan pemerintah untuk melestarikan
lingkungan hidup adalah dJdengan ditetapkannya peraturan-
peraturan atau perundang-undangan yang melindungi ling-
kungan hidup. Sebagai mana halnya yang pernah digampaikan
oleh Kepala Negara bahwa penegakan hukum merupakan salah
satu hal yang harus dilakukan agar berbagai Jjenis industri
yang ada benar-benar berwawasan lingkungan. Wwujud kebija-
kan pemerintah tersebut yaitu dengan mengembangkan hukum
lingkungan vang kehadirannya sangat diperlukan dalam
pembangunan Indonesia seutuhnya. Arti penting keberadaan
hukum lingkungan diungkapkan pula oleh Munadjat Danusapu-
tro sebagai berikut, yaitu bahwa hukum itu mengatur tata-
nan suatu persekutuan hidup untuk mewujudkan tujuannya.
Adapun hukum lingkungan mengatur tatanan lingkungan nidup,
agar terpelihara sebaik-baiknya tujuan dan maksud ling-
kungan hidup, yaitu : menyelenggarakan hidup' (Danusaputro,
1984 : 111). Berdasarkan urgensi hukum lingkungan hidup
tersebut, maka pada tahun 1982 ditetapkan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan
pedoman pokok bagi upaya pengembangan h;kum lingkungan di
Indonesia. Di dalam perkembangannya Undang-undang ini
diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang baru ini
menambah dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang di
dalam undang-undang lama belum diatur. Sedangkan salah

satu kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan



masalah pencemaran air yaitu dengan ditetapkannya Pera-
turan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran air.

Langkah pemerintah dalam menetapkan kebijakaﬁ.
tersebut merupakan salah satu perwujudan dari negara
Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state),
yang sangat berkepentingan dan berperan dalam ikut serta
mensejahterakan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan
aspek lingkungan. Di samping itu, kebijakan pemerintah
dengan menetapkan peraturan-peraturan tentang lingkungarn
hidup adalah agar pembangunan d%flndonesia daﬁat berjalan
dengan serasi, seimbang, sefza lancar dan sukses sehingga
tujuan pembangunan untuk membangun bangsa Indonesia seu-
tuhnya dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tentang arti penting pembangun-
an bagi suatu bangsa, arti penting peraturan-peraturan
hukum dalam menjamin terselenggaranya pembangunan serta
tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri dan semakin
'maraknya kasus-kasus pencemaran, perusakan lingkungan
sehingga menimbulkan sengketa-sengketa pencemaran ling-
kungan maka penulis dalam melakukan penelitian ini mengam-
bil suatu judul tentang Penegakan Hukum Lingkungan dalam
Penyelesalan Sengketa Pencemaran di Tangerang (Studi
Kasus terhadap Sengketa Pencemaran Limbah oleh PT. Dunia

Metal Works).
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Permasalahan

Melihat kemajuan dan perkembangan pembangunan yang
telah dicapai bangsa Indonesia disaﬁu sisi, serta mengha-
dapi kenyataan semakin meningkatnYa kasus sengketa ling-
kungan akibat semakin parahnya pencemaran dan/atau peru-
sakan lingkungan disisi lain, dimana bangsa Indonesia
sedang dalamrupaya meningkatkan kesejahteraannya sebagai
negara kesejahteraan yang melindungi bangsa serta tumpah
darahnya, maka dalam kaitannya dengan hal tersebut timbul
permasalahan yang akan penulis ajukan , yaitu
1. Bagaimanakah penegakan hukumn. tentang ketentuan Izin-

pembuangan limbah cair dari suatu kegiatan industri ?
2-.Sejauhmana penegakan hukum vyang ada dalam menyélesai—
kan sengketa lingkungan hidup, yang dalam hal ini

adalah kasus pencemaran limbah oleh industri PT. Dunia

Metal Works di Tangerang.

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menyele-

saikan sengketa tersebut.

Tinjauan Pustaka

Perkembangan dan kemajuan pembangunan bangsa Indo-
nesia secara langsung maupun tidak langsung mempunyai
dampak negatif pada sektor lain. Hal ini memerlukan pemi-

kiran serta pengaturan, seperti halnya masalah pencemaran

lingkungan.

11




Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran ling-
kungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu wmateri,
enefgi dan atau informasi masuk atau dimasukkan ke dalam
lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami
dalam batas dasar atau kadar tertentu, sehingga mengaki-
batkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan
mutu lingkungan saﬁpai lingkungan tidak dapat berfungsi
sebagaimana messtinya, dilihat dari segi kesehatan, kese-
jahteraan dan keselamatan hayati (Danusaputro, 1981
233).

Pada désarnya masalah lingkungan adalah masalah
jangka panjang. Pembuangan zat pencemar ke dalam lingkung-
an pada umumnya tidak akan seketika menimbulkan pencemar-
an lingkungan. Di sini berlaku suatu proses alam yang
kadang-kadang memakan waktu tahunan bahkan puluhan tahun.
Proses yang cukup lama untuk terjadinya pencemaran merupa-
kan salah satu faktor vyang menyulitkan untuk mengetahui
pahan apa yang menjadi penyebab pencemaran, kapan mulai
terjadi pencemaran, maupun pihak mana yang melakukan
pencemaran. Hal inilah yang menyulitkan aparat untuk
menyelesaikan kasus pemcemaran Jjika terjadi sengﬁeta
pencemaran.

Di dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang
berkembang menjadi sengketa lingkungan, maka semua pihak

yang terlibat dalam sengketa lingkungan perlu memahami

konsep lingkungan dalam upaya mendapatkan hasil yang adil

dan memuaskan. Yang dimaksud dengan sengketa lingkungan
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disini mencakup sengketa baik sebelum maupun sesudah
sengketa menjadi perkara di Pengadilan.

Lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan hak
dan kewajiban setiap orang, sehingga dimungkinkan bagi
setiap orang untuk mengajukan gugatan, karena sehat dan
bersihnya lingkungan hidup adalah merupakan kepentingan

umum dan juga kepentingan setiap orang (Hardjasoemantri,

1989 : 128-129).

Di dalam penelitian ini penulis mengkaji pada
kasus sengketa pencemaran yang terjadi di Tangerang pada
tahun 1992, vyaitu Kasus Pencemaran Limbah Industri PT.
Dunia Metal Works terhadap PT. Agarindo Bogatama. Dalam
kasus ini terbukti bahwa limbah cair dari PT. Dunia Metal
Works mengalir ke lahan PT. Agarindo Bogatama sehingga
mengakibatkan rumput-rumput di lahan PT. Agarindo Bogatama
mati karena tercemar limbah dan tembok milik PT. Agarindo
Bogatam yang digunakan sebagai pembatas bagi kedua perusa-
haan tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Pembuktian kasué ini dilakukan dengan mengambil
sample air limbah dari PT. Dunia Metal Works sebanyak Lima
jerigen serta empat jerigen air limbah dari lokasi tanah
milik PT. Agarindo Bogatama yang terkena pencemaran air
limbah dari PT. Dunia metal Works. Kemudian sample terse-
but dibawa ke Laboratorium Kriminil Mabes Polri untuk
dilakukan pemeriksaan secara laboratories. Untuk pemerik—
saan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Dalam
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peraturan ini dicantumkan tentang Baku Mutu Limbah Cair
pada Pasal 1 butir ke 7 yang menyebutkan bahwa Baku mutu
limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencémar
yvang ditenggang adanya dalam 1imbéhlfcair untuk dibuang
dari suatu jenis kegiatan tertentu. Berdasarkan pada
peraturan yang ada, terbukti bahwa sampel vyang diambil
dari PT. Agarindo Bogatama telah tercemar limbah dari PT.
Dunia Meﬁal Works.

Kasus sengketa antara PT. Dunia Metal Works dengan
pT. Agarindo Bogatama terjadi pada tahun 1992, penyele-
saian sengketa tersebut mulai diproses pada tahun 1992
juga, untuk itu dasar hukum yang digunakan dalam menyele-
saikan kasus ini adalah Undang-uﬁdang Nomor 4 Tahun 1982,
akan tetapi dalam pembahasan nanti penulis juga akan
mengkaji masalah sengketa tersebut berdasarkan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1997.

Tujuan utama ditetapkannya undang-undang 1lingkungan
hidup adalah untuk melindungi lingkungan dari kerusakan
serta menjamin kelestariannya agar dapat digunakan secara
langsung dan terus menerus oleh generasi sekarang maupun
generasi yang akan datang. Untuk itu kedudukan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1982 dalam kasus ini adalah berfungsi
sebagai ketentuan-ketentuan pokok dalamfpengelolaan ling-
kungan. Sedangkan peraturan-peraturarn lain yang juga digu-
nakan sebagai dasar penyelesaian kasus ini yaitu Peratur-
an Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 ten-

tang Perindustrian. Di dalam unndang-undang Perindustrian
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ini d4i dalamnya diatur mengenai izin usaha industri yang

menjadi dasar bagi perusahaan industri untuk melakuan:
kegiatannya wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan
vang pelaksanaannya antara lain berdasar padé baku mutu
limbah cair.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH)
diatur bagaimana cara menyelesaikan, sengketa lingkungan
hidup, baik yang melalui cara di luar pengadilan maupun
cara vyang melaluil pengadilan. Demikian juga di dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 diatur tata cara penye-
legaian sengketa lingkungan, baik yang melalui jalur di
luar pengadilan maupun yang melalui pengadilan.

Di dalam Pasal 1 butir 19 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1997 disebutkan bahwa "Sengketa lingkungan hidup
adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
ditimbulkah oleh adanya diduga adanya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup". Menurut Abdul Hakim Garuda
Nusantara sengketa lingkungan dapat timbul karena berbagail

sebab, yaitu:

1. Adanya kegiatan manusia yang menimbulkan dampak negatif
pada lingkungan sehingga lingkungan menjadi kurang
atau tidak Dberfungsi sesual dengan peruntukannya,
sehingga sejumlah manusia dirugikannya.

2. Adanya kegiatan manusia yang menimbulkan dampak negatif
pada lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi
kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pem-
bangunan yang berkesinambungan, sehingga masyarakat dan
negara dirugikan.

3. Adanya kegiatan publik yang berkenaan dengan Ilokasi
sumber daya vang dilakukan tanpa mengindahkan daya
dukung lingkungan sehingga menimbulkan kerugian pada
masyarakat dan lingkungan hidupnya yvang pada suatu saat
dapat menimbulkan sengketa.

4. Adanya keputusan

<5, Adanya sikap pejabat ......... {Garuda Nusantara, 1989

56 - 57).
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Berkaitan dengan kenyataan bahwa kebersihan dan
xesechatan adalah merupakan kepentingan umum dan kepenting-
an semua orang, maka dalam kasus pencemaran lingkungan,
sebetulnya kepolisian dapat melakukan penyidikan tanpa
harus menunggu adanya permintaan dari korban karena hak
gugat tidak hanya dimiliki oleh korban tetapi dimiliki
pula oleh setiap warga negara Indonesia. Ketentuan terse-
put diatur pada Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4
Tahun 1982, di mana disebutkan : "Setiap orang berkewaji-
ban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menang-
gulangi kerusakan dan pencemaranaya". Sedangkan di dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 6 ayat {1) Jjuga
disebutkan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara
kelestarian fungsi lingkungan hidup serta wmencegah dan
menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.

Berdasarkan pada bunyi pasal-pasal tersebut, jelas
diketahui bahwa hak untuk menggugat ada pada semua orang.
Di samping hak gugat dipunyai perseorangan, gugatan juga
dapat diajukan oleh syatu kelompok atau biasa dikenal
dengan nama Class Action atau Actio Popularis. DI Indone-
sia hal ini belum sepénuhnya diterima, meskipun sudah
pernah ada pengakuan hak untuk berperkara atas nama kepen-
tingan umum (1iﬁgkungan) oleh Penadilan Negeri Jakarta
Pusat dalam perkara antara WALHI melawan PT. Inti Indo
Rayon Utama dan Pemeerintah RI. Di dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 Class Action diterjemahkan dengan

istilah gugatan Perwakilan yang tercantum dalam Pasal 37.
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Kalau pihak penggugat bisa dilakukan oleh setiap
orang atau oleh gugatan perwakilan, maka untuk pihak vyang
digugat sudah tentu hanya pada pihak pencemarnya. Untuk
itu perlu diketahui siapakah yang dimaksud dengan pencemar
itu. Hal ini sangat penting sekali karena pencemar adalah
pihak vyang bertanggungjawab nantinya dalam penyelesaian
sengketa lingkungan hidup.

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 disebut-
kan bahwa pencemar lingkungan hidup adalah dikaitkaﬁ
dengan siapa yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan
hidup. Dari ketentuan Pasal 1 butir 7 undang-undang terse-
but dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran cerjadi
sebagai akibat perbuatan manusia atau oleh proses alam.
Dengan demikian maka pelaku pencemaran adalah manusia dan
atau alam. Sedangkan vyang dapat menimbulkan sengketa
adalah pencemaran yang terjadi karena ulah manusia. Hal
tersebut juga didasarkan pada penjelasan Pasal 5 undang-
undang ini yang menyatakan bahwa pelaku pencemaran bisa
orang seorang, kelompok orang atau badan hukum. Sedangkan
pendg;ita bisa orang seorang maupun publik atau negara.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 menyebutkan bahwa
pelaku pencemaran lingkungan adalah manusia atau pencemar-
an lingkungan terjadi sebagai akibat perbuatan manusia.
Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 12 yang menyebut-
kan bahwa "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya
atau dimasukkannya makhluk hidup, =zat, energi, dan/atau

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
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manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat
tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat
berfungsi sesual dengan peruntukannya". Dari bunyil pasal
tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa pelaku
pencemaran tidak hanya manusia secara perseorangan, akan
tetapi dapat juga dilakukan oleh manusia secara kolektif,
bahkan bentuknya dapat berupa kejahatan korporasi (corpo-
rate crimes).

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 pertang-
gungjawaban korporasi sudah dikenal, walaupun dari segi
teknik legislative drafting kurang baik. Hal ini dapat
dilihat dari pencantumannya yang hanya ditempatkan dalam
penjelasan Pasal 5 undang-undang tersebut. Di samping itu
pengaturannya terlalu sederhana, sehingga seringkali
menimbulkan pelbagai penafsiran (Muladi, 1998 : 16).

Setelah diketahui siapa pihak atau pelaku pencemar-
an, maka langkah selanjutnya yang harus dipikirkan adalah
bagaimana langkah pembuktian yang harus diambil agar pihak
pencemar mau bertanggungjawab terhadap perbuatannya terse-
but. Di dalam penjelasan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4
Tahun 1982, disebutkan bahwa masalah pembﬁktian dan teori
dasar yang mendukung, akan wmempengaruhi sifat bentuk dan
besarnya tanggung jawab maupun ganti kerugian yang dibe-
bankan kepada si pencemar/perusak lingkungan. Konsep
tanggung jawab di sini merupakan konsekuensi dari kewajib-
an setiap §rang untuk melestarikan kemampuan lingkungan

hidup guna wenunjang pembangunan yang berkesinambungan.
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Konsep tersebut sesuai dengan pendapat Ter Haar, Yyang
menggambarkan bahwa manusia di dalam suatu masyarakat
merupakan titik pusat dari segala hubungan-hubungan itu
sehingga kita dapat mengatakan adanya lingkungan kehidupan
manusia atau masyarakat dalam keadaan normal yaitu keadaan
dalam keseimbangan antara lingkungan-lingkungan kehidupan
itu (Patrik, 1990 : 12).
Di dalam undang-undang ini masalah pembuktian

dibebankan pada pihak penggugat, tetapi untuk beberapa
kegiatan yang menyangkut jenis sumber dava tertentu tang-

gung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau

| pemcemar. Penyelesaian gantigkerugian tersebut berdasarkan

pada Pasal 21- undang—undang ini, vyaitu merupakan dasar
hukum penerapan asas tanggung jawab mutlak (Strict liabil-
ity). Mengacu pada bunyi Pasal 21, maka dikehendaki pene-
rapan asas tanggung jawab mutlak secera selektif, khusus-
nya terhadap kegiatan yang mengandung resiko tinggi.
Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 masalah
pembuktian berifat‘mutlak dibebankan, pada perusak dan atau
pencemar. Di sini peﬁcemar dan atau perusak bertanggungija-
wab secara mutlak atau strict 1iébi1ity, yakni unsur
kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat
sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Sebagaimana vyang
dikemukakan oleh J.G. Fleming, bahwa tanggung gugat berdé-
sar resiko adalah tanggung gugat yang tidak memperhatikan
kesalahan dari pelaku artinya ada kesalahan atau tidak ada

kesalahan jika pelaku menimbulkan kerugian kepada orang
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lain ia harus menanggung resikonya atau ia harus bertang-
gung gugat atas kerugian 1tu. Yang menurut hukum Inggris
dikatakan sebagai tanggung gugat mutlak (absolute liabili;
ty atau Stict liability), yaitu bahwa orang berbuat dengan

resiko dan bertanggung gugat terhadap kerugian yang diaki-
batkannya (Patrik, 1990 : 17}.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup,
disarankan agar upaya penegakan hukum lingkungan diusaha-
kan vyang bersifat compliance, pemenuhan peraturan atau
penegakan preventif dengan pengawasan preventifnay (Har-
djascemantri, 19%4 : 1).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 diatur di dalam beberapa
pasal. Dalam pasal-pasal tersebut diatur penyelesaian
sengketa lingkungan, baik yang di luar pengadilan maupun
yang di dalam pengadilan. Untuk penyelesaian yang di luar
pengadilan diupayakan jangan sampal berlarut-larut demi
kepentingan penderita. Kalau penyelesaian di luar penga-
dilan gagal, segera diajukan ke pengadilan untuk mendapat-
kan keputusan dari pengadilan. Sedangkan prosedur penyele-
saian sengketa lingkungan hidup menurut Surat Edaran
Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor
03/SE/MENKLH/6/1987 dikenal istilah Prosedur Dua Jalur ,
dimana penderita dapat menggunakan dua jalur, yaitu lang-

sung mengajukan gugatan kepada Pengadilan dan atau melalui

prosedur Tim Triparti.
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Penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan di
luar pengadilan di atur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
4 Tahun 1982. Bunyi Pasal 20 ini adalah sebagal berikut

(1) Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup
memikul tanggung jawab dengan membayar ganti kerugian
kepada penderita yang telah di langgar haknya atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2) Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara peneli-
tian oleh Tim tentang bentuk, Jenis dan besarnya
kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup

memikul tanggung Jjawab membayar biaya pemulihan ling-
kungan hidup kepada negara.

(4) Tata cara penetapan ini dan pembayaran biaya pemulihan

lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-
undangan.

.

Dalam Pasal 20 ayat (2) tersebut dan dikaitkan
dengan penjelasannya, diatur bahwa penyelesaian ganti
kerugian harus ditempuh melalui mekanisme suatu TIM, dan
bilamana tidak dapat tercapai kata sepakat dalam batas
waktu tertentu melalui Tim tersebut, maka sebagail solusi-
nya kemudian dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.

Ketentuan penyelesaian séngketa lingkungan hidup
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, disebutkan bahwa
dapat ditempuh melalui pengadilan atau d4di luar pengadilan
berdasarkan pilihan secara suka vrela para pihak yang
bersengketa. Di samping itu disebutkan pula dalam penje-
lasan Pasal 32, bahwa untuk melancarkan jalannya perundin-
gan di 1luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan
dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berben-

tuk

a. Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan
keputusan. _

Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang
memfasilitasi para pihak vyang berkepentingan sehingga
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dapat dicapai kesepakatan.

Pihak ketiga netral ini harus

1) disetujui oleh para pihak yang bersengketa;

2) tidak memiliki hubungan keéluarga dan/atau hubungan
kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;

3) memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan
atau penengahan;

. 4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perun-

dingan maupun hasilnya.
b. Pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil
keputusan berfungsi sebagail arbiter, dan semua pubtusan

arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak
yvang bersengketa.

Apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan
dinyatakén tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak
yang bersengketa maka dapat ditempuh gugatan mwmelalui
pengadilan, sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 30
ayvat (3}).

Di dalam Undang-undang Nomor ¢ Tahun 1982 dikata-
kan bahwa pelaksanaan Llebih lanjut dari pasal Pasal 20
mengenai penyelesaian sengketa lingkungan berdasarkan
peraturan perundang-undangan lebih lanjut, akan tetapi
perundang-undangan yang dimaksud tersebut tidak pernah
diterbitkan atau dikeluarkan. Hal ini menjadi kendala
dalam penegakan Hukum Lingkungan dari aspek Hukum PRerdata,
karena banyaknya kasus gugatan® ganti kerugian menjadi
tidak tertampung. Untuk mengatasi hal tersebut dipérguna—
kan Pasal 1234 dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
perdata (K.U.H.Perdata). Dasar pemikiran maupun argumenta-
si atas penggunaan Pasal 1234 dan 1365 K.U.H.Perdata
tersebut adalah bahwa ketentua Pasal 20 dan 21 Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982 merupakan Lex Specialis di

bidang lingkungan, sedangkan ketentuan Pasal 1234 dan 1365
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K.U.H.Perdata merupakan Lex Gemeralis di bidang gugatan
ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum (Lotulung,
1998 : 5).

Apabila dan selama lex specialis belum dapat
diterapkan, maka ketentuan lex. generalis selalu dapat
diterapkan. Dengan demikian keadilan akan dapat diberikan,
dan tidak perlu harus menunggu lama sampai diterbitkannya
peraturan perundang-undangan pelaksana dari pasal terse-
but. Rationya adalah bahwa suatu keadilan yang diberikan
terlambat, adalah éama saja dengan tidak adanya keadilan
(Justice delayed, is Justice denied) (Lotulung, 1998 : 5).

Pasal 1234 K.U.H.Perdata menyatakan bahwa penggan-
tian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

melalaikannya. Jika sesuatu yang harus diberikan atau -

dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah ditetapkan.
Ketentuan pasal ini harus ditafsirkan secara luas,
yaitu
1. Perkataan "tidak melalaikannya” tidak hanya mencakup
tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga ter-
lambat atau tidak memenuhi prestasi.
2. Ketentuan tersebutpun berlaku bagi tuntutan ganti

kerugian karéna perbuatan melawan hukum (Setiawan, 1974

21) .
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Sedangkan Pasal 1365. K.U.H.Perdata menyatakan,
bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, vyang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya wenerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian
tersebut. Dari ketentuan pasal ini dapat dilihat bahwa
untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan
gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, harus
dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut
1. Perbuatan vang dilakukan melanégar hukum;

2. harus ada kesalahan dari pelaku;

3. nharus ada kerugian yang ditimbulkan;

4. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan
kerugian.

Dalam Undaﬁguundang Nomoxr 23 Tahun 1997 penyele-
saian sengketa lingkungan hidup sudah diatur dalam pasal-
pasalnya, sebagaimana yang dituangkan dalam penje-lasan
pasal 35 ayat {(1). Dalam penjelasan ini dikatakan Dbahwa
ketentuan ayat ini merupakan le¥ specialis dalam gugatan
tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya
nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar
atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat
ditetapkan sampal batas tertentu.

Apabila penyelesaian kaéus sengketa lingkungan dila-
kukan di pengadilan, maka dapat ditempuh melalui proses
ﬁerdata, pidana maupun administrasi. Jika dilakukan dalam
pengadil-an dengan menggunakan proses perdata, maka sanksi

yang dijatuhkan dapat berupa
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1. Pembayaran ganti kerugian kepada penderita.
2. Pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup vang terce-
‘mar kepada ﬁegaré.

‘Adapun jenis sanksi administrasi menurut Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1997 ada tiga jenis vyailtu vang
tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4},
yaitu berupa paksaan pemerintah, kemudian yang tercantum
dalam Pasal 25 ayat (5) berupa uang paksa, dan dalam Pasal
27 berupa pencabutan izin (usaha dan/atau kegiatan).

Sedangkan penyélesaian kasus sengketa lingkungan
hidup di pengadilan melalui proses pidana vyang harus
éiingat adalah bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal asas
yang wmengatakan bahwa sanksi pidana adalah berfungsi
sebagai Ultimum Remidium (obat yang terakhir). Dengan
demikian maka penerapan sanksi pidana dalam masalah seng-
keta lingkungan hidup hendaknya diterapkan bilamana sudah
tidak terdapat upaya hukum yang lain.

Peraturan-peraturan hukum sebagaimana dijelaskan
di wmuka dapat menjamin kepastian dan ketertiban dalam
pengelolaan lingkungan, untuk mewujudkan keadilan, karena
hukum memiliki sanksi untuk memaksakan kehenda%nya jika
diperlukan. Meskipun demikian posisi dan peraﬁan hukum
dalam pengelolaan lingkungan tetap hanya sebagal sarana
penunjang belaka (Danusaputro, 1384 : 116) .

Sebagai sarana penunjang, arti penting keberadaan
suatu hukum atau berdayagunanya suatu hukum akan selalu

bergantung pada siapa dan dengan cara bagaimana hukum
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tersebut digunakan. Sebaik dan sesempﬁrna apapun suatu
hukum, namun jika yang menggunakan tidak memiliki ketram-
pilan dan kemahiran, dengan sendirinya keberadaan hnukum
tersébut tidak ada artinya. Begitu pula jika cara-cara dan
prosedur penggunaannya tidak ditepati secara seksama, maka
tujuan dari hukum tersebut tidak akan terwujud.

" 0Oleh sebab itu dalam pengaturan lingkungan secara
hukum dan untuk memperoleh tata pengaturannya gsebaik
mungkin, perlu dipenuhi secara mutlak sekurang-kurangnya 3
syarat, yaitu

1. Bentuk dan isi peraturan hukumnya harus tepat dan jelas
serta sesuai dengan syarat-syarat bagi hukum yang baik;

2. para pelaksananya harus memiliki ketrampilan dan kema-
hiran yang diperlukan untuk menjamin agar pelaksa-
naannya dapat terselenggara dengan tepat dan lancar,
baik para pelaksananya di bidang perumusan peraturan
hukumnya maupun di bidang pelaksanaan peraturan hukum
tersebut secara nyata dalam kehidupan; dan

3. cara-cara serta prosedur pelaksanaannya hendaknya jelas
dan tegas serta mudah dimengerti, agar para pelaksana
tidak akan mengalami kesalahfahaman dan keragu-raguan,
baik dalam tata organisasi maupun kewenangannya (Danu-
saputro, 1984 : 116).

Ketiga syarat yang diajukan oleh Munadjat Danusa-
putro untuk memperoleh suatu hukum dan tata pengaturan
yvang baik, berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mem-
pengaruhi penegakan hukuﬁ itu sendiri. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah
sebagai berikut

1. Faktor hukumnya sendiri.

2. Faktor penegak hukum. |

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan <&i mana hukum
tersebut berlaku dan diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan
rasa vyang didasarkan pada karsa manusia di dalam per-
gaulan hidup (Soekanto, 1983 : 5).
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Kelima féktor tersebut séling berkaitan dengan
erat, oleh karena merupakan essensi dari penegakan hukum
juga merupakan tolok ukur dari efekﬁivitas penegakaﬁ
hukum. Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional inti
dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasi-
kan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-
kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tihdak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup {(Soekanto, 1983 ; 3) . Dalam hal ini pene-
gakan hukum bukanlah semata-mata berarti .pelaksanaan
perundang-undangan, sehingga masalah pokok dari penegakaﬁ
hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempen-
garuhi penegakan hukum itu sendiri.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa
sedikitnya ada tiga masalah yang berasal dari undang-
undang yang bisa menimbulkan gangguan terhadap penegakan
hukum, yaitu tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-
undang, belﬁm adanya peraturaﬂ pelaksana vyang sangat
dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang yang mengakibat-
kan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penera-
pannya.

Sedangkan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa
penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-
ide menjadi kenyataan. Pada hakikatnya hukum mengandung
ide-ide atau konsep-konsep, maka dengan kata lain penega-

kan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudakan ide-ide
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tersebut menjadi kenyataan (Rahardjo, tt =: 15). Adépun

yvang dimaksud dengan ide-ide hukum atau keinginan-keingian

hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang

vang dirumuskan dalam peraturan—peraturan hukum tersebut.
Dikatakan pula oleh Satjipto Rahardjo bahwa berla-

kunya hukum secara lengkap melibatkan berbagal unsur,

yaitu

Peraturannya sendiri.

1

2. Warga negara sebagal sarana pengaturan.
3. Aktivitas birokrasi pelaksana.
4

Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang
turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum
tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya
(Rahardjo, 1983 : 14).

Menurut Friedman hal lain yang tidak boleh diabai-
kan dalam bekerjanya suatu hukum adalah peranan dari
kultur hukum, vaitu nilai-nilai dan sikap-sikap vyang
mempengaruhi bekerjanya hukum (Rahardjo, 1983 : 12).

Jika membicarakan masalah hukum dalam hubungannya
dengan .sikap-sikap dan nilai-nilai vyang dihayati oieh
anggota masyarakat, maka dengan sendirinya akan menghubun-
gakan hukum dengan proses-proses dan bidang-bidang di
luarnya, seperti politik, ekonomi, dan sebagainya. Apabila
hukum ditempatkan dalam kaitannya dengan sektor-sektor
kehidupan sosial dan lembaga-lembaga lainnya dalam masyar-
akaﬁ, maka akan nampak yang semula mungkin diperkirakan
sebagai pengaturan yang sudah jelas sebagai pola tingkah
laku yang mudah diperhitungkan dari semula sebagail suatu
ketentuan yang pasti, tetapi pada kenyataannya merupakan

sesuatu yang sangat relatif.
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Tujuan Penelitian

secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah'sebagai'

Bertitiktolék pada permasalahan yang ada, maka

Lol

berikut

I

Untuk mengetahui sejauhmana penegakan hukum tentang
ketentuan Izin Pembuangan limbah cair ke dalam air dari
kegiatan Industri telah dilaksanakan.

Untuk mengetahui sejauhmana penegakan hukum dilakukan
dalam penyelesalan kasus sengketa pencemaran limbaﬁ
industri PT. Dunia Metal Works di Jakarta. |
Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang harus
dihadapi dalam menyelesaikan kasus sengketa pencemaraﬁ

iimbah industri PT. Dunia Metal Works di Jakarta.

Kontribusi Penelitian

1.

Kegunaan dari segi teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat
memberi manfaat bagi pembentukan perundang-undangan
pelaksana lebih lanjut dari perundang-undangan ling-
kungan hidup yang telah terbentuk.

Kegunaan dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat
pada upaya pencegahan pencemaran dan perusakan ling-
kungan hidup pada umumnya dan upaya penyelesaian seng-
keta Iingkungan hidup pada khususnya.

Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat

membantu penanggulangan dampak negatif dari penggunaan
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teknologi, khususnya di bidang perindustruian. Dengan
demikian penggunaan teknologi di bidang perindustrian
akan benar-benar mendorong tingkat perekonomian negara

dan bangsa Indonesia menjadi llebih baik.

F. Metode Penelitian
Dalam penelitian mengenai upaya penyelesaian kasus
sengketa pencemaran limbah ini penulis menggunakan metode
penelitian hukum, vyang merupakan kggiatan ilmiah vyang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu
vang bertujuan untuk mempelajari satu/beberapa éejala
hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta—fakta
hukum itu, untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan
permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala vyang
bersangkutan (Soekanto, 1984 : 42).
1. Obyek Penelitian
Di dalam suatu penelitian yang menjadi sasaran
utama vyang dituju oleh peneliti adalah obyek peneli-
tian. Untuk penelitian ini yang menjadi obyek peneli-
tian adalah peraturan-peraturan hﬁkun1 yang digunakan
dalam menyelesaikan sengketa pencemaran tersebut,
bentuk atau wujud pencemaran lingkungan yang terjadi,
para pihak vyang bersengketa, dan aparat yang ikut

menyelesaikan kasus sengketa pencemaran ini.
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Metode Pendekatan
Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilaku-
kan dengan metode Normatif Yuridis. Pengertian wmetode
normatif yuridis dalam penelitian ini mengikuti penda-
pat Sudarto, yang menyatakan sebégai berickut
"Metode Yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan
metode yang hanya melihat hubungan yang logis atau
anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistema-
tis, 3di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebalikn-
va apabila vang dilihat itu tidak hanya hubungabnnya
di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan
terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pemben-
tukan norma-norma {(hukum} sehingga jaustru dilihat
pentingnya latar belakan kemasyarakatannya, maka

metode 1ini tidaklah kurang vyuridis pula, ialah
yuridis dalam arti luas" (Sudarto, 1981 : 13).

Berdasarkan pendapat Sudartc tersebut dapat
diketahui bahwa pengertian metode vyuridis dalam arti
luas tidak hanya terbatas pada pendekatan normatif
logis dan sistematis, tetapi‘juga pendekatan empirik

sosioclogis.

Spesifikasi Penelitian :

Sebagaimana pendapat Ronny Hanitijo Soemitro,
bahwa penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam
lima bentuk, vyaitu penelitian inventarisasi hukum
piositif, penelitian terhadap asas-asas hukum, peneli-
tian untuk menemukan hukum in-concreto, penelitian
terhadap sistematis hukum, serta penelitian terhadap
taraf sinkroniusasi vertikal 'dan horisontal (Hénitijo
Soemitro, 1988 : 12-33). Sesuai dengan uralan dan
penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini spesifi-
kasi penelitian bersifat deskriptif terhadap inventari-
sasi hukum yang mengatur tentang lingkungan, penemuan

asas-asas hukum, serta penemuan hukum in-concreto.
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. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari tujuan penelitian ini, serta dalam

kaitannya untuk membahas maupun menganalisa permasala-

han yang ada, maka data yang diperlukan adalah

a.

Data Primer (primary data/basic data).
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber
pertama. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara

secara bebas terpimpin dan observasi langsung.

Data Sekunder (secondary data).

Data sekunder diperoleh dengan mengambil teori-teori
para pakar yang terdapat dalam literatur-literatur,
baik yang berupa buku-buku tulisan-tulisan dan

yurisprudensi MA.

Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa

perilaku pihak-pihak yang bersengketa dan aparat yang

terkait. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian

ini adalah peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar

penyelesaian sengketa pencemaran ini, pendapat-pendapat

para pakar atau teori-teori dari para pakar yang ber-

kaitan dengan penyelesaian sengketa pencemaran dan bila

ada juga yurisprudensi MA tentang kasus sengketa pence-

maran. Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan

data-data tersebut yaitu dengan :

3.

b.

Studi kepustakaan;
wawancara;

observasi;
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G.

5. Metode Penyajian Data

| Data primer yang telah didapatkan dari hasil
wawancara, observasi maupun kuesioner dan data sekunder
yang berupa hasil penelitian kepustakaan, setelah
terkumpul disajikan dalam bentuk keterangan dan ulasan.
Kemudian keterangan dan ulasan tersebut disusun secara
teratur dan sistematis untuk mempermudah pengklasifika-
sian terhadap bahan-bahan hukum tertulis (Hadi, 1980

32).

6. Metode Analisa Data
Terhadap data yang telah tersedia, akan dilakukan
analisis secara kualitatif. Analisis ini dipergunakan
untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan mendalam
mengenai pokok persoalan yang ada. Seorang peneliti
yang memﬁergunakan metode kualitatif tidak semata-mata
bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapli Juga
memahami kebenaran tersebut (Hanitijo Soemitro, 1988
64) . "
Sistematika Pehulisan Tesis
Sistem penelitian yang akan disajikan dalam peneli-
tian ini terdiri atas 4 (empat) bab. Setelah bab pertama
ini, selanjutnya pada Bab II akan diuraikan tentang : A.
Pengertian Pencemaran Liﬁgkungan Hidup dan Sengketa Ling-
kungan Hidup, B. Landasan Konstitusional Perkembangan

Hukum Lingkungan di Indonesia, C. Pengaturan Hukum Izin
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pembuangan Lim,bah Cair, D. Beberapa Alternatif Penyeles¥
aian Sengketa Lingkungan Hidumeerdasarkan. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1982, dan F. Penyelesaian Sengketa Lingkun-
gan Hidup Berdasarkan ﬁndang—undang Nomoxr 23 Tahun 1997. |

Selanjutnya Bab III merupakan hasil penelitian aan
analisa data yang berisikan : A. Penegakan Hukum Keteﬁtuan
Izin Pembuangan Limbah Cair, B. Upaya Penyelesaian Sengke-
ta Pencemaran Limbah Industri Dunia Metal Works di Tange-
rang, serta C. Kendala-kendala dalam Penyelegaian Sengketa
Pencemaran Limbah Industri PT. Dunia Metal Works 4i
Tangerang.

Bab IV sebagail penutup berisikan : A. Kesimpﬁlan

dan B. Saran.
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A,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sengketa Ling-~

kungan Hidup

A. 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian penting yang
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari
lingkungan hidup tersebut manusia bisa mempertahankan
hidup dan memperoleh eksistensi dirinya. Untuk itu
keberadan dan kelestarian lingkungan hidup tersebut
perlu dijaga keutuhannya.

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup,
langkah awal vyang harus d;lakukan terlebih dahulu
adalah memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan
lingkungan hidup tersebut. Lingkungan hidup wenurut
Otto Soemarwoto adalah jumlah semua benda dan kondisi
vang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaru-
hi kehidupan kita (Socemarwoto, 1977 : 30). Menurut ST.
Munadjat.Danusaputro lingkungan hidup diartikan sebagai
semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia
dan tingkah perbuatannya, vyang terdapat dalam ruang
tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kese-
jahteraan menusia dan jasad hidup lainnya {(Danusaputro,
1980 : 67). Lain lagi pendapat yang dikemukakan oleh

A.L. Slamet Riyadi , yang mana beliau menyatakan bahwa
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lingkungan hidup adalah suatﬁ ilmu. Dikatakan ilmu

lingkungan ialah ilmu yang mampu menerapkan berbagai
disiplin (fragmen berbagai ilmu dasar) melalui pende-
katan ekologis terhadap masalah lingkungan hidup yang
diakibatkan karena aktivitas manusié sendiri (Riyadi,
1981 : 11) Sedangkan Emil Salim menyatakan bahwa
secara umum lingkungan hidup diartikan sebagail segala
benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat
dalam ruang vyang kita tempati dan mempengaruhi hal
hidup termasuk kehidupan -manusia (Salim, 1991 : 34) .
Dalam Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolan Lingkung-
an Hidup, vang diselenggarakan oleh BPEN dalam rangka
kerja sama dengan Fakultas Hukum UNPAD pada tanggal 25
- 27 Maret 1976 di Lembang Bandung, diketengahkan
pengertian dasar lingkquan hidup ialah semua benda dan
kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada
dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kelang-
sungan_kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-
jasad hidup lainnya (Husein, 1992 : 7). Sementara itu
Gerhard Lenski dan Jean Lenski mendefinisikan 1ling-

kungan hidup sebagai berikut

"BEnvironment is a term that refers to everything
which is external to a population and which exer-
cises an influence on it. It includes other popula-
tions of plants and animals, climate, mineral, and
water resources, the topographic and locational
characteristics of the territory occupied by the
population, and much more. In the case of human
societies are an especially important part of the
environment" (Lenski, lenski, 1987 : 55).

Adapun Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaaﬁ Lingkungan Hidup

memuat pengertian tentang lingkungan hidup dalam Pasal
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1 butir 1, yaitu dinyatakan lingkungan hidup adalah
kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan;
dan mkhluk hidup, teremasuk di dalamnya manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehi-
dupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lainnya.

Di dalam undang-undang lingkungan yang baru yaitu
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup mengartikan lingkungan hidup sama
seperti dalam UULH, yaitu "Lingkungan hidup adalah
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan , dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan periliakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahte-
raan manusia serta makhluk hidup lain".

Lingkungan hidup dalam pengertian sebagaimana

vang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
maupun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 merupa-
kan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, ling-
kungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkung-
an sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta wmakhluk hidup lainnya
(Suparni, 1992 :‘9).

Dari beberapa pengertian tentang lingkungan terse
but, pada dasarnya unsur-unsur dari lingkungan hidup
adalah
1. Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian

dari kelompok sosial.
2. Lingkungan, baik berupa jasad-jasad hidup maupun

benda-benda mati.
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3. In;eraksi timbal balik antara lingkungan dan manu-
sia.

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang utuh
dan wenyeluruh. Segenap unsur lingkungan hidup tersebut
saling pengaruh mempengaruhi. Apabila salah satu dari
unsur lingkungan hidup tersebut mengalami kerusakan
maka akan rusak pula suatu lingkungan hidup tersebut.
Untuk itu keseimbangan unsur-unsur lingkungan hidup
harus tetap terpelihara dan dilestarikan.

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin
suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar kompo-
nen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan
dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan
tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah
komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam
mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun
mempengarﬁhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang
saling pengaruh—mempengaruhirantara manusia dan ling-
kungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi

antara manusia dan lingkung-an (Husein, 1992 : 16}.

2. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Manusia. adalah sebagian dari ekosistem, manusia
adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan
lingkungan adalah pengaruh ‘sampingan dari tindakan
manusia untuk mencapai suatu tujuan yang wempunyai

konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan

38




adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia

telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, akan

tetapi ia nyaris lupa, bahwa 1ia sendiri sekaligus

merupakan bagian dari alam, di mana ia hidup. Dengan

kekuasaannya atas alam ia tidak dapat melepaskan diri

dari ketergantungan kepada alam (Hardjasoemantri, 1993
4y .

Dalam arah pembangunan jangka panjang Garis-garis
Besar Haluan Negara 1998, kelestarian fungsi lingkungan
hidup dijadikan asas pembangunan nasional yaitu asas
vang kedua, yaitu asas manfaat. Dalam asas manfaat ini

disebutkan

"Bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan na-
gional mwemberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kemanusiaan, peningkatan, kesejahteraan rak-
yat, dan pengembangan pribadi warga negara serta
mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya
bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan
berkelanjutan'.

Dari bunyi asas manfaat tersebut dapat diketahui
bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya
pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Bedasarkan hal, tersebut, maka
titik berat pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua
(PJPT II) yang telah dimulai sejak tahun 1993 ditekan-
kan pada bidang ekonomi sebagai titik sentral pemba-
ngunan. Menindaklanjuti program tersebut, maka kegiatan
pembangunan di sektor industri sangat diperlukan seba-

gai penggerak utama pemba-ngunan ekonomi bangsa ke arah

tercapainya tujuan pemba-ngunan nasional.

39




Salah satu aspek pembangunan ekonomi yang mengha
silkan pertumbuhan ekonomi adalah industrialisasi.
- Pembangunan dJdi bidang industri sebagai bagian dari
pembangunan ekonomi mempunyai dampak positip dan
dampak negatif. Dampak positifnya berupa semakin terse-
dianya barang dan jasa yang dibutuhkan, sedangkan
dampak negatifnya adalah semakin menipisnya persedian
sumber daya alam dan berupa pencemarang lingkungan
hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suparmoko
sebagail berikutn

nSemakin cepat pertumbuhan ekonomi akan semakin

banyak barang suwmber daya vyang akan diperlukan

dalam proses produksi yang pada gilirannya akan

mengurangi tersedianya sumber daya alam yang ada di

dalam bumi karena barang sumber daya itu harus

diambil dari tempat persediaan (stock) sumber daya
alam. Dengan demikian dapat dikatakan ada hubungan
positif antara jumlah dan kuantitas barang dan
sumber daya dan pertumbuhan ekonomi, tetapi seba-
liknya ada hubungan yang negatif antara pertumbuhsn
ekonomi dan tersedianya sumber daya alam yang ada

di dalam bumi. Di samping itu dengan pembangunan

pabrik, akan tercipta pula pencemaran lingkungan

yang semakin membahayakan kehidupan manusia (Supar-

moko, 1989 : 9}).

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa kegiatan
'pembangunan disektor industri mempunyal peranan yang
sangat penting dalam pembangunan, tetapl Jjuga menimbul -
kan permasalahan yang tak kalah rumitnya pula. Pewba-
ngunan industri yang sebagian besar berupa pabrik-
pabrik akan menghasilkan 1limbah, vyang apabila tidak
dapat terkendali dengan baik akan mengakibatkan terja-

dinya pencemaran pada lingkungan, dan dengan. sendirinya

permasalahan berikutnya adalah bahwa pembangunan tidak
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sepenuhnya dapat mensejahterakan bangsa dan negara.
Sisa-sisa atau buangan vyang dihasilkan oleh proses
produksi industri apabila tidak ditangani secara baik
dan benar akan menimbulkan pencemaran dan perusakan
lingkungan, seperti halnya yang dikemukakan oleh Koes-
nadi Hardjasocemantri sebagai berikut
"pendayagunaan sumber-sumber alam senantiasa akan
menghasilkan zat-zat sisa yang biasa dibuang keda-
lam lingkungan. Apabila jumlah zat-zat sisa itu
melampaui daya asimilasi lingkungan, masyarakat
akan menanggung beban untuk membersihkan lingkungan
ataupun harus mengeluarkan biaya yang lebih besar
untuk memelihara kesehatan. Oleh karena itu dari
awal mula ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan
pokok untuk pengelolaan yang lebih cermat dari
sumber-sumber alam dalam hubungannya dengan ling-
kungan hidup" (Hardjasoemantri, 1993 : 30).
Berhubung dengan permasalahan tersebut maka kegiat-
an pembangunan di sektor industri perlu dikembangkan
secara tertib dan teratur menurut ketentuan hukum
dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Pembangun-
an di sektor industri mutlak perlu dikembangkan, akan
tetapi dengan prinsip harus berwawasan lingkungan. Hal
ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang Nomor 4
Tahun 1982 (UULH), di mana dalam Pasal 4 secara ekspli-
sit ditegaskan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan
hidup adalah antara lain agar terlaksananya pembangunan
yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi
sekarang dan mendatang. Di dalam perkembangannya UULH
tersebut diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23

tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam

undang-undang yang baru ini Jjuga diletakkan dasar
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pembangunan vyang berwawasan lingkungan, Yyang mana
ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 3 sebagai beri-

kut

"Pengelolaan lingkungan hidup yang digelenggarakan
dengan asas tanggung jawab negara, asas Dberkelan-
jutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkung-
an hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa"“.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada semua
pihak yang terkait dalam pembangunan industri hendaknya
benar-benar memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam
upaya mencapail tujuan nasional, karena pada beberapa
tahun terakhir ini pembangunan industri telah menimbul-
kan masalah pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah
industri. Hal ini terjadi karena ternyata banyak indus-
tri yang dibangun tanpa adanya program pencegahan dan
pengendalian pencemaran terhadap lingkungan di mana
industri itu dibangun (Gintings, 1992 : 9).

Suatu lingkungan dikatakan tercemar yaitu apabilar
kondisi lingkungan tersebut telah melebihi NAB yang
ditentukan berdasarkan baku mutu lingkungan (Siahaan,
1987 : 163). J. Barros dan UJ.M. Johnston mengatakan,
masalah pencemaran timbul bilamana sesuatu zat atau
energi dengan tingkat konsentrasi yang demikian rupa
hingga dapat mengubah kondisi lingkungan, baik langsung

atau tidak langsung, dan pada akhirnya lingkungan tidak

lagi berfungsi sebagaimana mestinya (Husein, 1992:23).
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Sedangkan yang dimaksud dengan Pencemaran lingkun
gan menurut UULH di mana tercantum dalam Pasal 1 butir

7. vaitu

"pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dima-
sukkannya makhluk hidup, =zat, energl, dan atau
komponen lain ke dalam lingkungan dan atau beru-
bahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia
atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan
turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan
lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfung-
si lagi sesual dengan peruntukannya".

ﬁalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pengertian
pencemaran tercantum dalam Pasal 1 butir 12, yaitu
"pPencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegi-
atan manusia sehingga kualitasnya turun sampal ke
tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup
tidak dapat berfungsi sesual dengan peruntukannya'.
Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya
perbedaan pengertian pencemaran antara Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1982 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun
1997. Perbedaan tersebut dapat dilihat dengan memperha-
tikan unsur pencemaran dari masing-masing pengertian.
Unsur-unsur dari pencemaran menurut Undang-undang
Nomor 4 Tahun %982, yaitu
1. a. masuknya atau dimasukkannya zat pencemar ke dalam
lingkungan, atau
b. berubahnya tatanan lingkungan;
2. adanvya
a. kegiatan manusia, atau
b. proses alam;
3. turunnya kualitas lingkungan;

4. timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapat-

nya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukan-

nya.
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Sedangkan unsur pencemaran menurut Undang-undang

Nomor 23 Tahun 1997 adalah sebagai berikut

1. masuknya atau dimasukkannya zat pencemar ke dalam

lingkungan hidup;

‘2. adanya kegilatan manusia;

3. turunnya kualitas lingkungan;

4. timbulnya akibat berupa kurang atau tidak dapatnya

lingkungan berfungsi sesual dengan peruntukannya;

Dari unsur-unsur pencemaran yang diambil dari
pengertian pencemaran yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH) tersebut dapat membe-
rikan pengertian tentang beberapa hal, yaitu |

- Pertama, bahwa pencemaran_lingkungan selalu mengan-
dung pengertian terjadinya penurunan kualitas ling-
kungan adanya suatu tolok ukur adalah esensial.

- Kedua, bahwa pencemaran lingkungan selalu mengandung
arti timbulnya akibat bahwa lingkungan kurang atau
tidak berfungsinya lagi sesuai dengan peruntukkannya.
Dari pengertian ini dapat diketzhui bahwa pencemaran
ling-kungan selalu berkaitan dengan peruntukan ling-
kungan (tata guna lingkungan) .

- Ketiga, bahwa pencemaran lingkungan jika dipandang
dari faktor penyebabnya dapat dibedakan antara pence-
maran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manu-
sla, dan pencemaran 1ingkungan vang disesbabkan oleh
proses alam. Walaupun kegiatan manusia dan proses

alam menimbulkan akibat vang sama, vyaitu kurangnya
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atau tidak dapatnya 1lingkungan berfungsi sesuia
dengan peruntukannya, namun dua faktor penyebab
tergsebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.
Dalam hal pencemaran lingkungan disebabkan oleh
kegiatan. manusia, maka pihak pencemar wmemikul
kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita
atas kerugian yan diseritanya, dan membayar biaya
pemulihan kepada negara. Sedangkan apabila pencemaran
lingkungan itu disebabkan oleh alam, maka pemerintah
memikul beban kewajiban untuk menanggulangi akibat-
nya. Ketentuan ini berdasarkan pada Penjelasan Pasal
1 angka 7 UULH, yang menyatakan sebagai berikut
"pencemaran lingkungan hidup oleh proses alam
dimasukkan dalam perumusan mengingat bahwa akibat-
nya perlu ditanggulangi. Penanggulangan ini merupa-
kan kewajiban pemerintah".
Keempat, bahwa pencemaran lingkungan jika dipandang
dari sudut medianya dapat dibedakan antara pencemaran
tanah, pencemaran air (termasuk pencemaran laut}, dan
pencemaran udara.

Sedangkan dari unsur-unsur péncemaran yang diambil

dari pengertian pencemaran yang tercantum dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1997 memberikan beberapa penger-

tian pula sebagaimana halnya dalam UULH, akan tetapi

dalam undang-undang lingkungan yang baru ini tidak

memasukkan proses atau peristiwa alam sebagai penyebab

atau pelaku pencemaran. Di samping itu dalam undang-
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undang yang baru ini tidak menggariskan bahwa untuk
terjadinya pencemaran harus ditandai dengan terjadinya
penurunan kualitas lingkungan.

Untuk wenentukan apakah lingkungan hidup telah
mengalami pencemaran dan atau perusakan, tentu harus
ditetapkan kriteria yang dapat dipergunakan sebagai
tolok ukurnya. Penentuan tentang telah terjadinya
pencemaran menggunakan kriteria yang bersifat ilmuah
dan kriteria Batu Mutu Lingkungan. Dengan demikian
kriteriaryang harus digunakan adalah data dan informasi
yang bersifat ilmiah, landasan sarana hukum yang menen-
tukan terminologi penéemaran dan keténtuan tentang Baku
Mutu Lingkungan {(Husein, 1992 : 174).

Dengan demikian penceméran tidak dapat ditentukan
dengan hanya memperhatikan faktor fisiknya saja. Dengan
perkataan lain, untuk menentukan telah terjadinya pence-
maran lingkungan hidup diperlukan kriteria yang jelas
dan pasti. Menurut Otto Soemarwoto, dilihat dari dari
segi ilmiah suatu lingkungan dapat disebut sudah terce-

¢

mar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut

adalah

1. kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang
lain {seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur
(terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan

tertentu;




2.

dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau
peruntukan daripada sumber daya/lingkungan tersebut

(Husein, 1992 : 175}.

Secara ilmiah terjadinya pencemaran disebabkan 4

{empat) hal, yaitu

Pertama : Adanya pencemaran adalah karena lebih
besarnya kecepatan produksi suatu zat daripada kece-
patan penggunaannya atau degradasinya secara kimia
fisik. Bahan sisntetis misalnya yang dalam proses
degradasi pada lingkungan hidup sering berjalan
sangat lambat, oleh karena bahan itu merupakan bahan
asing dan baru yang mana pelum ada organisme dapat
menggunakannya dalam metabolisme.

Kedua.: Sebab pencemaran kedua adalah proses biologi
yvang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar
tertentu. Jenis-jenis mikfoba misalnya, dapat memben-
tuk zat racun seperti asam bongkrek pada tahu bongk-
rek dan afla—toxin, dalam beberapa -bahan makanan
manusia atau ternak.

Ketiga : Pencemaran dikarenakan proses fisika kimia
non biologi. Proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh
(langsung} oleh manusia, seperti pencemaran yang

berasal dari gunung berapi; juga pencemaran karena

kebisingan pabrik atau kendaraan.
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A,

- Keempat : Pencemaran timbul karena terjadinya kecela-
kaan vyang dapat melepaskan ke dalam lingkungan.
Pencemaran ini dapat terjadi secara tiba—tiba maupurn
secara pelan-pelan atau lambat laun. Misainya keceia—
kaan atau kebocoran .tanker di lepas pantai yang

melepaskan minyak ke perairan sekitarnya (Siahaan,

1987 : 160).

3. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup

Timbulnya pencemaran lingkungan dapat berkembang
menjadi sengketa lingkungan, épabila salah satu pihak
penderita aﬁau korban merasa dirugikan karena adanya
pencemaran lingkungan vyang diakibatkan dari suatu
kegiatan oleh siapapun baik dengan sengaja maupun
tidak. Di dalam UULH tidak dicantumkan tentang penger-
tian sengketa lingkungan hidup. Pengertian tentang
sengketa lingkungan hidup dapat dilihat dalam Pasal 1
angka 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menye-
butkan bahwa "Sengketa lingkungan hidup adalah perseli
sihan antara dua pihak atau lebih yvang ditimbulkannya
oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup".

Sengketa lingkungan hidup meliputi sengketa baik
sebelum maupun sesudah sengketa menjadi perkara di
pengadilan. Menurut Abdul Hakim GN timbulnya sengketa

lingkungan hidup dikarenakan adanya beberapa faktor,

yailtu
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1. Adanya kegitan manusia yang menimbulkan dampak
negatif pada lingkungan yang menyebabkan lingkungan
menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan
peruntukannya, sehingga sejumlah manusia merasa
dirugikan.

2. Adanya kegiatan manusia yang menimbulkan dampak
negatif pada lingkungan sehingga lingkungan menjadi
kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang
pembangunan yang berkesinambungan, sehingga masyar-
akat dan negara dirugikan.

3. Adanya kebijaksanaan publik yang berkenaan dengan
lokasi sumber yang dilakukan tanpa mengindahkan
daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan keru-
gian pada masyarakat dan lingkungan hidupnya yang
pada suatu saat dapat menimbulkan sengketa.

4, Adanya keputusan .........

5. Adanya sikap pejabat ....... (Garuda Nusantara,
1989 : 56-57).

Dari penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan
timbulnya sengketa lingkungan maupu dari penjelasan
tentang pengertian dari éengketa. lingkungan itu sen-
diri, dapat diketahui bahwa tidak selalu pencemaran

akan menimbulkan sengketa lingkungan, akan tetapi

- sengketa lingkung-an timbul apabila ada pihak vyang

merasa dirugikan dengan adanya pencemaran dan/atau
dengan‘hal—hal yvang berkaitan dengan pencemaran terse-

but.

B. Landasan Konstitusional dan Perkembangan Hukum Lingkungan

Hidup di Indonesia

B.

1. Landasan Konstitusional Hukum Lingkungan Indonesia
Hgkum lingkungan sebagai disiplin ilmu yang berdiri

sendiri, perkembangannya mwmasih relatif Dbaru, yaitu

sejalan dengan dengan perhatian terhadap perkembangan

masalah-masalah 1lingkungan. Perhatian secara serius
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terhadap wmasalah-masalah lingkungan diawali dengan
adanya konferensi di Stockholm pada tahun 1972 vyang
diselenggarakan oleh PBB, vyang menghasilkan sebuah
deklarasi tentang lingkungan hidup yaitu Declaration of
the United Conference on the Human Environment. Di

dalam deklarasi tersebut antara lain dikatakan sebagail

berikut

"Having considered the need for common outlook and
for common principles to inspire and guide the
peoples of the world in the preservation and en-
hancement of the human environment, ",

.............

Pernyatzan tersebut menunjukkan bahwa PBB melihat akan

suatu kebutuhan yang sangat mendasar untuk memelihara dan
mengembangkan lingkungan hidup. Seiring dengan perhatian
bangsa-bangsa terhadap masalah-masalah lingkungan, maka

hukum lingkungan pun mendapatkan perhatian yang lebih

serius pula.

Bagi bangsa Indonesia masalah pengelolaan lingkung-
an hidup sudah ada kaidah dasar yang melandasi pembangunan
dan perlindungan lingkungan hidup Indonenesia, vyaitu
terdapat daiam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada

alenia ke-4, yang berbunyi sebagai berikut

tXemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdas-
kan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keter-
tiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Ke-
bangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada : ketuhanan Yang Maha
Esa, kemanusiaan yang adil dan berxdab, persatuan
Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagil
seluruh rakyat Indonesia".
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Bunyi ketentuan tersebut menegaskan bahwa "Kewaji
ban Negara" dan "Tugas Pemerintah" untuk melindungi
segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan
hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indone-
éia dan segenap umat manusia.

Pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih
konkret dalam Pasal 33 éyat {3} Undang-Undang Dasar
1945, yaitu sebagai berikut

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Selanjutnya Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945 menyatakan antara lain

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
dalam buni adalah pokok-pokock kemakmuran rakyat.
Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan diperguna-
kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat®.

Kata "rakyat" dalam rtumusan pasal tersebut adalah
suatu pengertian umum yang meliputi baik rakyat yang
hidup masa kini maupun rakyat yang hidup di masa yang
akan datang. Dengan perkataan lain, pengertian rakyat
dalam pasal tersebut mempunyal arti generasi sekarang
dan generasi mendatang (Suparni, 1992 : 43).

Penggunaan pumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmur-
an rakyat yvang diselenggarakan melalui upaya pembangun-
an. Upaya pembangunan ini berarti tidak berhenti dalam
satu atau dua tahun, melainkan merupakan suatu proses
yang berkelanjutan. Maka untuk menunjang proses pemba-
ngunan vang berkelanjutan tersebut diperlukan pula

tersedianya bumi dan air dan kekayaan alam secara

berkelanjutan.
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Penggunaan oumi, air dan kekayaan alam yang terkan
dung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, mengandung arti bahwa penggunaan tersebut harus
berdasarkan patokan sebagai berikut (Moestdji, 1988
39)

1. Daya guna dan hasil guna yang optimum dalam
batas-batas kelestarian kemampuan sumber daya

: alam yang mungkin dicapai;

2. tidak mengurangi kelestarian kemampuan sumber
daya alam lain yang berkaitan dalam suatu eko-
sistem, dan

3. memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan
penggunaan bagi pembangunan di masa depan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam

ketentuan Pasal 33 ayat (3? Undang-Undang Dasar 1945
tersirat {(Suparni, 1992 : 45} :

Pertama, kewajiban untuk memelihara kemampuan
lingkungan hidup, dan

Kedua, kewajiban generasi sekarang terhadap genera-
si yang akan datang, bahwa penggunaan sumber daya

alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu
hidupnya.

Untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercan
tum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka perlu
ditetapkan kebijaksanaan lingkungan dan perturan perurn-
dang-undangan sebagal landasan pengelolaan lingkungan
hidup.

Di dalam menentukan suatu peraturan atau perundang-
undang harus selalu berdasarkan pada Pancasila sebagal
sumber segala sumber hukum dan Undang-Undang dasar 1945
sebagal dasar hukum.nasional. Undang-Undang Dasar 1945
hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok, untuk selan-
jutnya dijabarkan di dalam Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN). Mengenai lingkungan hidup, Xkhususnya
dalam hal kewajiban memelihara kemampuan lingkungan
hidup dan kewajiban generasi sekarag terhadap generasi

mendatang dijabarkan dalam GBHN, yaitu sebagai berikut:
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"Dalam melaksanakan pembangunan, sumber-sumber alam
Indonesia harus digunakan secara rasional. Pengga-
lian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan
agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia,
dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang
akan datang".

Arahan CGBHN tersebut merupakan kebijaksanaan penge
lolaan lingkungan hidup. Di samping ketentuan tersebut,
disetiap GBHN selalu tercantum ketentuan-ketentuan
tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat
dilihat dalam GBHN 1973 - 1978 dan Repelita II (1974 -
1979), GBHN 1978 - 1983 dan Repelita III ( 19879 -
1984), GBHN 1983 - 1988 dan Repelita IV (1984 - 1989),
GRHN 1988 - 1993 dan Repelita V (1989 - 1995), dan GBHN
1993 - 1998 dan Repelita VI (1995 - 1999%). Dalam GBHN

dan Repelita tersebut dikemukakan arah dan kebijaksa-

naan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Perkembangan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia
pada tanggal 25 - 27 Maret 1976 di Lembang-Bandung
dilaksanakan Seminar tentang Segi-segi Hukum dari
Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh BPHN bekerja sama
dengan UNPAD, vyang ﬁengetengahkan pemikiran tentang
pentingnya pengembangan segi-segi hukum dalam pengelo-
laan lingkungan hidup. Dalam seminar ini Mochtar Kusu-
maatmadja menyumbangkan pokok-pokok pikiran dan saran
yang merupakan dasar pembangunarn, pembinaan dan pene-
gakan hukum lingkungan Indonesia. Beberapa pokok pemi-
kiran vyang dirumuskan dalam seminar tersebut yakni

meliputi

1. Untuk mengadakan dengan segera undang-undang
tentang Perlindungan Lingkungan Hidup beserta
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peraturan peliaksanaannya, yang mencakup penga-
turan penyelesaian sengketa terutama mengenai
beban pembuktian. ' .

2. Inventarisasi, peninjauan kembali, penyempurnaan
dan pembaruan peraturan-peraturan perundang-
undangan tentang aspek-aspek lingkungan hidup
secara sektoral dengan penekanan pada pengaturan
pencemaran, misalnya pengaturan tentang kebi-
singan, lalu lintas pembuangan sampah dan keber-
sihan umum, galuraan air pembuangan, cagar
budaya, cagar alam dan suaka margasatwa, perbu-
ruan, perindustrian, pemukiman, hutan, pertam-
bangan dan sebagainya.

3. Usulan untuk membentuk Pusat Pengembangan Hukum
Lingkungan yang bertugas untuk membina pengem-
bangan dari hukum lingkungan dan memupuk kesa-
daran ekologis. Di samping itu disarankan pula
untuk membentuk suatu badan otorita, jika perlu
Departemen Lingkungan Hidup di bawah seorang
Menteri. '

4. Meningkatkan peranan pengadilan dalam menyele-
saikan sengketa-sengketa lingkungan dengan
pantuan saksi-saksi ahli di bidang ekologi.

5. Melakukan sinkronisasi pengaturan perlindungan
terhadap kehidupan manusia dan alam serta pemu-
kimannya, melalui koordinasi, kerja sama dan
partisipasi dari bidang legislatif, eksekutif,
dan yudikatif secara bersama dan serasi, diser-
tai tanggung Jjawab untuk menentukan strategi
bagi pencegahan, pengoclahan, dan penanggulangan -
ancaman terhadap lingkungan (BPHN, 1977 : 23).

Melihat pada pokok-pokok pikiran yang dihasilkan
dari seminar tersebut menunjukkan semakin disadarinya
akan arti penting dibentuknya hukum lingkungan. Di sini
hukum lingkungan diharapkan mampu berperan sebagai
sarana pengaman pelaksanaan pembangunan beserta hasil-
hasilnya.

Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan
diharapkan mampu berfungsi' mencegah atau menangkal
terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan
dalam hal ini hukum sebagai sarana preventif agar ling-
kungan hidup dan sumber daya- alam, Xkesinambungan dan

daya dukungnya tidak terganggu. Di samping itu hukum
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lingkungan diharapkan pula mampu bersifat represif,
sebagai' sarana penindak-an hukum bagi perbuatan-
perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup
dan sumber daya alam. Singkatnya hukum lingkungan harus
mampu berperan sebagai safana pengaman bagi terlanjut-
kannya pembangunan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan péda tugas-tugas yang dibebankan pada
hukum lingkungan sebagaimana yang telah diuraikan
tersebut, maka berarti hukum lingkungan tidak hanya
mengatur tingkah laku dalam kehidupan bersama, tetapi
mengatur pula aspek yang lebih luas lagi, yakni penga-
turan hubungan manusia dengan‘alam lingkungannya, baik
lingkungan fisik (anorganik), lingkungan bioclogis dan
lingkungan sosial serta lingkungan yang bersifat kompo-
sit. Pada dasarnya hukum lingkungan mengatur hubungan
manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, dan
manusia dengan lingkungan alam sekitarnya (Husein, 1992

38).

Menurut Drupsteen hukum lingkungan (Millieu-
recht), yaitu hukum yang berhubungan dengan lingkungan
alam dalam arti vyang seluas-luasnya. Ruang lingkup
hukum lingkungan berkaitan dengan dan ditentukan oleh

ruang lingkup pengelclaan lingkungan (Husein, 1992

38).
Adapun perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia
ditinjau dari segi. perangkat perundang-undangannya

dapat dibagi dalam 3 (tiga) periodesasi, yaitu
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Zaman Hindia Belanda

Berdasarkan pada Himpunan Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Lingkungan Hidup yang disusun
oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerin-
tah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup vyang
diterbitkan pada tanggal S_Juni 1978, masalah ling-
kungan yang pertama kali diatur adalah mengenai
perikanan mutiara dan perikanan bungan karang, yaitu
Parelvischerij, Sponsenvisscherijordonnantie (STBL.
1916 Nomor 157), dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur
Jendral Idenburg pada tanggal 26 Januari 1916.

Peraturan berikutnya yang dikeluarkan yaitu per-
aturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan.
Pera-turan ini dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1920
dengan Penetapan Gubernur Jendral Nomor 86 dengan
nama Viss-cherijordonnantie (STB. 1920Nomor 396).
Dalam Pasal 2 Peraturan ini ditentukan, bahwa me-
nangkap ikan dengan bahan-bahan beracun, bius atau
bahan-bahan peledak dilarang.‘ Ordonansi lain di
bidang perikanan adalah Kustvissche;ijordonnantie
(STB. 1927 Nomor 144), yang berlaku sejak tanggal 1
September 1927.

Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan
hidup adalah Hiderordonnantie (STB. 1540 Nomoxr 450) ,
vaitu Ordonansi Gangguan. Ordonansi yang penting di
bidang perlindungan satwa adalah Dierensbescherming-
sordonnantie (STB. 1931 ©Nomoxr 134), vyang rmulai
berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 wuntuk seluruh

wilayah Hindia Belanda (Indonesia).
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Peraturan lebih lanjut dari perlindungan satwa
adalah peraturan tentang perburuan, vyailtu Jachtor-
donnantie (STB. 1940 Nomor 733}, yang berlaku untuk
Jawa dan Madura sejak tangéal 1 Juli 1940. Peraturan
ini mencabut Jachtordonnantie Java en Madura 1531
(STB. 1931 Nomor 133).

Di bidang perusahaan telah dikeluarkan Bedrijfs
_Reglementeringsordonnantie 1934 (STB. 1938 Nomor B86
jo 1948 Nomor 244). Ordonansi yang mengatur perlin-
dungan alam adalah Natuurbeschermingsordonnantie
(STB. 1541 Nomor 167). Ordonansi ini mencabut ordo-
nansi yang mengatur cagar alam dan guaka-suaka
margasatwa, yaitu Natuurmonumenten en Wildreservate-
nordonnantie 1932 (STB. 1932 Nomor 17) dan menggan-
tikannya dengan Natuur beschermingsordonnantie 1941
tersebut.

Ordonansi tersebut dikeluarkan untuk melindungi
kekayaan alam di Hindia Belanda (Indonesia) . Pera-
turan-peraturan yang tercantum di dalamnya berlaku
terhadap suaka-suaka margasatwa dan cagar-cagar
alam. Dalam hubungannya dengan pembentukan kota
telah dikeluarkan Stadsvormingsordonnantie (STB 1948
Nomor 168), vang disingkat SVO, wmulal berlaku pada
tanggal 23 Juli 1948.

Berbagai ordonansi tersebut telah dijabarkan
lebih lanjut dalam verodeningen, seperti Dienrens-
beschermings Vercordeling (STB 1931 Nomor 266),
berbagail Bedrijfsreglementerings vercordeling vyang
meliputi bidang-bidang tertentu seperti pabrik
sigaret, pengasépan karet, perusahaan tekstil,

Jachtverordeling Java en Madura 1940 1940 {STB 1940
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Nomor 247 jo STB 194i Nomor 51), dan Stadenvormings-
veroordeling, disingkat SVV (STB 1949 Nomér 40} .
Begitu pula terdapat peraturan—pefaturan tentang
air, yaitu Algemeen Waterreglement (STBR 1936 Nomor

489 jo STB 1949 Nomor 98).

Zaman Jepang

pada waktu zaman pendudukan Jepang hampir tidak
ada peraturan perundang-undangan di bidang lingkung-
an hidup yang dikeluarkan, kecuali Osamu S. Kanrei
Nomor 6, vaitu mengenai larangan menebang pohon
aghata, alba dan balsem tanpa izin Gunseikan. Pera-
turan perundang-undangan ini di waktu itu terutama
ditujukan untuk memperkuat kedudukan penguasa Jepang

(Hardjasoemantri, 1989 : 90-92}.

Zaman Kemerdekaan

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan
oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerin-
tah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dalam
Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang
Lingkungan Hidup, maka terdabat perangkat perundang-
undangan di bidang kehutanan, pengairan, pértanian,
pertambangan, perindustrian dan kehewanan/perikanan.
Peraturan-peraturan yang diundangkan sesudah prokla-
masi kemerdekaan hanya mengatur satu segi lingkungan

hidup sehingga bersifat parsial. (Suparni, 1992

53).
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s Usaha penyusunan suatu konsep rancangan undang-

undang yang mengatur wmasalah lingkungan hidup yang
bersifat konprehensif integral dimulai pada tahun
1976, yaitu usaha yang dirintis oleh Panitia Perumus
dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di bidang Pengenm-
bangan Lingkungan Hidup. Panitia ini dibentuk dengan
Keputusan Presiden RI Nomor 60 Tahun 1972, vyang
bertugas menyususn, membuat inventarisasi dan renca-
na kerja bagi Pemerintah' di bidang pengembangan
lingkungan hidup.

Konsep rancangan yang disusun pada Qaktu itu
berjudul Rancangan Undang-undang Tentang Pokok-pokok
Pengembangan Lingkungan Hidup. Dari hasil ihventari—
sasi yang dilakukan oleh panitia tersebut, maka
penyususnan rancangan awal undang-undang lingkungan
hidup pada tahun 1976 dihadapkan pada beberapa hal
sebagai berikut

a. Segi-segi lingkungan hidup telah diatur dalam
ﬁerbagai peraturan perundang-undangan yang berla-
u telah;

b. peraturan perundang-undangan tersebut pada da-
sarnya berorientasl pada pemanfaatan sumber daya;

c. peraturan perundang-undangan tersebut bersifat
parsial-sekteral (Suparni, 1992 : 54).

Berdasarkan pada hasil-hasil temuan dari panitia
tersebut, maka dalam usaha menyusun suatu konsep ran-
cangan undang-undang tentang lingkungan hidup vyang
dapat memasukkan wawasan lingkungan ke dalam peraturan
perundang-undangan di bidang 1lingkungan hidup vyang
bersifat holistik, panitia menempuh cara dengan menyu

sun satu undang-undang baru yang berwawasan lingkungan
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sebagai dasarbperbaikan dan penyempurnaan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sekaligus sebagail
dasar penetapan peraturan pelaksana untuk masing—masing
segi lingkungan hidup. Undéng—undang yvang demikian
bersifat sebagai payung bagi peraturan perundang-un-
dangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup.

Mengingat bahwa materi wmuatan Undang-undang Ling-
kungan Hidup sangat luas, maka untuk mengaturnya tidak
dapat secara rinci dalam satu undang-undang. Untuk itu
undang-undang yang dibentuk hanya wmemuat ketentuan-
ketentuan pokok vang memuat asas-asas dan prinsip-
prinsipnya saja.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa alasan
diajukannya Rancangan Undang-undang Lingkungan Hidup
adalah berdasarkan pada pemikiran-pemikiran sebagai
berikut

a. Dalam Repelita III Bab 7 tentang Sumber Alam dan
Lingkungan Hidup, tercantum petunjuk tentang perlun-
yva undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok
pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berarti bahwa
pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan terjel-
manya undang-undang tersebut di atas dalam kurun
wakitu Repelita III.

b. Peraturan perundang-undangan yang ada kurang memuat
segi lingkungan hidup. Sebaliknya perkembangan
kesadaran lingkungan sudah meningkat di kalangan
produsen selaku perusak lingkungan potensial dan di
kalangan konsgumen selaku penderita kerusakan ling-
kungan potensial. Maka perlu dikembangkan peraturan
perundang-undangan sesuai’ dengan kebutuhan dan
peningkatan kesadaran hukum dalam magyarakat.

c¢. Indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi,
bersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian,
sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan_ secara
bertahap bertujuan : (i) wmeningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan seluruh rakyat, serta (ii) mele-
takkan 1landasan yang kuat untuk pembangunan tahap
berikutnya. Dalam rangka peletakan landasan pemban-
gunan yang kuat ini tersimpul keperluan mengusahakan
pembangunan tanpa merusak lingkungan serta mengelola
sumber alam secara bijaksana untuk bisa menopang
tahapan pembangunan jangka panjang.
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d¢. &rah pembangunan jangka panjang tertuju pada pemba-
ngunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
seluruh masyarakat Indonesia sebagaimanan tercantum
dalam GBHN, vyang berarti : _ '

(1) mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan,
sandang, perumahan, kesechatan dan lain-lain;

(2) mengejar kepuasan batiniah seperti pendidikan,
rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang
bertanggungjawab, rasa keadilan, dan lain-lain;

(3) keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara
kemajuan lahir dan kepuasan batiniah tersebut di
atas;

(4) pembangunan yang wmerata diseluruh tanah air dan
benar-benar dirasakan - seluruh rakyat sebagai
perbaikan tingkat hidup berkeadilan sosial;

(5) terciptanya keselarasan hubungan antara manusia
dengan Tuhannya;

(6) terciptanya keselarasan hubungan antara individu
dengan masyarakat;

(7) terciptanya keselarasan hubungan antara manusia
dengan alam sekitarnya;

(8) keserasian hubungan antara bangsa-bangsa;

(9) keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan
mengejar kebahagiaan di akhirat;

(10) kehidupan manusia dan masyarakat yang serba
selaras sebagai tujuan akhir pembangunan nasion-
al yang secara ringkas disebut masyarakat maju,
adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Husein,
1992 : 45-46).

Usaha ke arah penyusunan rancangan undang-undang
lingkungan hidup -menjadi lebih intensif sejak Menteri
Negara Pengawasan Pembangunan ‘dan Lingkungan Hidup
(MNPPLH) membentuk sebuah Kelompok Kerja Pembinaan
Aparatur dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan
hidup pada tahun 1979 vyang ditugasi untuk menyususn
Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengelolaan ling-
kungan hidup. Konsep RUU hasil Kelompok Kerja ini
kemudian diajukan dan dibahas dalam forum antar depar-
femen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam
Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1979. Akhirnya
setelaj mengalami perubahan dan penyempurnaan, RUU

tersebut menjadi RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
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Pengelolaan Lingkungan Hiaup. Kemudian dalam sidang
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tanggal 25
Februari 1982 RUU tersebut disetujui dengan aklamasi,
dan dinaﬁakan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang oleh
Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1982 disahkan sebagai
undang-undang, kemudian diundangkan melalui Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 12, serta Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3215 (Hadiati Koeswaji, 1992 : 26} .

Pengaturan Izin Pembuangan Limbah Cair

Kegiatan pembangunan di éekﬁor industri perlu
dikembangkan, akan tetapi ﬁarué berdasarkan pada prinsip
bahwa pembangunan tersebut berwawasan lingkungan. Untuk
itu sejak disusunnya RUU Lingkungan Hidup padé Tahun 1976
telah diletakkan suatu dasar ketentuan yang menegaskan
pbahwa pembangunan nasional harus dapat berjalan terus
tanpa merusak lingkungan dengan mengolah sumber daya alam
secara bijaksana guna menopang tahapan pembangunan jangka
panjang (Hardjosoemantri, 1991 : 95). Ketentuan tersebut
menjadi suatu peraturan yang harus ditaati sejak ditetap-
kannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, dimana dalam
Pasal 4 secara eksplisit ditegaskan bahwa tujuan pengelo-
laan lingkungan hidup adalah antara lain guna terlaksanan-
ya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kepentin-
gan generasl sekarang dan wendatang.

Untuk membangun suatu kawasan industri yang berwa-

wasan lingkungan, harus berdasar pada asas pelestarian
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kemampuan lingkungaﬁ vang serasi dan seimbang. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka semua pihak vyang terkait dalam
pelaksanaan pembangunan suatu kawasan industri dan pabrik-
pabrik vyang berlokasi di dalamnya, perlu untuk memahami
pengertian asas tersebut. Asas ini secara eksplisit dise-
butkan dalam Pasal 3 Undang—undang Nomor 4 tahun 1982
(UULH), vaitu

"Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelesta-
rian kemampuan lingkungan hidup yang gserasi dan
seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesi-
nambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia’.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai
pembangunan berwawasan lingkungan, vang termaktub di
dalamnya asas pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi
dan seimbang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, vaitu
sebagai berikut

- Pasal 3

"pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan
dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanju-
tan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkung-
an hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia

seluruhnya yang beriman bertagwa kepada Tuhan Yang
maha Esa".

r

- Pasal 4 :

Sasaran pengelolaan lingkurgan hidup adalah

a. tercapainya keselarasan, keserasilan, dan keseim-
bangan antara manusia dan lingkungan hidup;

b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai_insan

lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak

melindungi dan membina lingkungan hidup;

terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan

generasi masa depan; .

tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;

terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara

bijaksana;

terlindunginya Negara Kesatuan republik Indone-

sia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di

luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.

rh D O
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Di dalam undang-undang lingkungan hidup yang baru '
tersebut, Kketentuan tentang pembangunan yang berwawasan
lingkungan semakin jelas dan tegas memuat tentang arah dan
asas yang digunakannya. Di samping itu saaran yang hendak
dicapai dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawa-
san lingkungan dengan menggunakan asas keselarasan, kese-
rasian dan keseimbangan disebutkan secara terperinci.
Sehingga langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan
pembangunan yang dalam hal ini adalah pembangunan kawasan
industri akan semakin terarah.

Sebagaimaha yang telah disebutkan di muka., bahwa
kedudukan UULH adalah berfungsi sebagai ketentuan-
ketentuan pokok dalam pengelolaan lingkungan, yang berarti
bahwa sepanjang menyangkut perlindungan lingkungan, maka
pengaturannya harus disesuaikan dengan kehendak vyang
tertuang dalam UULH. Peraturan lebih lanjut tentang pem-
bangunan di bidang industri adalah Undang-undang Nomor 5
Tahun 1984 tentang Perindustrian. Di dalam undang-undang
ini diantaranya diatur mengenai izin usaha industri vyang
menjadi dasar bagi perusahaan industri untuk melakukan
kegiatannya. Industri dalam melakukan kegiatannya wajib
memelihara kelestarian fungsi lingkungan. ngud dari
ketentuan ini antéra lain adalah dengan ditetapkannya
ketentuan baku mutu limbah cair.

Untuk melaksanakan‘kegiatan industri sebagai kegia-
tan Dbisnis diperlukan beberapa izin, sebagaimana yang

dinyatakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa fungsi
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perizinan adalah untuk membina, mengarahkan mengawasi,
dan menertibkan kegiatan-kegiatan dalanl bidang tertentu
(Hardjasoemantfi, 1994 : 144). Dari berbagai perizinan
dalam mendirikan industri diantaranya adalah izin pembu-
angan limbah cair ke dalam air dari suatu kegiatan. Peri-
zinan ini diperlukan karena kegiatan-kegiatan di bidang
industri dapat mencemarkan/merusak kelesterian lingkungan
hidup, vang salah satunya adalah kelestarian fungsi sumber
air.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan
pembuangan limbah cair ke dalam alir dari suatu kegiatan
industri, pemerintah menetapkan PP Nomor 20 Tahun 1990
tentang Pengendalian Pencemaran Air. Dasar pertimbangan
dibentuknya peraturan ini ialah karena air merupakan
sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak,
sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap berman-
faat bagi hidup dan kehidupan mapusia serta makhluk hidup
lainnya. Di samping itu, agar air dapat bermanfaat secara
berkelanjutan dengan tingkat wutu yang diinginkan perlu
dilakukan pengendalian pencemaran air.

Di dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan "Pengendalian adalah upaya pencegahan dan
atau penanggulangan dan atau pemulihan®. Dalam angka 4
pasal yang sama dijelaskan, "Baku mutu air adalah batas
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain
yvang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang

ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu
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sesuai dengan peruntukannya". Sedangkan dalam angka 7
dijelaskan pula tentang baku mutu limbah cair, yaitu "Baku
mutu limbah cair adalah batas !kadar dan Jjumlah unsur
pencemar vyang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk
dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu".

Pasal 15 ayat (1) peraturan ini menyatakan, "Men-
teri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain dan atau
Pimpinan Lembaga Pemerintah non-departemen yang bérsang—
kutan menetapkan baku mutu limbah cair". Pada ayat (2)
dikatakan pula bahwa "Untuk melindungi kualitas air,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah berkonsultasi
dengan Menteri dapat menetapkaﬁ baku mutu limbah cair
lebih ketat dari baku mutu limbah cair sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) .

Penjelasan Pasal 15 ayat (1} menyebutkan, bahwa
baki mutu limbah cair ditetapkan untuk setiap jenis kegi-
atan, misalnya baku mutu limbah cair untuk industri pupuk,
tapioka, kelapa sawit, dan sebagainya. Baku mutu limbah
cair tersebut dilengkapi dengan pedoman peneEapannya.
Sedangkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) menyebutkan, bahwa
mengingat kondisi air pada sumber alr dan tingkat teknolo-
gi pengolahan di tiap daerah dapat berbeda, maka Gubernur
dalam rangka pengendalian pencemaran air dapat menetapkan
mutu limbah cair yang lebih ketat bagi daerahnya.

Berdasarkan pada Pasal 15 tersebut dapat diketahui,
bahwa wewenang penetapan baku mutu limbah cair pada ting-
kat nasional ada di tangan Menteri, sedangkan wewenang

untuk menetapkan baku wmutu limbah cair di tingkat daerah
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untuk daerahnya, ada di tangan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I. Dalam hal ini Gubernur dapat menetapkan baku
mutu limbah cair lebih ketat berdasarkan pada kondisi air
pada sumber air dan tingkat teknologi pengelolaan limbah

di tiap daerah masing-masing yang bertujuan untuk melin-
dungi kualitas air.

Di dalam melaksanakan tugasnya ini, Gubernur mem-
punyai wewenang menunjuk instansi teknis di daerah untuk
melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air untuk
kepentingan pengendalian pencemaran, sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 2 peraturan ini.

Ketentuan yang mengatur bahwa setiap industri harus
mentaati baku mutu limbah cair terdapat pada Pasal 17 ayat
(1} peraturan ini. Sedangkan ketentuan yang menetapkan
bahwa setiap penanggungjawab kegiatan {(industri) wajib
membuat saluran pembuangan limbah cair diatur dalam Pasal
20.

Kembali kepada masalah perizinan pembuangan limbah
cair ke dalam air dari hasil suatu kegiatan industri, PP
Nomor 20 T;hun 1990 ini mengaturnya dalam Pasal 25 sampail
dengan Pasal 28. Pasal 25 merupakan landasan utama pene-
tapan baku mutu limbah cair, tetapi harus dikailtkan dengan
Pasal 15 dan Penjelasannya. Di bamping itu dalam pelaksa-
naan penetapan baku mutu air harus melihat pula pada isi
Pasal 6, yaitu yang menyebutkan
- Data kualitas dan kuatintas air sebagaimana dimaksud

dalam pasal ini dipakai sebagai

a. Dasar pertimbangan penetapan peruntukan air dan baku
mutu air pada sumber air yang bersangkutan.
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©. Dasar perhitungan daya tampung beban pencemaran air
pada sumber air yang telah ditetapkan peruntukannya.
c. Dasar penilaian tingkat pencemaran. .

Mengenail siapa yang befhak memberikan izin dalam
pembuangan limbah cair, menurut peraturan ini adalah
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimaha yang disebut-
kan dalam Pasal 26. Dalam pasal ini juga disebutkan, bahwa
izin tersebut dicantumkan dalam Ordonansi Gangguan. Dalam
Ordonansi Gangguan ini disebutkan hal-hal vyang harus

tercantum dalam izin pembuangan limbah cair, yaitu sebagail

berikut

a. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan alxr untuk
produksi;

b. kualitas dan kuantitas limbah cair dan atau bahan lain
yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air serta fre-
kuensi pembuangannya;

tata letak saluran pembuangan limbah cair;

sumber dari air vang digunakan dalam proses produksi
atau untuk wenyelenggarakan kegiatannya, serta jumlah
dan kualitas air tersebut;

e. larangan untuk melakukan pengenceran limbah cair;
f. sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

0,0

Dalam masalah perizinan, pengaturan hukum tentang
tata cara penetapan baku mutu limbah cair yang dituangkan
dlam izin tersebut adalah sangat penting karena di situlah
esensi dari izin pembuangan limbah cair ke dalam air itu
sendiri. Berkaitan dengan ketentuan perizinan; fony
Mitchell mengatakan bahwa hal-hal yang diperlukan dalam

sistem perizinan dilihat dari aspek hukum adalah sebagail

berikut

1. Adanya kewenangan pejabat mengenai izin itu.
Hal ini penting sehingga pejabat-pejabat tersebut dapat
menyeleksi alasan-alasan pemberian izin setiap waktu,
dan untuk menjamin bahwa persyaratan-persyaratan untuk
pemberian izin itu telah dipenuhi.

2. Kewenangan mengenai informasi.
Para pejabat badan pengawas bidang lingkungan membutuh-
kan kewenangan untuk mendapatkan persyaratan-
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persyaratan secara tertulis, dalam upaya memperoleh
catatan-catatan vyang berkaitan dengan limbah serta
bagaimana limbah itu diproses.

3. Kewenangan mengubah persyaratan.
Pejabat harus mempunyal kewenangan mencabuf, mengubah,
atau menambah persyaratan-persyaratan dalam suatu izin.
4. Hak pemegang izin untuk wmelakukan banding terhadap
‘putusan administrasi yang berkaitan dengan izin.
Hak seperti ini diperlukan pemegang izin apabila per-
syaratan izin dipandang tidak fair.
5. Kriteria
a. Izin-izin pengendalian pencemaran hanya akan diberi-
kan oleh pejabat yang berwenang.
b. Izin itu hanya diberikan kepada perseorangan/perusa-
haan vang lega/berhak.
c. Izin itu hanya diberikan kepada perusahaan yang
bersangkutan.
Izin ini bisa ditransfer kepada si pemilik baxru
{hanya pemiliknya yang baru) .
(Mitchell, 1991 : 8-9).

Di atas telah diuraikan hal-hal yang berkaitan
dengan perizinan, kususnya mengenai izin pembuangan limbah
cair kedalam air oleh suatu kegiatan industri berdasarkan
PP Nomor 20 Tahun 1990. Di samping wmasalah perizinan,
dalam peraturan ini lebih lanjut diatur tentang tindakan
atau langkah-langkah yang harus ditempuh apabila terjadi
pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari
perizinan tersebut atau apabila terjadi penceméran air.

Pagsal 29 PP Nomor 20 Tahun 1990 memuat tentang
langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan bkila
terjadi pencemaran air. Dalam pasal ini disebutkan
(1) Setiap orang yang mengetahui atau menduga terjadinya

pencemaran air, berhak melaporkan kepada
a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau aparat pemer-

intah daerah terdekat, atau :
b. Kepala Kepolisian Resort atau aparat kepolisian
terdekat.

(2) Aparat pemerintah daerah terdekat yang menerima lapor-
an tentang terjadinya pencemaran ailr wajib segera
meneruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
yang bersangkutan.
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(3) Aparat Kepolisian terdekat yanyg manerima laporan
tentang terjadinya pencemaran air waJ]ib segera mela-
porkan kepada Kepala Kepolisian Resort yang bersang-
kutan untuk keperluan penyidikan.

(4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I segera melakukan
penelitian tentang laporan terjadinya pencemaran air.

(5) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) membuktikan terjadinya pencemaran air, Guber-
nur Kepala Daerah Tingkat I segera melakukan atau
memerintahkan dilakukannya tindakan penanggulangan dan
atau pencegahan meluasnya pencemaran.

Apabila benar-benar terbukti bahwa telah terjadi
pencemaran air yang melanggar Pasal 15 dari peraturan ini,
maka Gubernur Kepala daerah Tingkat I harus mengeluarkan
surat peringatan kepada penanggungjawab kegiatan untuk
memenuhi persyaratan baku mutu limbah cair dalam waktu
yvang telah ditetapkan, di mana ketentuan ini dilatur dalam
Pasal 33 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 19%0. Di dalam ayat
(2) Pasal 33 disebutkan apabila pada akhir waktu yang
ditetapkan pembuangan limbah cair belum mencapai persyara-
tan baku mutu limbah, maka Gubernur Kepala daerah Tingkat
I mencabut izin pembuangan limbah cair.
Dalam upaya mencegah timbulnya pencemaran air
maupun dalam rangka mengendalikan pembuangan limbah cair
ke dalam air diperlukan pengawasan atau pemantauan yang
dilakukan oleh aparat dari instansi yang terkait vyang
ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sebagaima-
na yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) peratu-
ran ini. Adapun tugas - pengawasan tersebut, sebagaimana
yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi
a. pemantauan dan evaluasi baku mutu limbah cair pada
tempat yang ditentukan;

L. pemantauan dan evaluasi perubahan kualitas air;

c. pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan
pencemaran aixr;

d. evaluasi laporan tentang pembuangan limbah cair dan

analisisnya yang dilakukan oleh penanggungjawab kegia-
tan.
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Berdasarkan pada tugas pengawasan dan pemantauan -
tersebut, maka petugas diberi kewenangén. yang mendukuné
agar tugas yang dibebankan kepadanya dapat terlaksana.
Kewenangan ini disebutkan dalam Pasal 31, vaitu meliputi:

a. Memasuki lingkungan sumber pencemaran;

b. memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan limbah dan
atau peralatan lain yang diperlukan untuk mencegah
pencemaran lingkungan;

mengambil contoh limbah;

meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahuil
kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang, termasuk
proses pengolahannya.

a0

Untuk menunjang terlaksanya tugas pengawasan dan
pemantauan tersebut, maka di ddlam penjelasan éyat (2)
pasal . ini menyebutkan bahwa penanggungjawab kegiatan yang
menghalangi atau tidak mengizinkan petugas menjalankan
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2}
dapat dikenakan ketentuan pidana yang antara lain diatur
dalam Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Di dalam penjelasan tersebut juga dikatakan bahwa
vang dimaksud dengan memasuki lingkungan harus diartikan
sedemikian rupa bahwa petugas harus dapat segera menuju ke
tempat sasaran tugasnya. Dengan penjelasan tersebut menun-
jukkan bahwa petugas dalam menjalankan tugasnya harus
dipersilakan masuk sampai ke daerah sasaran yang dituju,
sehingga data-data yang diperlukan dapat diperoleh dengan
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan
yvang menunjang untuk dilaksankannya peraturan-pexraturan
dari PP Nomor 20 Tahun 1990 oleh aparat atau instansi yang

terkait. Sedangkan untuk dapat ditegakkannya suatu peratu-
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ran, diperlukan suatu sarana agar peraturan tersebut
ditaati sehingga peraturan tersebut dapat ditegakkan, jadi
tidak hanya wmemuat tentang ketentuan-ketentuan mengenai
pelaksanaannya saja. Sebagaimana vyang dikatakan oleh
Sudarto, bahwa tiap masyarakat méngehendaki sesuatu norma
(yang dalam hal ini sudah berujud suatu peraturan) untuk
dipatuhi, akan tetapi tidak semua orang biga dan mau
mematuhinya. Agar peraturan tersebut dipatuhi, maka ma-
syarakat atau golongan itu harus diberikan sanksi atau
penguat (Sudarto, 1990 : 3). Sehubngan dengan hal terse-
but, agar PP Nomor .20 Tahun 1950 diﬁaati dan ditegakkan
maka delam peraturan ini juga dicantumkan sganksi bagi
meraka vang tidak mentaatinya.
Dalam PP Nomor 20 tahun 1990, ketentuan tentang

sanksi tercantum dalam Pasal 37, yaitu
(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 17, Pasal

19, Pasal 20, Pasal 32 Peraturan Pemerintah ini dike-

nakan tindakan administratif oleh Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) tidak menutup kemungkinan dikenakan tindakan hukum
lainnya.

Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PP
Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran air,
khususnya dalam hal izin pembuangan limbah cair ke dalam
air dari suatu kegiatan industri diharapkan mampu mengan-
tisipasi perkémbangan industri di masa yang akan datang.
Sehingga dapat terwujud pembangunan industri yang berasas-

kan pembangunan yang berkelanjutan.
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Beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH)

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya
pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan
nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Un-
dang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan hal tersebut
maka peningkatan pembangunan di sektor industri yang
mérupakan salah satu bentuk dafi rangkaian pembangunan,
mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan
tujuan nasional.

Di samping arti penting akan peningkatan pembangun-
an industri tersebut, dampak negatif yang ditimbulkannya
pun tak kalah penting untuk dicarikan solusinya, karena
dampak negatif dari pembangunan industri ini akan menjadi
penghalang tercapainya tujuan nasional itu gendiri. Seba-
gaimana telah kita ketahui bahwa dampak negatif tersebut
adalah timbulnya pencemaran lingkungan dan ataupun perusa-
kan lingkungan yang dapat menimbulkan sengketa lingkungan.
Apabila pencemaran atau perusakan lingkungan ini tidak
segera dapat dikendalikan dan ditanggulangi'maka akibatnya
akan sangat menyengsarakan masyarakat, sehingga tujuan
nasional yang berupaya untuk meningkatrkan kesejahteraan
umat manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945_§idak akan tercapi.

Negara Reéublik Indonesia adalah yang berdasar atas

nukum (Rechtstaat), sebagaimana yang diuraikan dalanm
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penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Burkens
dkk pengertian dari Rechtstaat secara sederhana, vyaitu
negara vyang menempatkan hukum .sebagai dasar kekuasaan
negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala
bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (Attamimi,
1992 : 8). Sedangkan A.Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa:

"Negara Republik'Indonesia sebagal suatu Rechts-
staat (sesuai UUD 1945 diterjemahkan dengan negara
berdasar atas hukum) yang modern, fungsi perundang-
undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada
endapan nilai-nilai dn norma-norma yang berlaku dan
hidup dalam masyarakat, dan undang-undang bukanlah
hanya sekedar produk fungsi negara di bidang peng-
aturan. Perundang-undangan adalah salah satu metoda
dan ‘instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur
dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-

cita yang diharapkan {Attamimi, 1992 : 8).

Berdasarkan pada fungsi perundang-undangan di dalam
suatu negara yang berdasar pada hukum tersebut, maka dalam
menanggulangi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
upaya mencapal tujuan nasional bangsa tepatlah kiranya
apabila hukum yang dalam hal ini berupa perundang-undangan
yang dipergunakan sebagai alatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam mengatasi
permasalahan lingkungan hidup akibat peningkatan pembangu-
nan di bidang industri, yang dikhawatirkan dapat mengham-
bat tujuan pembangunan nasional itu sendiri waka oleh
pemerintah ditetapkanlah perundang-undangan yang mengatur
masalah lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan
tersebut vyaitu antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun
1982 tentang Ketentuan—keténtuan Pokok Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (UULH), di samping perundang-undangan yang

lainnvya.
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Kedudukan UULH ini berfungsi sebagai ketentuan-
ketentuan pokok dalam pengelolaan lingkungan, yang berarti'
pahwa sepanjang mengenai masalah perlindungan lingkungan,
maka pengaturannya harus disesuaikan dengan isi vang
terkandung dalam UULH tersebut.

Penegakan hukum lingkungan tidak dapat hanya men-
gandalkan pada ketegasan atau kerasnya penegakan hukum
tersebut. Penegakan hukum yang dikehendaki adalah penegak-
an hukum vyang tegas, tetapi arif dan bijaksana. Dalam
penegakan hukum lingkungan, teknik pendekétan terhadap
masalah pelanggaran ketentuan pengelolaan lingkungan,
harus menggunakan teknik pendekatan yang konprehensif-
integral. Dalam corak pendekatan yang demikian itu, pene-
gakan hukum dilaksanakan guna menunjang terlanjutkannya
pembangunan yané berwawasan lingkungan.

| Di dalam pembangunan, tidak hanya berfungsi as a
tool of social control, dalam arti sebagai alat yang hanya
berfungsi untuk mempertahankan stabilitas, akan tetapi
sebagaimana yang dikatakan oleh Rescoe Pound hukum juga as
a tool of social engineering, yaitu sebagai suatu alat
pembaruan masyarakat (Abdurrachman, 1979 : 19}). Dengan
demkian, jelaslah peran hukum dalam era pembangunan, ialah
sebagai sarana penunjang yang berfungsi sebagal sarana
pengawal dan pengaman pelaksana pembangunan.

Dalam fungsinya sebagal sarana pembangunan, maka
hukum itu menurut Michael Heger dapat mengabdi dalam 3

(tiga) sektor, yaitu
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1. Hukum sebagai alat penertip (ordering).
Dalam rangka penertiban ini hukum dapat mencip-
takan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan
politik dan pemecahan sengketa Yyang mungkin
timbul welalui suatu hukum acara yang Dbaik.
Iapun dapat meletakkan dasar hukum f{(legitimacy)
bagi penggunaan kerusakan. '

2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balan-
cing) .

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan
keharmonisan antara kepentingan negara/kepentin-
gan umum dan kepentingan perorangan.

3. Hukum sebagai katalisator. :
Sebagai katalisator, hukum dapat membantu untuk
memudahkan terjadinya proses perubahan melalui
pembaruan hukum (Law reform) dengan bantuan
tenaga kreatif di bidang profesi hukum {Abdur-
rachman, 1979 : 21-22).

Pengaturan lingkungan secara hukum tersebut dapat
memjamin kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan ling-
kungan, untuk mewujudkan keadilan (karena hukum memiliki
sanksi untuk memaksakan kehendaknya, Jjika perlu). Berda-
sarkan hal tersebut, maka posisi dan peranan hukum ling-
kungan tetap hanya sebagai sarana penunjang belaka. Seba-
gai sarana penunjang, manfaat dan 'dayaguna hukum akan
selalu bergantung kepada siapa dan dengan cara bagaimana
digunakannya. Betapaapun baik dan sempurnanya sarana
(hukum) , jika yang menjalankannya tidak memiliki ketrampi-
ian dan kemahiran, maka manfaat dan dayaguna sarana terse-
but tidak akan terwujud.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan
kemampuan aparatur dan kepatuhan warga magsyarakat terhadap
peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum,
yaitu administratif, perdatd dan pidana. Dengan demikian,

penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai

ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam keten-
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tuvan hukum yang berlaku secara umum dan individual, mela
lui pengawasan dan penerapan {ancaman} sarana administra-
tif, keperdataan dan kepidanaan (Suparni, 1992 :160) .

Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa hukum
lingkungan wmeliputi 3 bidang hukum, hal ini berkaitan
dengan bentuk sanksi yang harus diberikan. Andi Hamzah
berpendapat, bahwa untuk menentukan sanksi apa yang akan
dikenakan terhadap suatu kasus pelanggaran lingkungan
hidup, seharusnya dibicarakan oleh lembaga MUSPIDA (Musya-
warah Pimpinan Daerah). Melalui musyawarah antara pemda,
kepolisian, dan kejaksaan, bisa ditentukan kasus-kasus
mana vyang perlu ditindak secara administratif, perdata
atau pidana (Hamzah, 1991 : 6).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, dalam menyelesai-
kan permasalahan lingkungan (sengketa lingkungan} melalui
beberapa instrumen. Ada tiga instrumen utama dalam penega-
kan hukum lingkungan , yaitu

1. Instrumén administratif dengan sanksi adminis-

tratif;

2. instrumen perdata dengan sanksi perdata;

3. instrunen pidana dengan sanksi pidana.

Dalam kesempatan ini akan dikaji bagaimana penyele-
saian sengketa lingkungan hidup dengan masing-masing

instrumen tersebut.
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D.

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengaﬁ Hukum Adminis
trasi (Sanksi Administrasi).

Pengelolaan lingkungan hidup dapat berhasil apabila
saluran-saluran administratif berfungsi secara serasi
dan terpadu. Dalam hubungan ini perlu mendapat perha-
tian mengenai kelembagaan yang berwenang‘ di bidang
pengelolaan lingkungan hidup, baik di pusat maupun
daerah.

Aspek/sarana administratif dapat bersifat preventif
dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan
dengan ancaman sanksi administrasi. Sanksi administrasi
ini terutama mempunyai fungsi instrumental (een instrumen-
tele functie), vaitu penanggulangan dan pengendalian
perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi
terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang
dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut (Suparni,
1992 : 166-167). Pada dasarnya sanksi administrasi bersi-
fat pencegahan, karena keberadaan sanksi tersebut bertu-

juan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang

tersebut.

Segi hukum administrasiltérutama muﬁcul apabila
keputusan-keputusan yang bersifat kebijaksanaan dituéngkan
dalam bentuk Penetapan (beschikking) penguasa, misalnya
dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan,

prosedur analisis mengenai dampak lingkungan dan sebagain-

va (Rangkuti, 1984 : 30}.
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Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi

adalah sebagail berikut

Penyerasian peraturan (Harmonisering) ;

Tindakan paksa (Bestuursdwang);

Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom) ;

Penutupan tempat usaha (Sluiting van een inrichting) ;

Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruik-
steling van een toestel);

Pencabutan izin melalui proses : teguran, paksaan

Kepolisian, penutupan dan uang paksa {Suparni, 1992
167) .

Ul Wt

&

Di dalam UULH, penggunaan sanksi administrasi harus
didasarkan pula pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Berdasarkan pada undang-undang texrsebut
terbuka kemungkinan untuk menggugat aparatur pemerintah
vang berwenang mengeluarkan keputusan Tata Usaha negara
yvang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Dalam hal ini apabila seseorang atau badan hukum perdatan
yang merasa kepentingannya dirugikan akibat pencemaran
lingkungan yang bersumber pada izin Usaha HO, Izin Usaha
Tndustri, Kepitusan AMDAL, Izin lokasi, Kuasa Pertamban-
gan, Izin mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada P%ﬁN’ yang berwenang.
Menurut undang-undang ini sanksi administrasi digunakan
apabila terjadi sengketa 1lingkungan, yang mana sengketa
tersebut timbul akibat adanya penetapan pemerintah menge-
nai permasalahan 1ihgkungan.

Sedangkan peraturan mengenal ketentuan sanksi
administrasi yang dapat dijatuhkan terhadap perusahaan

industri di luar PMA/PMDN vyang tidak melaksanakan upaya
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keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pence-
maran lingkungan hidup akibat kegiatan industri, diatur
dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor
286/M/SK/10/1989 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan
Pemberian Izin Usaha Industri.

Mengenai macam sanksi administrasi yang dapat dija-
tuhkan terhadap perusahaan industri diatur dalam Pasal 29

dan 30 Surat Keputusan Menteri tersebut, yaitu berupa

1. pembekuan izin usaha industri untuk jangka waktu enam
bulan sejak dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan
Usaha Industri (Pasal 30 ayat (1) butir b). .

9. Pencabutan izin usaha industri, apabila dalam masa
pembekuan ijin usaha industri perusahaan industri tidak
melakukan perbaikan (Pasal 30 ayat (3)).

Berdasarkan pada surat keputusan tersebut, sanksi
yang pertama akan dijatuhkan apabila peringatan secara
tertulis sudah diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut
dengan tenggang waktu masing-masing dua bulan, sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a.

Sedangakan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b surat
keputusan ini, disebutkan bahwa pembekuan uzin usaha
industri dapat dicairkan kembali apabila perusahaan indus-
tri yang bersangkutan selama masa pembekuan telah melaku-
kan perbaikan. Pasal 30 ayat (2) dan ayat ({3) menfebutkan
bahwa apabila dalam masa pembekuan izin usaha industri,
perusahaan industri tidak melakukan perbaikan, maka izin

usaha industri yang bersangkutan dicabut.
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Di samping Surat Keputusan Menteri sebagaimana
tersebut di atas, jauh sebelumnya juga sudah dikeluarkan
surat keputusan yang lain sebagail salah satu upaya penge-
lolaan lingkungan hidup di sektér industri, vaitu Surat
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/L/78 tentang
Pencégahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan éeba;
gai Akibat dari Usaha Industri. Tetapl sampai sejauh ini
belum dapat diketahui effektivitas dari surat keputusan
tersebut dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran

lingkungan di sektor industri.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Hukum Perdata

(Sanksi Perdata}.

Hukum lingkungan mengandung pula aspek perdata,
terutama bila terjadi kerugian akibat perbuatan pencemar,
yang mengakibatkan penderita berhak mengajukan gugatan
ganti kerugian terhadap perusak dan atau pencemara ling-
kungan hidup. Penggunaan instrumen hukum perdata dalam
menyelesaikan sengketa-sengketa lingkungan hidup pada
hakikatnya untuk memperiuas upaya penegakan hukum dari
berbagai peraturan perundang-undangar, sebab
Pertama, dengan melalui hukum perdata dapat dipaksakan

ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan, baik

yang bersifat hukum privat maupun hukum publik.

Misalnya : wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan

putusan yang berisi perintah atau larangan terhadap

seseorang yang telah bertindak secara bertentangan
dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu

Surat Izin (verguning) vang berkaitan dengan masa-
lah lingkungan hidup;
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kedua, hukum perdata dapat memberikan penentuan norma-
norma (norma-stelling) dalam wmasalah lingkungan
hidup. Misalnya : melalul putusan hakim perdata
dapat dirumuskan norma-norma tentang tindakan yang
cermat, yang selayaknya diharapkan dari seseorang
dalam hubungan masyarakat;

ketiga, hukum perdata memberikan kemungkinan untuk menga-
jukan gugatan ganti rugi atas pencemaran lingkungan
terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemar-

an tersebut (Lotulong, 1991 : 1).

pada dasarnya tujuan penegakan hukum lingkungan
melalui penerapan kaidah-kaidah hukum perdata adalah
terutama untuk lebih memberikan perlindungan hukum terha-
dap alam lingkungan maupun terhadap si korban yang mende-
rita kerugian sebagai akibat pencemaran atau perusakan
lingkungan hidup.

Kaidah tersebut di atas di dalam hukum lingkungan
dikenal dengan istilah Pollutors Pay's Principle. Prinsip
ini dapat dijelaskan melalul pendapat Polak. Menurut
beliau bahwa pertanyaan terhadap tanggung gugat adalah
pertanyaan tentang gangguan keseimbangan kepada masyarakat
vang meletakkan tanggung gugat kepada orang yang membuat
rugi untuk mengembalikan haknya kepada vyang dirugikan
(Patrik, 1990 : 9). Di samping pendapat Polak, Pollutors
Pay's Principle dapat dijelaskan pula berdasarkan pernya-
taan Ter Haar, vyang memberikan ulasannya bahwa setiap
pelanggaran dari luar atau ucapan yang kurang hormat
tentang lingkungan hidup dan segala yang termaguk dida-
lamnya disambut dengan perasaan malu dan adanya kehendak
untuk menghilangkan perasaan malu itu. Penuntutan pem-

bayaran delik merupakan suatu bagian dari pada usaha untuk

mendapatkan kembalil keseimbangan kosmis yang harus ditang-
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gung oleh orang yang mengganggu kegseimbangan itu (Patrik,
1990 : 12). Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut
dapat diketahui bahwa pada prinsipnya vyang berkewajiban
atau bertanggungjawab terhadap terjadinya perusakan atau
pencemaran lingkungan adalah pihak perusak atau pencemar
itu sendiri, dengan harapan agar keselmbangan yang ter-
ganggu dapat dipulihkan lagi, vaitu dengan membayar ganti
kerugian pada penderita.

Sebetulnya yang memulai menyebar-luaskan asas
Pencemar Membayar adalah OECD (The Organization of Econom-
ic Cooperation and Development), vyang kemudian diikuti
oleh negara-negara anggota maupun bukan anggota OECD. Asas
ini efat hubungannya dengan pfinsip ekonomi. yang dijelas-
kan dalam Sub. Comittee of Economic Experts, yaitu sebagai
berikut "That the internalization of external effects
connected with the environment obeyed an economic effi-
ciency principle which provided a basis for a pollution
control policy" (Patrik, 1996 : 18). Jadi asas pencemar
membayar digunakan untuk alokasi dana bagi tindakan-
tindakan pencegahan dan pengawasan demi kepentingan na-
sional dalam wmendukung sumber-sumber lingkungan yang
langka dan menghindari keadaan yang tidak baik untuk
perdagangan dan investasi internasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan,

mahwa menurut asas ini berarti pencemar wajib menanggung

segala biaya untuk melaksanakan tindakan-tindakan di atas

yang telah ditetapkan oleh penguasa umum untuk menjaga
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agar lingkungan tetap dalam keadaan baik. Dengan perkataan
lain, biaya dari tindakan-tindakan ini dapat dibayar
kembali dari biaya barang-barang dan pelayanan yang menye-
babkan pencemaran dan pengawasan hendaknya jangan sampai
diiringi dengan subsidi, hal ini_akan menciptakan keadaan
yvang tidak baik bagi kepentingan perdagangan dan investasi
internasional (Patrik, 1996 : 18).

Menurut hukum perdata, setiap perbuatan yang ber-
tentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan atas
sejumlah kerugian yang diderita pihak lain. Suatu perbua-
tan, menurut perkembangan pemikiran ilmu hukum, terutama
melalui jurisprudensi, tidak saja perbuatan yang berten-
tangan dengan hukum dan hak dari pihak lain, melainkan
setiap perbuatan yang bertentanggn dengan kepatutan dalam
pergaulan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pribé—
di maupun harta benda orang lain (Sizhaan, 1986 : 176).

Di samping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
yang telah diuraikan di wuka, penggunaan lnstrumen hukum
perdata juga perdasarkan pada Pasal 20 UULH yang merupakan
dasar hukum gugatan lingkungan, di mana pasal ini menganut
prinsip Pollutor Pay's Principle (pencemar membayar) ,
serta Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum.

Di dalam Pasal 20 UULH diatur mengenai masalah
ganti kerugian, yaitu sebagal berikut

(1) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan

lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan
kewajiban membayar ganti kerugian kepada pen-

derita vyang telah dilanggar haknya atas ling
kungan hidup yang baik dan sehat.
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.z; Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara
penelitian oleh tim tentang bentuk, Jjenis dan
besarnya kerugian serta tata cara penuntutan
ganti kerugian diatur dengan peraturan berun-
dang-undangan.

(3) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan
lingkungan hidup wmemikul tanggung jawab mem-
bayar biaya pemulihan lingkungan kepada negara.

(4) Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemu-
lihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan
perundang-undangan.

Di délam penjelasan Pasal 20 ini disebutkan bahwa
kewajiban membayar ganti kerugian merupakan konéekuensi
setiap orang untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna
menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Di samping
~itu di dalam penjelasan juga dikatakan bahwa besarnya
ganti kerugian yang harus dibayarkén berdasarkan pada
pentuk dan jenis kerugian akibat kerusakan.dan pencemaran.
Untuk mengetahui bentuk, Jjenis, dan besarnya kerugian,
diadakan penelitian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk
pemerintah. Penelitian ini meliputi bidang ekologi, medis,
sosial budaya, dan lain-lain yang diperlukan. Di dalam
penjelasan Pasal 20 ayat (2} juga disebutkan, bahwa tim
dibentuk untuk tiap-tiap kasus vyang terdiri dari pihak
penderita atau kuasanya, pihak peﬁcemar atau kuasanya, dan
unsur pemerintah. Jika diperlukan dapat diangkat tenaga
ahli untuk menjadi anggota tim. Dalam penjelasana ini
dikatakan pula, bahwa apabila tidak dapat tercapai kata
sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesalannya
dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Penjelasan ayat (3) Pasal 20 menyebutkan, bahwa di
samping kewajiban wembayar ganti kerugian sebagaimana

disebut dalam penjelasan ayat (2), perusak dan atau pence-
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mar lingkungan hidup berkewajiban Jjuga membayar biaya
pemulihan lingkungan hidup kepada negara untuk keperluan
pemulihan.r Sedangkan untuk wmenetapkan besarnya biaya
pemulihan 1in§kungan hidup, daﬁat diserahkan pada tim
sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan ayat (2).
Berdasarkan pada Pasal 20 dapat diketahui, bahwa
dalam penyelesailan sengketa lingkungan ada dua carxa untuk
menggugat ganti kerugian atau biaya pemulihan lingkungan,
yaitu
‘l. Berperkara di Pengadilan dengan berdasarkan pada Pasal
1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (Pasal
20 ayat (1)) UULH).
2. Secara ‘'uusyawarah" melaluil fim Tripihak {(tim yang
bersifat tripartite) {(Pasal 20 ayat (2) UULH) .
Di dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan sebagai
berikut
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yaﬁg
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut". i
Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa
suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, vyang
karena salahnya, menimbulkan kerugian lpada pihak lain,
akan mewajibkan si pembuat kesalahan bertanggung Jjawab

membayar ganti rugi atas perbuatan yang ditimbulkannya.

Adapun unsur-unsur perpuatan melawan hukum menurut

pasal 1365 KUHPerdata, vaitu
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1. Perbuatan yang dilakukan melanggar hukum;

2. terdapatnya kesalahan pada pelaku;

3. timbul kerugian;

4. terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan
kerugian.

Melihat unsur-unsur tersebut dapat diketahui bahwa
prinsip yang digunakan pada KUHPerdata adalah prinsip
tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan (liability
based on Fault) dengan beban pembuktian ada pada penggu-
gat . Penggugat baru akan memperoleh ganti kerugian apabila
ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada tergu-
gat.

Asas pertanggung-jawaban yang didasarkan pada
kesalahan, berdasar pada adagium, bahwa tidak ada pertang-
jawaban apabila tidak terdapat unsur kesalahan (No liabil-
ity without fault}. Pertanggung-jawaban demikian, menurut
ilmu hukum disebut Tortious liability, atau disebut pula
dengan Liability based on fault (Siahaan, 1987 : 177).
Dalam adagium ini kesalahan merupakan unsur yang menentu-
kan pertanggung-jawaban, yang berarti bila tidak terbukti
adanyé, kesalahan, tidak ada keﬁajiban memberikan ganti.
kerugian.

Penerapan asas pertanggung-jawaban berdasarkan pada
kesalahan yang menjiwai Pasal 1365 KUHPerdata, pada seng-
keta lingkungan akan mengalami banyak kesulitan, khﬁsusnya
pada pihak penggugat. Kesulitan ini berkenaan pada masa-

lah pembuktian, karena berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata
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beban pembuktian ada pada pihak penggugat. Adapun bunyi'
pasal tersebut adalah sebagail berikut

"Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas

nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan meﬁbuk—
tikan peristiwa-peristiwa itu".

Dalam hal ini, pihak korban pencemaran pada
umumnya awam dalam soal hukum, sedangkan masalah sengketa
lingkungan adalah sangat rumit dan memerlukan alat bantu
teknologi yang biasanya membutuhkan biaya vyang relatif
cukup tinggi. Sehingga apabila beban pembuktian ada pada
pihak penggugat, hal ini merupakan hambatan yang sangat
berat dalam mendapatkan ganti kerugian pada sengketa
lingkungan.

Masalah lain yang timbul dalam belaksanaan Pasal 20
UGULH adalah, bahwa menurut Xketentuan implementasi pasal
tersebut diperlukan peraturan perundang—undangan mengenai
tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian
oleh tim tentang bentuk, jenis, dan Dbesarnya kerugian
serta tata cara penuntutan ganti'kerugian. Di samplng itu
akan diatur pula dengan peraturan perundang-undangan
mengenai tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulih-
an iingkungan hidup. Pada kenyataannya peraturan perun-
dang-undangan yang mengatur permasalahan-permasalahan
tersebut secara jelas dan konkrit belum ada. Dalam hal
ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan sebelum ada
peraturan yang mengaturnya, semata-mata berlandaskan pada

Pasal 1365 KUHPerdata.
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Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa untuk
masalah perbuatan melawan hukum pada kasus pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup merujuk pada Pasal 1365 KUHPer -
data, sedangkan untuk masalah penggantian biaya, rugi dan
bunga merujuk pada Pasal 1234 KUHPerdata. Hal tersebut
dikarenakan dalam Pasal 20 ayat (2) UULH, dikatakan bahwa
tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian
oleh tim tentang bentuk, jenis dan besarnya ganti kerugian
serta tata cara penuntutan gant; kerugian diatur dengan
peraturan perundang-undangar. Sedangkan dalam Pasal 23
UULH disebutkan, bahwa pada saat mulai berlakunya undang-
undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berhu-
bungan dengan lingkungan hidup tetap berlaku, sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Untuk itu
sebelum peraturan perundang-undangan yang mengatur secara
khusus mengenai hal-hal tersebut di atas ada, maka hakim
dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum
perdata, baik mengenai cara mengajukan gugatan maupun
mengenai penentuan bentuk, jenis dan besarnya ganti keru-
gian.

Ketentuan tersebut di atas berkaitan dengan tugas
seorang hakim. Hakim mempunyail kewajiban untuk memeriksa
dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara atau
gugatan yang diajukan kepadanya dan tidak boleh menolak
suatu perkara dengan alasan ketentuan hukumnya belum aca.
Hal ini mengacu pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun

1970, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menoclak
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untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan,
dengan alasan bahwa hukumnya belum tidak ada atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan  -mengadilinya.
Dalam penjelasan pasal ini disebﬁtkan, bahwa hakim sebagai
organ pengadilan dianggap memahami hukum. Disebutkan pula
dalam penjelasan, apabila hakim tersebut tidak menemukan
hukum tertulis, maka ia wajib menggalil hﬁkum tidak tertu-
1is untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang
yang bijaksana dan bertanggungawab penuh kepada Tuhan Yang
Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan bangsa.

Dalam Pasal 1234 KUHPerdata dikemukakan, bahwa
penggantian biaya, rugl dan bunga kaféna tak dipenuhinya
suatu perikatan, barulah mulai‘ diwajubkan, apabila si
perhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,
tetap melalaikannya. Jika sesuatu yang diberikan atau
dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah ditetapkan.

Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata tersebut, harus
ditafsirkan secara luas, yaitu

1. perkataan "tidak melalaikannya" tidak hanya mencakup
tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga ter-
lambat atau tidak memenuhi prestasi.

5 Ketentuan tersebut pun berlaku bagi tuntutan ganti
kerugian karena perbuatan welawan hukum (R. Setiawan,
1974 : 21).

Tentang bentuk kerugian dapat ditetapkan dalam
pentuk uang. Menurut Pitlo, ganti rugi yang berupa uang
merupakan bentuk yang paling sedikit menimbulkan kesulitan
(R. Setiawan, 1974 : 22). Sedangkan ganti kerugian yang

meliputi : biaya yaitu pengeluaran-pengeluaran yang nyata,
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seperti pembelian bibit/benur, upah buruh dan lain-lain;
kerugian yaitu berkurangnya kekayaan akibat adanya pence-
maran lingkungan hidup, misalnya berkurangnya atau gagal-
nya panen karena ikannya mati; bunga yaitu keuntungan yang
seharusnya diperoleh jika tidak terjadi pencemaran, seper-
ti berkurangnya hasil penjualan, Ilahan tidak produktif
lagi dan lain-lain. Besarnya génti rugi tersebut harus
harus ditentukan sedemikian rupa, sehingga keadaan harga
kekayaan penderita adalah sama seperti Jjika seandainya
tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Melihat pada isi Pasal 20 UULH sebagaimana vyang
telah diuraikan di atas dikatakan, bahwa penyelesaian
sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui dua
cara, yaitu melalui proses pengadilan dan melalui mekanis-
me di luar pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Emil Salim
mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan

-

penyelesaian sengketa lingkungan hidup, vaitu sebagai

berikut

1. Tahapan proses perundingan, yang berupa

a. Negosiasi, vyaltu para pihak yang berkepentingan
berunding secara langsung. ;
b. Pembentukan tim ahli pencari fakta yang kemudian

meneliti, mencari fakta, dan memberikan hasilnya
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

o. Mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga netral untuk
mericari penyelesaian, dan

d. Arbitrase.

2. Prosesg Pengadilan

a. Pidana.

b. Perdata.
(salim, 1991 : 15).

Sedangkan Hakim Garuda Nusantara memberikan bebera-

pa cara penyelesaian sengketa lingkungan sebagai berikut
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. Melalui Jalan Mediasi, vang berarti kedua belah pihak
yvang bersangkutan melakukan musyawarah guna mencari

jalan pemecahan dengan difasilitasi oleh seorang media-
tor.

2. Melalui Arbitase, yang berarti kedua belah pihak meng-
gunakan jasa pihak ketiga yang dapat disebut arbitex
antuk memeriksa dan memberikan pemecahan atau keputusan
tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu
kasus sengketa lingkungan.

3. Melalui Jalan Pengadilan, yang berarti salah satu pihak
yang bersengketa mengajukan gugatan ke pengadilan dan
herarti meminta hakim untuk memeriksa dan memberikan
keputusan tentang siapa yang harus bertanggung jawab
dalam sengketa lingkungan tersebut (Garuda Nusantara,
1989 : 57).

Menurut Hakim Garuda Nusantara, proses peradilan
merupakan proses yang panjang, dan di sini memerlukan
pembuktian yang bersifat rumit, khususnya dalam sengketa
lingkungan. Hal demikian ini akan membuat pihak vyang
bersengketa khususnya pihak korban enggan untuk berperkara
di depan pengadilan. Namun demikian proses penyelesaian
sengketa lingkungan melalui pengadilan tetap ahrus dibuka
kemungkinannya, terutama bila jalan Mediasi sudah tidak
memungkinkan mendatangkan suatu konsesus penyelesaian
(Garuda N, 1989 : 57}.

Prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup
perdasarkan pada Surat Edaran Menteri Kependudukan dan
Lingkungan Hidup Nowmor 03/SE/MENKLH/6/1987 dikenal dengan
istilah Prosedur Dua Jalur, di mana penderita dapat meng-
gunakan dua jalur, yaitu langsung mengajukan gugatan ke
Pengadilan dan atau melalui Prosedur Tim Tripartie.

surat Edaran tersebut merupakan peraturan lebih
lanjut dari Pasal 20 ayat (2} UULHE, vaitu mengatur tentang
cara penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat ditempuh

dengan dua jalur , yaitu melalui prosedur tim tri partie
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atau vyang biasa disebut dengan cara Mediasi dan melalui
pengadilan. Menurut Effendi Lotulung, bahwa pada dasarnya
penyelesaian sengketa lingkungan khususnya pemberian ganti
kerugian dilakukan melalui tim yang dapat bersifat mediasi
atau konsiliasi dan sebagainya, sehingga tidak secara
langsung dibawa ke persidangan di pengadilan (Lotulung,
1991 :4). |

Sedangkan Mediasi menuxrut Ronny Hanitijo Socemitro
adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan meli-
batkan pihak ketiga yang netral membantu, dengan melibat-
kan pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
Pihak ketiga (mediator) tidak berwenang memakgakan keputu-
san. Keputusan akhir ada berdasarkan kesepakatan pihak
yvang bersengketa. Hasil akhir dari mediasi 1ini adalah
suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan (Hanitijo Soemitro, 1985
115) .

Menurut Takdir Rahmadi yang mengutip pendapat W.E
Simkin dalam bukunya yang berjudul Mediation and The
Dynamics of Collective Bargaining, mengartikan Mediasi
adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan
perundingan para pihak, dengan melibatkan pihak lain yang
tidak memihak (mediator) dalam proses perundingan itu.
peran mediator tidak hanya terbatas pada fungsi prosedur-
al, tetapi juga mencakup fungsi substantif yang meliputi
pemberian saran tentang bagamana menyelesaikan pokok

sengketa (Rahmadi, 1992 : 5} .
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Sedangkan Grenvile-Wood menyatakan, bahwa Mediasi
adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang menyangkut
bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negosia-
si dan penyelesaian sengketa. Para mediator umumnya adalah
mereka yang bergabung dalém asosiasi mediasi atau univer-
sitas dan diantara mereka ada pula yang merupakan mediator
yvang mandiri (Hardjo Soemantri, 1994 : 374).

Pada prinsipnya mediasi adalah negoslasi yang
dihadiri oleh pihak ketiga netral vyang tidak memiliki
kewenangan untuk memutuskan. Pihak ketiga tersebut sebagail
mediator berfungsi membantu memfasilitasi pihak-pihak di
dalam negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan. Mediasi
biasanya didayagunakan pada saat proses negosiasi mengala-
mi jalan buntu, sehingga pihak ketiga netral dibutuhkan
untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa {Santosa,
Hutapea, 1992 : 3).

Pendayagunaan mediasi sebagail mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa didasarkan pada beberapa peluang
yang tersedia, yaitu : .

1. Ruang lingkup permasalahan dapat . dibahas secara
lebih luas dan menyeluruh. Ruang lingkup tersebut
diragukan dapat dibahas di forum pengadilan. Peran
serta para pihak di pengadilan bersifat terbatas,
dikarenakan rule of standing vyang ketat. Juga
karena seluruh dalilmaupun tuntutan di pengadilan

harus dilandasi aturan permainan tertulis vyang
sudah baku sifatnya.
2. Waktu penyelesaian dapat dilakukan lebih singkat.
3. Keluwesan proses.
Aturan permainan yang tidak baku menyebabkan komu-
nikasi antar pihak lebih lancar dan manusiawai.
4, Pembiavaan.
Dibandingkan dengan proses pengadilan yang menyita
waktu sangat panjang akan membutuhikan biaya vyang
sangat besar (Santosa, Hutapea, 1992 : 475) .
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Berdasarkan faktor—faktor\tersebut di atas, maka
mediasi merupakan salah satu dlternatif. penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di 1uaf pengadilan yang mudéh
dan praktis untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal terse-
but; yvang perlu diperhatikan adalah keberadaan mediator
itu sendiri, karena peranan mediator sangat menentukan
tercapainya kesepakatan dalam mewujudkan keberhasilan
proses mediasi itu sendiri.

Di samping peran mediator, yang perlu diperhatikan
pula dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan
mediasi édalah bahwa tidak semua sengketa lingkungan hidup
dapat diselesalkan dengan mediasi karena adanya keterbata-
san-keterbatasana dalam proses mediasi itu sendiri. Seﬁg;
keta lingkungan hidup yvang dapat diselesaikan dengan

mediasi adalah yang mempunyai karakter sebagai berikut

1. Kasus yang di dalamnya terdapat peluang yang me-
mungkinkan para pihak melakukan tawar-menawar dalam
penyelesaian perbedaan kepentingan diantara mereka.

2. Adanya perimbangan kekuatan yang relatif diantara
para pihak.

3. Sengketa lingkungan biasanya melibatkan banyak
orang yang mungkin kepentingan dan tuntutan nereka
bervariasi.

4. Kasus atau sengketa yang tidak melibatkan persoalan
tata nilai atau keyakinan ideologis.

5. Kasus yang melibatkan masalah vyang berdimensi
ekonomi dan pemehaman/penafsiran terhadap suatu
fakta atau gejala, relatif dapat diselesaikan mela-
lui mediasi (Rahmadi, 1992 : 10).

Pi dalam penyelesaian sgngketa lingkungan yang
menggunakan jalur di luar pengadilan dengan wmembentuk tim
triipartie, dimaksudkan agar sejauh mungkin tercapail
kegepakatan mengenal besarnya ganti kerugian yang haxus

diberikan kepada penderita. Untuk itu dalam tata cara

95




penuntutan ganti kerugian perlu kiranya ditetapkan batas
waktu perundingan ketiga pihak tersebut. Batas waktu
tersebut adalah perlu ditetapkan untuk menghindarkan
berlarut-larutnya perundingan (Hardjosoemantri, 1991
354) . Apabila batas waktu yang telah ditetapkan dilampaui
tanpa ada kesepakatan tentang besarnya ganti kerugian
serta cara-cara pembayarannya, maka tuntutan ganti keru-
gian tersebut oleh penderita atau kuasanya dapat diajukan
ke pengadilan.

Apabila pembayaran ganti kerugian kepada pihak
penderita telah dilakukan, tidak berarti membebaskan si
pencemara dan atau perusak dafi kewajiban membayar biaya
-pemulihan lingkungan yang telah rusak atau tercemar terse-
but keéada negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Pasal 20 ayat (3) UULH. Dalam hal ini perusak dan atau
pencemar di samping berkewajiban membayar ganti kerugian
kepada penderita, juga berkewajiban membayar biaya pemuli-
han lingkungan hidup kepada negara. Pembayaran biaya
pemulihan diberikan kepada negara karena negaralah yéng
mempunyai kemampuan dengan fasilitas vyang ada untuk mela-
kukan upaya-upaya pemulihan lingkungan yang sudah rusak
atau tercemar itu.

Di dalam UULE selain mengenal asas pertang-jawaban
rerdasarkan kesalahan, juga mengenal asas pertanggung-

ljawaban lain vyaitu Strict liability. Sebagaimana vang
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telah dikemukakan oleh J.G. Fleming di. muka, Strict li-
ability atau konsep tanggung jawab mutlak oleh Koesnadi
Hardjasoemantri diartikan terutama sebagali kewajiban
mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan.
Salah satu ciri utama tanggung Jjawab mutlak adalah tidak
adanya unsur kesalahan (Hardjasocemantri, 1991 : 358) .

paulus Effendie Lotulung berpendapat, pengertian
Strict liability hatus dibedakan dengan pengertian Abso-
lute liability, yaitu bahwa dalam strict liability masih
dimungkinkan adanya kelonggaran-kelonggaran sebagal dasar
pembelaan, bahwa pencemaran terjadi karena act of God,
atau karena perang, atau karena tindakan dan pelanggaran
pihak ketiga, atau karena kelalaian si korban sendiri
(Lotulung, 1998 : 7).

Di dalam UULH asas tanggung jawab mutlak termuat

dalam Pasal 21, yaitu sebagail berikut

"Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut sumber
daya tertentu, tanggung jawab timbul secara mutlaka
pada perusakdan atau pencemar pada saat terjadinya
perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang
pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan®.

Di dalam penjelasannya disebutkan, tanggung jawab
mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan

rerkena oleh ketentuan dalam Pasal 21 fersebut.
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Berdasarkan pada bunyi Pasal 21 UULH, dapat diufai—
kan hal-hal yang wmenjadi unsur-unsuxr penting_dari pésal
tersebut, yaitu |
1. Adanya suatu perbuatan;

2. timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan;

3. menyangkut sumber-sumber daya tertentu;

4. tanggung jawab timbul secara mutlak;

5. pada saat terjadinya perusakan atau pencemarai ling-
kungan; )

6. berdasarkan peraturan perundangarn.

Melihat pada unsur-unsur yang telah disebutkan,
berbeda dengan unsur-unsuxr yang terdapat dalam Pasal 1365
wUHPerdata. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan sistim
hukum seiring dengan kemajuan jaman, karena sistim hukum
yang baru ini yaitu sistim hukum Strict Liability kebera-
daannya berangkat dari tuntutan perkembangan teknologi dan
modernisasi.

Menurut pendapat Koesnadi Hardjosoemantri, berkem-
bangnya industfialisasi akan menghasilkan risiko yang
bertambah besar pula dan dengan sendirinya akan menimbul-
kan rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah
meninggalkan konsep kesalahan dan berpaling ke konsep
resiko.

Dengan sigtim hukum yang baru ini si pelaku atau
polluter telah cukup untuk dinyatakan bertanggung jawab
dalam pembuatan pencemararl atau perusakan lingkungan,

meskipun pada dirinya pelum dinyatakan bersalah. Dalam

98




asas Strict Liability, kesalahan (fault, schuld atau mens
rea) bukan merupakan sesuatu yang penting untuk menyatakan
si. pelaku bertanggung jawab, karené pada saat peristiwa
timbul, pelaku sudah memikul tanggung jawab. Dalam hal ini
berlaku asas res ipso loguitur yaitu fakta sﬁdah berbicara
sendiri (the thing speaks for itself) (Siahaan, 1987
181) .

Hal penting yang berkaitan dengan doktrin tanggung
jawab mutlak adalah tentang beban pembuktian. Menurut
aalah satu kriteria tradisional, yang menentukan pembagilan
beban pembuktian adalah pertimbangan yang menyatakan bahwa
beban pembuktian hendaknya diberikan kepada pihak vang
mempunyail kemampuan terbesar unfuk mengajukan bukti ten-

tang sesuatu hal. Dalam hubungannya dengan perusakan dan

atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, waka .

pihak perusak dan atau pencemaxr mempunyai kemampuan yang

lebih besar untuk mengajukan bukEti.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dalam masalah
lingkungan dikembangkan pembzlikan beban pembuktian.
Kewajiban pembuktian beralih pada pihak tergugat. Tergugat
harus dapat membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya tidak
menimbulkan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkun-
gan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dalam kasus
sengketa lingkungan hidup, seseorang bertanggung jawab
atas akibat kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ia mampu

membuktikan bahwa ia tidak dapat dipersalahkan.
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Di dalam Pasal 21 UULH maupun di dalam penjela-
sannya disebutkan bahwa asas tanggung jawab mutlak beriaku
untuk kasus-kasus tertentu yang éitetapkan berdasarka
peraturan perundang-undangan. Akan tetapi peraturan perun-
dang-undangan tersebut belum terbentuk sampai saat UULE
tersebut diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun
1997. Namun demikian asas tanggung Jjawab mutlak telah
diberlakukan terhadap

1. Pencemaran laut oleh minyak yang berasal dari
kapal tanker yang diakibatkan oleh malapetaka
pelayaran. Berlakunya asas tanggung jawab mutlak
terhadap kasus pencemaran ini di dasarkan pada
nThe International Convention on Civil Liability
for 0Oil Pollution Damage 1969" dan biasa disebut
Civil Liability Convention (CLC 1969) vang telah
diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor
18 Tahun 1978.

CLC 1969 hanya berlaku untuk kasus
pencemaran oleh minyak di perairan wilayah.
Namun dengan "Protecol 1984 to Atend the Interxr-
national Convention on, the Civil Liability for
0il Pollution Damage 1969" berlakunya CLC 1969
diperluas sampal ke zona ekonomi eksklusif.
Protokol 1984 tersebut belum diratifikasi oleh
Pemerintah RI.

5. pPencemaran dan perusakan lingkungan laut zona
ekonomi eksklusif Indonesia sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor b5 Tahun 1983 tentang
7ona Ekornomi Eksklusif Indonesia (Suparni, 1992

178) .

Dari ketentuan tersebut ta&pak, bahwa penyusunan
undang-undang lingkungan hiudp wmenyadari, bahwa asas
tanggung jawab mutlak dengan pembalikan beban pembuktian
tidak begitu saja dapat diterapkan. Oleh karena itu di
dalam peléksanaannya hanya diterépkan pada beberapa kegi-
atan tertentu dan pada jenis sumber daya tertentu, dimana

penentuannya akan diatur dalam peraturan perundang-undang-
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an. Dengan berdasar pada ketentuén tersebut maka penerapan
asas tanggung jawab mutlak akan dilaksanakan secara selek-

tif dan bertahap, yang disesuaikan dengan perkembangan

kebutuhan.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Hukum Pidana
(Sanksi Pidana)

Menurut Paulus Effendi Lotulung, bahwa dalam
masalah lingkungan hidup, di samping adanya sanksi admi-
nistratif dan sanksi keperdataan, dikenal pula penegakan
hukumnya melalui kaidah hukum pidana dengan berbagai macaﬁ
sanksi kepidanaan (Effendi Lotulung, 1883 : 2} .

Untuk menentukan apakah sudah saatnya menggunakan
sanksi pidana dalam proses penegakan hukum lingkungan,
maka harus dikaji terlebih dahulu kebijaksanaan yang telah
ditempuh pemerintah dalam usaha untuk mencegah dan menang-
gulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam Ilmu
Hukum Pidana Qdikenal . asas bahwa sanksi pidana berfungsi
sebagai Ultimum Remidium (obat terakhirx). Untuk itu di
dalam masalah perusakan dan atau pencemaran lingkungan
hidup, penerapan sanksi pidana baru dapat dilakukan apabi-
la sudah tidak ada upaya hukum yang lain. |

Jaro Madya dalam bukunya The Penal Protection of
Environment menyatakan bahwa sanksi pidana dalam proteksi

lingkungan hidup dipergunakan sebagai Ultimum Remedium
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(Husein, 1993 : 170). Sedangkan Singgih (Mantan Jaksa
Agung RI), menggambarkan betapa pentingnya penegakan hukum
lingkungan dengan Iinnstrumen pidana dalam mengantisipasi
perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Beliau mengata-

kan

"Instrumen yang terkait erat secara lebih langsung
dengan Kejaksaan adalah instrumen hukum pidana.
RBanyak orang dahulu menyatakan, instrumen hukum
pidana sebagai ultimum remedium, atau senjata pa-
mungkas yang paling dasyat dan mampu menuntaskan
masalah, menyembuhkan penyakit kriminalitas secara
total dan tuntas. Masa kini sudah banyak kritik
vang dilontarkan untuk menyanggah penilaian sanksi
pidana sebagai ultimum remedium” (Singgih, 1991
26) .

Selain Singgih, Loeby Logman juga memberikan per-
nyataan tentang pentingnya pehggunaan sanksi pidana.

Beliau menyatakan sebagai berikut

"Apalah artinya suatu ancaman pidana tanpa disertai
penegakan hukum atas pelanggarannya. Bahkan pesi-
misme terjadi apabila penegakan hukum tersebut
tidak atau kurang memadai dibandingkan terjadinya
pelanggaran ... Oleh sebab itu dapat dimengerti
timbulnya pendapat untuk melaksanakan ketentuan
pidana bukan lagi sebagai ultimum reemedium akan
tetapi hendaknya hukum pidana digunakan sebagai
premium remedium (Logman, 1991 : 7).

Dalam hubungan ini pula HL. Packer menyatakan

bahwa

1. Sanksi pidana sangat diperlukan; kita tidak dapat
hidup, sekarang wmaupun di masa yang akan datang,
tanpa pidana;

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik
yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi
kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera
serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahava;

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penijamin yang
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utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam
vang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan
penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan
cecara manusiawi, ia merupakan pengancam, apabila
digunakan sembarangan dan secara paksa (Muladi,
Nawawl Arief, 1984 : 82}.

Dalam kaitannya dengan UULH, perkembangan hukum
pidana ditandai dengan lahirnya aliran modern, yang haki-

katnya mendasarkan ajarannya pada

Pertama, tujuan utama hukum pidana adalah perjuangan
melawan kejahatan, karena kejahatan dianggap seba-
gai gejala wmasyarakat;

Kedua, ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang-
undangan hukum pidana harus memperhitungkan hasil

studi yang diadakan oleh antropologi, sosiologi,
dan ekonomi;

Ketiga, hukum pidana hanya merupakan salah satu sarana
penyelesaian yang ditentukan oleh negara dalam
memerangi kejahatan. Pidana bukan mexrupakan satu-
satunya sarana untuk memberantasnya, oleh karena
itu pidana harus dijatuhkan dalam kombinasinya
dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan-sosial
lain (maatregel, treatment), terutama yang bersifat
preventif (Koeswadji, 1993 : 85).

Sanksi pidana di dalam UULH diatur dalam Pasal 22.
Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan
yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau
tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam
undang-undang ini atau undang-undang lain diancam
pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10
(sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah) .

(2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuat-
an vang menyebabkan rusaknya atau Cercemarnya
lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang
ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan
pidana kurungan selama-lamanya 1 {satu) tahun atau
denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000. 000, 00 (satu
juta rupiah) .

(3) Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal
ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana

tersebut dalam ayat {2) pasal ini adalah pelanggar-
an.
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Penjelasan Pasal 22 UULH tesebutl adalah sebagai
berikut

"Mengingat akibat perusakan dan atau pencemaran
lingkungan dapat berbeda-beda, maka pasal inil hanya
menentukan ancaman pidana maksimal. Peraturan
perundang-undangan yang mengatur segl-segi lingkun-
gan hidup tetap dapat menetapkan ancaman pidana
yvang jumlahnya tidak melebihi ancaman pidana yang
ditetapkan dalam pasal ini. Jumlah denda sebagaima-
na tersebut dalam pasal ini adalah nilai nominal
pada saat mulai berlakunya undang-undang ini.

Berdasarkan pada bunyi Pasal 22 tersebut, maka
seseorang dikatakan telah melakukan delik lingkungan hidup
kalau sudah memenuhi unsur-unsur sebagail berikut
1. Barang siapa melakukan perbuatan ;

2. dengan sengaja atau lalai;

3. menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup;

4 . menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten-
suan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan HIdup;

5. atau menurut undang-undang lain.

Pada intinya pasal ini mengatakan bahwa setiap
perbuatan, baik itu dilakukan dengan kejahatan, maupun
pelanggaran, vyang menimbulkan kerusakan atau tercemarnya
lingkungan hidup, maka perbuatan demikian telah dikatego-
rikan sebagai perbuatan pidana.  Perbuatan itu, sepanjang
karena telah memenuhi unsur kesengajaan {opzet) atau
kelalaian (culpa) (Siahaan, 1987 : 204} .

Dengan adanya ketentuan Pasal 22 UULH ini, maka si
pencemar dan atau siperusak lingkungan menghadapi 3 {(tiga)l
cuntutan sekaligts, yang meliputi tanggung jawa dan sanksi

pidana yaitu
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1. Membayar ganti kerugian kepada penderita;
2. membayar bilaya pemulihan kepada Negara; dan
3. ancaman pidana berupa penjara/kurunéan dan atau denda.

Di samping itu masih ada pula kemungkinan dikena-
kannya sanksi administratif berupa penghentian sementara
atau pencabutan izin usaha. Keseluruhan sanksi tersebut
dapat bersifat komulatif.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bunyi kali-
mat terakhir pada penjelasan Pasal 22, yang merupakan
sesuatu hal yang baru dalam penyusunan perundang-undangan.
Dengan bunyi kalimat terakhir tersebut, pembuat undang-
undang menghendaki ancaman pidana denda vyang Jjumlahnya
maksimum dapat mengikuti perkembangan nilai rupiah, karena
nilai rupiah selau mengalami inflansi setiap waktu.

Dalam kaitannya agar hakim dapat mengadili sutau
perkara lingkungan yang diajukan ke pengadilan, maka hal
pertama yang harus diketahul oleh hakim adalah hakim harus
mengetahui delik lingkungan yang diajukan tersebut. Per-
lunya perumusan delik lingkungan ini berkaitan dengan
bunyi Pasal 1 KUHP, yitu tiada suatu perbuatan dapat
dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam per-
tauran perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbua-
fan dilakukan. Ketfentuan ini dimaksudkan untuk terjaminnya
kepastian hukum dan terciptanya keadilan. Untuk itu dalam
merumuskan delik lingkungan harus dipahami latar belakang,
tujuan dan substansi UULH, maupun pengertian perusakan

lingkungan dalam Pasal 1 butir 8 UULH serta pengertian
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pencemaran lingkungan dalam Pasal 1 buti 7 UULH. Berda-
sarkan hal-hal tersebut maka delik lingkungan dapat diru-

muskan sebagail berikut

1. Perbuatan yang dapat menimbulkan perubahan langsung
atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan
atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkun-
gan itu kurang atau tidak berfungsi dalam menunjang
pembangunan yang berkesinambungan.

2. Perbuatan yang menimbulkan masuknya atau dimasuk-
kannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau kompo-
nen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya
tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh
proses alam, sehingga kualitas iingkungan turun
sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan ling-
kungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi
lagi sesual dengan peruntukannya.

3. Perbuatan berupa pelanggaran terhadap suatu keten-
tuan dalam atau berdasar peraturan perundang-
undangan lingkungan lain, sepanjang peraturan
perundang-undangan lingkungan itu menyebutnya
sebagai perbuatan pidana lingkungan yang diancam
dengan ketentuan pidana (BPHN, 1984 : 35-361}.

Sedangkan menurut N.H.T. Siahaan dalam menentukan
delik lingkungan hendaknya mengkaitkan pula pada perkataan
ngangguan lingkungan", sehingga makna delik lingkungan
mengandung pengertian yang sangat luas, vyaitu mulai dari
perbuatan-perbuatan sepele seperti misalnya memetik daun
sebuah tanaman yang dipelihara pemda kotamadya, gampail
mencemarkan atau wmembuat sesuatu ekosistim lingkungan
menjadi hancur (Siahaan, 1987 : 207).

Berdasarkan pada pendapat Siahaan tersebut, maka
jika terjadi suatu ekosistim lingkungan belum atau tidak
mendapat pengaturan hukum dari pejabat yang berwenang di
tingkat sektoral atau departemental, misalnya SK Gubernur
atau Walikota atau peraturan Menteri, maka secara prinsip

UULH dapat dipergunakan sebagal landasannya. Dalam hal ini
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UULH bisa dipergunakan karena Pasal 22 UULH tidak harus
membutuhkan peraturan pelaksana. Jadi pasal tersebut dapat
dilaksanakan tanpa menunggu aturan pelaksana.

Masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam
hukum lingkungan kepidanaan adalah tentang beban pembuk-
tian, alat-alat bukti dan penentuan hubungan kausal antara
perbuatan pencemar atau perusak dengan penderita korbén.

Di dalam UULH beban pembuktian masih berada pada
pihak penggugat, kecuali pada kasus-kasus tertentu beban
pembuktian ada pada pihak tergugat. Hzl inilah yang menja-
di permasalahan, karena akan menjadi sangat sulit kalau
orang awam yang harus menmbutikan adanya suatu pencemaran.
¥esulitan ini berkaitan dengan pengetahuan tentang pence-
maran. lingkungan yang dimiliki oleh rata-rata orang awam,
peralatan yang dipergunakan untuk membuktikan terjadinya
pencemaran yang masih sangat minim dan terbatas, serta
kesulita akan sumber dana untuk proses tersebut.

Dalam hal pengumpulan alat bukti, merupakan tugas
aparat kepolisian sebagai « penyidik. Alat bukti sangat
diperlukan untuk kebentingan penuntutan. Tugas kepolisian
untuk mendapatkan alat bukti, merupakan salah satu tugas
kepolisian sebagai pejabat penyidik. Sedangkan ketentuan
vang mengatur bahwa kepolisian sebagai pejabat penyidik
adalah Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) .

Dalam menentukan hubungan kausal dalam kasus pence-

maran lingkungan sering mengalami kesulitan. Hal tersebut
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dikarenakan pencemaran sering terjadi dalam keadaan kumu-
latif, dengan banyak sekali faktoxr yang berperan, gehingga
sulit untuk wmembuktikan sumber pencemaran. ,Permasélahaﬁ
ini Jjuga berpengaruh dalam menentukan delik 1ingkungan;
karena hanya perbuatan konkrit yang dapat dinyatakan
sebagai perbuatan pidana.

pada umumnya sanksi pidana dikenakan kepada seseo-
rang yang terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan
pidana. Dalam kenyataannya perusakan atau pencemararn
lingkungan dilakukan pula oleh badan hukum, misalnyé
industri. Dalam hubungan ini UULH; sebagalmana yang ter-
cantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1} menyebutkan,
bahwa vyang dimaksud dengan orang adalah orang seorang,
kelompok orang, atau badan hukum. Demikian pula di dalam
pasal 22 UULH, mengenai subyek tindak pidana lingkungan
dirumuskan dalam kata-kata "Barangsiapa", vyang lebih
cenderung menunjuk pada subjek hukum orang perorangan,
akan tetapi di dalam kalimat berikutnya yaitu
rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan
hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-
undang lain ....", maka kalimat tersebut menunjukkan bahwa
mquenai masalah lingkungan tidak hanya berdasar pada
UULH, tetapi bisa mengacu pada peraturan lain yang menga-
tur tentang lingkungan hidup, misalnya Undang-undang Nomor
S Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 9
Tahun 1985 tentang Perikanan, dan lain sebagainya, dimana
dalam undang-undang texrsebut subjek hukum dapat berupa

badan hukum tidak hanya orang seorang.
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Yang menjadi permasalahan lain lagi di dalam penen-
tuan subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan di sam-
ping orang seorang dan badan adalah penguasa. Dalam hal
iﬂi apakah penguasa atau badan hukum publik dapat dijadi-
kan sebagai subjek hukum sehingga dapat dikenai pidana.
Pemikiran ini didasarkan pada peranan penguasa sebagai
pengelola lingkungan, terutama untuk menetapkan kebijaksa-
naan linghkungan, prosedur perizinan, penetapan baku mutu
lingkungan, sarana pernyataan keberatan, sarana banding,
penyuluhan, bimbingan pendidikan.dan penelitian lingkungan
hidup.

aiti Sundari Rangkuti berpendapat, bahwa kurang
masuk akal kalau ternyata penguasa melakukan delik. Paling
hanya mungkin terjadi dalam bidang administratif. Jadi
beliau tidak sependapat bilaman penguasa dipidana atas
kejahatan ekologis. Kesalahan seperti ini agar tidak
sampal menimbulkan gangguan ekologi, menurut beliau dapat
disediakan sarana banding (beroep) terhadap beschikking
yang merugikan sistim ekologi (Rangkuti, 1984).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan ling-
kungan yang berlaku hanya memungkinkan pengenaan sanksi
pidana terhadap badan hukum keperdataan. Penguasa sebagail
aparatur yang mengemban tugas dan wewenang wmengelola
lingkungan terikat pada asas-asas umum pemerintahan yang
baik, sehingga kecil kemungkinannya melakukan delik ling-
kungan, apalagl vyang bersifat kesengajaan. Kesalahan

penguasa dapat terjadi di bidang administratif, yaitu
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dalam bentuk penetapan-penetapan (begchikking) vyang keliru
dan wmengakibatkan teganggunya keselmbangan ekologi yang
sulit dipulihkan. Untuk itu perlu dijamin sarana naik
banding (beroep) terhadap penetaﬁan penguasa yang mengaki-
batkan pencemaran lingkungan tersebut. Penguasa lebih
tepat dikenakan sanksi administratif sebagai akibat pene-
tapan yang keliru atau tidak cermat, namun hal ini tidak
menutup kemungkinan dikenakannya sanksi pidana terhadap
penguasa sebagail pribadi vyang bertindak terlepas dari
tugas dan wewenangnya melakukan delik lingkungan (BPEN,
1984 : 38).
Menurut pendapat Friedmann, bahwa sudah saatnya

dibuka kemungkinan perluasan penﬁntutan terhadap korporasi

{(badan hukum), baik terhadap "private corporation" (badan
hukum non pemerintah), wmaupun terhadap "public corpora-
tion" (instansi pemerintah), dimana korporasil tersebut

telah melakukan delik-delik yang menyangkut kesejahteraan
masyarakat. Dasar pemikiran Friedmann dalam mengadakan
perluasan penututan tersebut adalah berpedcman pada maksud
dan tujuan lahirnya UULH, yaitu pemerintah bermaksud untuk
menata suatu sistem pengelolaan lingkung;n hidup vyang
berintikan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Ini
perarti bahwa dengan demikian harus dicegah dan ditindak
akibat-akibat merugikan yang disebabkan oleh baik kalangan
perseorangan, badan hukum, maupun instansi pemerintah yang
mengabaikan peraturan hukum vyang ditetapkan {Hediati

Koeswadji, 1993 : 74). -
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Mengenai dijadikannya korporasi sebagai subjek
hukum, Van Bemmelen megemukakan, bahwa sejak abad ke-19
negeri Belanda telah menganut 3 (tiga) sistem pertanggﬁng—
jawaban korporasi dari segi pidana, vaitu (Hadiati Koes-
wadji, 1993 : 75)

1. Membedakan "tugas mengurus" (zorgplicht) kepada pen-

gurus.
2. Mengakui korporasi sebagai pembuat, kan tetapi pengurus
yang bertangguné jawab.
3. Korporasi dapat menjadi pembuat-pelaku dan bertanggung-
jawab. "
Apabila korporasi merupakan subjek hukum, maka
s

harus ditentukan pada saat kapan korporasi dapat diper-
tanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan - terlarang
yvang dilakukan oleh korporasi tersebut. Menurut Friedmann,
bahwa dalam hal "public welfaré offences’, wuntuk dapat
memidana korporasijangan terlau ditekankan pada segl unsur
kesalahan. Sudah cukup bilamana korporasi tersebut telah
memenuhi perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
Ini berarti bahwa untuk Indonesia, dimungkinkan bila
korpo%asi dituduh berbuat suatu delik yang termasuk dalam
kategori '"public wefare offences", atas delik vyang ber-
sangkutan diterapkan ajaran "feit materiel" di mana tidak
diperlukan adanya unsur kesalahan (ajaran strict liabili-
ty) (Hediati Koeswadji, 1993 : 78) .

Membicarakan siapa yang mempertanggungjawabkan atas

terjadinya suatu delik berkaitan dengan siapa yang harus
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dikenakan sanksi: Sedangkan me&bahas giapa vyang harus
dikenakan sanksi akan berkaitan dengan bagaimana bentuk
sanksi atau ancaman pidana bagi -pembuét delik. Menurut
Copoch dan Wilson.ada 4 (empat) persoalan ancaman hukuman
pidana guna mempertahankan mutu lingkungan: hidup vyang
perlu diperhatikan, vyaitu

1. Ancaman terhadap konservasi kehidupan dan penghi-

dupan.

2. Ancaman terhadap usaha-usaha pencegahan penyakit
dan kecelakaan.

3. Ancaman atas pemeliharaan lingkungan yang sesuai
dalam rangka efisiensi hasdil budi daya manusia.
4, Ancaman atas perlindungan, kenyamanan, keniknatan

hidup dan kehidupan ({Siahaan, 1987 : 207).

Dalam hal menentukan ancaman pidéna bagi pelaku
delik lingkungan hidup timbul kesulitan berkenaan tidak
terdapatnya keseragaman dalam berbagai perundang-undangan.
Meskipun UULH sebagai landasan pokok bagl semua peraturan
yang berkenaan dengan lingkungan hidup, dan di dalamnya
memuat pula tentang batas maximum ancaman pidana, ternyata
dalam perundang-undangan lain, diatur pula ancaman pidana
bagi pelaku-pelaku delik lingkungan hidup tertentu (
Siahaan, 1987 : 209).

Dengan melihat pada Pasal 22 UULH dapat diketahui,
bahwa pidana yang dincamkan untuk setiap perbuatan-pidéna
lingkungan tergantung dari sifat atau cara perbuatan vyang
dilakukan. Kalau perbuatan dilakukan dengan Kkesengajaan
(opzet), wmaka pidana yang diancamkan adalah maksimal 10
tahun penjara, dan dapat juga ditambah ancaman denda

maksimai Rp. 100. 000. 000, 00. Kalau perbuatan pidana

dilakukan dengan kelalaian {(culpa), maka ancaman pidananya
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adalah maksimal 1 tahun pidana kurungan, dan dapat ditam-
pah dengan denda maksimal Rp. 1. 000. 000, 00.

Di samping Pasal 22 UULH, peraturan perundang-
undangan lingkungan lainnya yang menurut Pasal 23 UULH
dewasa ini berlaku mengandung pula ketnetuan pidana yang
beraneka ragam dengan sanksi pidana yang relatif 1lebih
ringan, misalnya pelanggaran terhadap Pasal 15 UUPA yang
dianggap sebagail perusakan atau pencemarall tanah ancaman
pidananya cukup ringan, yaitu menurut Pasal 22 UUPA dia-
ncam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
dan/denda setingi-tinginya Rp. 10. 000,00. Timbulnya
masalah tentang ketidakserasian dalam pengaturan tentang
ancaman pidana tersebut menurut penjelasan Pasal 22 UULH,
peraturan perundang-undangan lingkungan hidup tetap mene-
tapkan ancaman pidana yang jumlahnya tidak melebihi anca-
man pidana yang ditetapkan dalam pasal tersebut.

Cara lain dalam wengatasi permasalahan ketidak
serasian dalam pengaturan ancaman pidana tersebut, hen-
daknya wmenggunakan penyelesaian yuridis sebagail pegangan
bagi para petugas di bidang penegakan hukum, yaitu dengan
menggunakan adagium yang ada dalam ilmu hukum sebagail
berikut
1. Lex specialis derogat legi generali.

2. Lex superior derogat legil inferioro.
3. Lex posterior derogat legi ?rioro (BPHN, 1984 : 39)}.

Yang dimaksud dengan asas Lex specialis derogat

legi generali, adalah bahwa ketentuan-ketentuan vyang

113




bersifat khusus mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang
bersifat umum. Misalnya terjadi pertentangan antara ketn-
tuan dalam KUHP (ketentuan yang besifat umum) dengan
ketentuan dalam UULH (ketentuan yang besifat khusus), maka
menurut asas ini, ketentuan UULH yang harus diberlakukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan adagium Lex superior
derogat legi inferioro adalah ketentuan yang lebih tinggi
tingkatannya mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah.
Misalnya dalam pengaturan dalam aspek tertentu yang berke-
naan dengan lingkungan, terdapat ketentuannya baik dalam
UULH maupun dalam Peraturan Pemerintah, maka ketentuan
UULH yvang harus diberlakukan.

Adapun yang dimaksud dengan adagium Lex posterior
derogat legi priori adalah bahwa undang-undang yang lebih
baru mengesampingkan berlakunya undang-undang yang terda-
hulu. Misalnya sebelum berlakunya UULH terdapat banyak
perangkat perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Apabila suatu aspek perlindungan lingkungan diatur kembali
dalam UULH, maka UULH sebagai undang-undang baru yang
harus diberlakukan.

Sehubungan'dengan adagium-adagium hukum tersebut,
maka untuk mengatasi situasi dan kondisi konflik hukum,
terutama di bidang pengelolaan lingkungan hidup, haruslah
dipergunakan adagium hukum yang benar-benar tepat dan
serasi dengan asas pengelolaan lingkungan hidup dan pelak-
sanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan cara

demikian, hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana
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social

enginedring, hukum sebagal sarana pengawal dan

pengaman berjalannya pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam hubungan dengan sanksi pidana yang tercantum

dalam Pasal 22 UULH, Siti Sundari Rangkuti telah meneliti

masalah sanksi pidana dalam hukum lingkungan dan telah

mengemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut

1.

10.

11.

12.

Bagian terbesar dari hukum lingkungan merupakan
hukum administrasi negara, karena itu sanksi admi-
nistratif sangat penting bagi keberhasilan pengelo-
laan lingkungan hidup.

Hinder Ordonnantie {(Stbh. 1926 No. 226) perlu segera
diubah atau dicabut, sedang prosedur perizinan
hendaklah disempurnakan dengan memperhitungkan
kepentingan ekologik demi pembangunan yang berwawa-
san lingkungan.

Gugatan ganti rugi terhadap perusak atau pencemar
lingkungan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri
berdasarkan Pasal 20 UULH dan Pasal 1365 KUHPerdata
mengenai perbuatan melawan hukum, tetapi asas
ngschuldaansprakelijkheid" vyang terkandung dalam
pasal tersebut merupakan hambatan bagi penggugat.
Beban pembuktian menurut Pasal 1865 KUHPerdata
sangat memberatkan penggugat yang biaganya awam
dalam hukum, sehingga perlu dipikirkan kemungkinan
penerapan "sistem pembuktian terbalik" dalam perka-
ra lingkungan. :

Sanksi pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam
penanggulangan masalah pencemarar lingkungan,
tetapl hanya merupakan ultimum remedium.

Badan hukum keperdataan dapat dikenakan sanksi
pidana dalam perkara perusakan dan atau pencemaran
lingkungan.

Delik lingkungan pexlu dirumuskan dalam pengertian
yang terkandung dalam UULH guna memudahkan penyele-
saian perkara di pengedilan.

Aparat Kepolisian sebagail penyidik perkara ling-
kungan hendaknya mampu menyajikan alat bukti vang
kuat dan meyakinkan agar penegakan hukum terhadap
Pasal 22 UULH dapat berhasil.

canksi hukum terhadap penguasa dalam fungsinya
sebagail pengelola lingkungan adalah sanksi adminis-
rratif, sedang sanksi pidana dapat dikenakan kepada
penguasa yang bertindak sebagal pribadi terlepas
darl tugas dan wewenangnya.

Ketentuan pidana dalam berbagal peraturan peru-
ndang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembalil
dan disesuaikan dengan Pasal 22 UULH.

Peraturan perundang-undangan lingkungan di masa
mendatang hendaklah memuat dan memperhatikan prin-
sip-prinsip hukum lingkungan.

Keperhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara
terpadu memerlukan kerja sama yang seragl antara
badan legislatif, eksekutif dan yudikatif (Rangku-
£i, 1989 : 367).
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Berdasarkan pada kesimpulam yang dikemukakan oleh
giti Sundari rangkutl tersebut dapat diketahui bahwa dasar
pertimbangan yang terkandung dalam fungsi utama diha-
dirkannya hukum pidana dalam kehidupan masyarakat vyaitu
bahwa peraturan-peraturan dan norma-norma kehidupan baik
yang berasal dari masyarakat (adat kebiasaan) wmaupun dari
negara, belum cukup menjamin atau belum cukup kuat untuk
menciptakan keamanan dan ketertiban yang langgeng dan
merata. Hal ini disebabkan peraturan-peraturan dan norma-
norma kehidupan vyang sudah ada tersebut masih dapat di-
langgar orang setiap waktu dan tempat di mana ada kesempa-
tan, sedangkan penindakannya seringkali tidak mempan,
seperti ganti rugi dalam hukum perdata atau pemecatan
dalam hukum administrasi. Oleh karena itu diperlukan lagi
suatu hukum yang khusus yang mengatur mengenai penghukuman
orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut
(Purbatjaraka dan Halim, 1982 : 36-37}.

Di samping itu dasar pertimabngan hukum pidana
digunakan dalam penegakan hukum "lingkungan adalah karena
pada hakikatnya hukum pidana merupakan hukum sanksi yang
tujuannya untuk mengatur dan menentukan ketertiban umum
dalam masyarakat, menjamin keamanan dan juga keselamatan
negara. Hukum pidana merupakan sarana pemaksa untuk melin-
dungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang merugikan
atau yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada pihak

lain, vang dalam hal ini adalah pencemaran lingkungan

hidup.
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Beberapa Altermatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 (UUPLH)

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia dan
rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indo-
nesia. Untuk itu pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
periu dilakukan, untuk melestarikan dan mengembangkan
kemampuan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang
guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam mewujudkan pem-
bangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup,
maka pengeloiaan lingkungan hidup harus didasarkan pada
norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masya-
rakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat
hukum internaéional vang berkaitan dengan lingkungan
hidup. Hal ini sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai negara hukum dan dalam rangka
mehjamin kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan
hidup. ’

Undang—undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3215) merupakan titik tolak pengembangan perangkat hukum
sebagai landasan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup
Indonesia vang merupakan bagian integral dari upaya pem-
bangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Undang-undang ini memuat norma - hukum lingkungan hidup.
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Selain itu undang-undang ini merupakan' landasan untuk
menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undang-
an yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang
berlaku.

Sejak ditetapkannya undang-undang tersebut, kesa-
daran lingkungan hidup masyarakat gemakin meningkat, vang
ditandai antara lain dengan lahirnya berbagai macam orga-
nisasi masyarakat vyang bergerak di bidang lingkungan
hidup. Peningkatan tersebut juga dapat dilihat dari sema-
kin meningkatnya kepeloporan masyarakat dalam pelestarian
fungsi lingkungan hidup, di wmana masyarakat ikut berperan
secara nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu, permasalahén hukum lingkungan yang
tumbuh dan berkembahg dalam masyarakat memerlukan pengatu-
ran dalambentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di
sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi
internasional semakin mempengaruhi usaha pengelolaan
lingkungan hidup Indonesia. Untuk itu dalam upaya mencex-
mati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu unutuk
menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1882 tentéhg
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Upaya pemerintah tersebut pada akhirnya diwujudkan dengan

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dasar pertimbangan lain perlunya penyempurnaan UULH
adalah banyaknya masukan yang berupa kritik terutama dari

organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak di
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pidang lingkungan, menyatakan bahwa UULH masih banyak
memiliki kelemahan. Dikatakan bahwa UULH sulit digunakan
untuk ﬁembuktikan terjadinya pencemaran di pengedilan. Di
dalam UULH belum memasukkan mekanisme pembuktian formal.
Selama ini pencemaran atau perusakan lingkungan harus
dibuktikan secara Amaterial, yaitu dengan menunjukkan
akibatnya. Hal ini yang membuat sulitnya penegakan hukum
lingkungan. Di samping itu, UULH belum memuat pelimpahan
wewenang pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat.
Pihak pemerintah masih memonopoli wewenang itu dan masih
menjadi pelaku utama dalam pengelolaan llingkungan hidup
(F.X. aAdji Samekto, 1997 : 32) .

Saat ini di Indonesia, norma hukum lingkungan yang
menjadi landasan operasional pengelolaan lingkungan hidup
adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo-
laan Lingkungan Hidup (UULPH) yang diundangkan pada tang-
gal 19 September 1997. UULPH ini merupakan penyempurnaan
dar UULE termasuk di dalamnya yang menyangkut aspéek hukum
administrasi, aspek hukum perdata, serta aspek hukum
pidana, Jjuga mekanisme penyelesaian sengketa di luarx
pengadilan.

Aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata,
aspek hukum pidana merupakan sarana dalam menyelesaikan
terjadinya sengketa lingkungan, di samping penyelesaian di
luar pengadilan. Peningkatan pendayagunaan berbagail keﬁen—
ruan penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut

diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap
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sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan

pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan
manusia saat ini dan kehidupan manusia di masa depan.
Untuk itu pemahaman tentang penyelesaian sengketa ling-
kungan hidup dengan hukum adminstrasi, hukum perdata,
hukum pidana maupun penyelesaian sengketa di luar penga-
dilan perlu diperdalam dan dikembangkan pada semua pihak,
baik terhadap instansi-instansi yang terkait wmaupun pada

masyarakat luas.

E. 1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Hukum
Administrasi (Sanksi Administrasi)

Di dalam UUPLH penegakan hukum administrasi terdiri
atas dua macam wewenang pemerintah yaitu wewenang pengawa-
san dan wewenang penerapan sanksi (administrasi). Mengenai
wewenang pengawasan diatur dalam Pasal 22 sampal dengan
Pasal 24, sedangkan tentang sanksi administrasi diatur
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UUPLH dan pada
bagian keempat tentang Audit Lingkungan Hidup. Sanksi
administrasi merupakan ketentuan baru yang dimasukkah ke
dalam UUPLH. |

Adapun jenis-jenis sanksi administrasi dalam UUPLH
dapat diketahui dari beberapa pasal berikut ini

Pasal 25

{1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melaku-
kan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengak-
hiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi
akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran,
melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan,
dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berda-
sarkan undang-undang.
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(2} Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diserahkan kepada Bupati/Walikotamadya/Kepala
Daerah Tingkagf IT dengan Peraturan Daerah Tingkat I

(3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan
permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk
melakukan paksaan pemerintah, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah
dari pejabat yang berwenang.

(5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau
pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 27

(1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa
pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut
izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang
berwenang.

(3) Pihak vyang berkepentingan dapat mengajukan permo-
honan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut
izin .usaha dan/atau kegiatan karena merugikan
kepentingannya.

Dari isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui,
bahwa ada 3 jenis sanksi administrasi dalam UUPLH, yaitu
1. Paksaan pemerintahan : Pasal 25 ayat (1) Sampai dengan

ayat (4).

2. Uang paksa : Pasal 25 ayat (5.
3. pencabutan izin (usaha dan/atau kegiatan) : Pasal 27.

Dalam hukum administrasi, paksaan pemerintahan ber-
bentuk tindakan atau perbuatan nyata (feitelijk handeling)
yang dalam kepustakaan hukum Belanda lazim dikenal sebagai
"bestuursdwang" (Hadjon, 1998 : 9).

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUPLH,

paksaan pemerintahan dapat berupa

121




- tindakan untuk mencegah pelanggaran;

- tindakan untuk mengakhiri pelanggarén;

- tindakan menénggulangi akibat yang ditimbulkan;

- tindakan penyelamatan;

- tindakan pemulihan.

Semua tindakan tersebut atas beban biaya penanggungjawab
kegiatan dan/atau usaha.

Berdasarkan Pasal 25 UUPLH yang antara lain berbu-

nyi : "tindakan penyelamatan penangguhan dan/atau pemuli-
han ... dapat diganti dengan pembayaran gsejumlah uang
tertentu®. Bunyi ketentuan tersebut merupakan alternatif

terhadap bentuk sanksi administrasi vyang pertama berupa
paksaan pemerintahan. Dalam hukum administrasi Belanda hal
tersebut dinamakan “dwangsom® (Hadjon, 1998 : 10) .

Bentuk sanksi administrasi tertinggi adalah penca-
butan izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dalam
UUPLH ketentuan sanksi administrasi berupa pencabutan izin
diatur dalam Pasal 27.

Dari ketentuan yang ada, pejabat yang berwenang
untuk menerapkan sanksi administrasi adalah
- Paksaan pemerintahan merupakan wewenang Gubernur KDH

Tingkat I. Wewenang Gubernur KDH Tingkat I dalam hal
ini merupakan tugas pembantuan {medebewind) . Dengan
demikian pemerintah pusat pun berwenang menerapkan
paksaan pemerintahan dalam hal Kepala Daerah tidak

mampu atau lamban.
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- Penetapan uang paksa, dalam ketentuan tidak disebutkan
secara tegas siapa yang berwenang. RARpabila diakitkan
dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUPLH dapat disim-
pulkan bahwa wewenang tersebut ada pada pada Gubernur
KDH Tingkat I, namun dalam ayat ini bentuk tindakannya
berbeda dan prosedurnya pun berbeda maka wewenang
penetapan uang paksa masih perlu diatur bersama-sama
dengan prosedurnya. Selama belum diatur, berdasarkan
ketentuan Pasal 26 ayat (2) vyang menyatakan bahwa
selama belum diatur dapat menggunakan upaya hukum
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
terutama menyangkut upaya penagihannya. Penetapan uang
paksa dilakukan oleh pejabat pemerintah dan penagi-
hannya dapat menggunakan prosedur hukum acara perdata
dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak
mau membayar secara suka rela.

- Pencabutan izin, merupakan wewenang pejabat yang mener-
bitkan izin tersebut. Dalam hukum administrasi keten-
tuan semacam ini berdasarkan pada asas "contrarius
actus" (Hadjon, 1998 : 11).

Di dalam penerapan sanksi.édministrasi tidak ada
satu prosedur tunggal untuk menerapkannya. Dalam hukum
administrasi, prosedur diawali dengan prakarsa dan selan-
jutnya adalah langkah formal dari pejabat yang berwenang
untuk menerapkan sanksi administrasi.

Dalam wmenerapkan sganksi administrasi, prakarsa

penerapan sanksi pertama-tama bisa dari pihak pejabat vang
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berwenang menerapkan sanksi, bisa dari pejabat yang berwe-
nang melakukan pengawasan dan bisa dari masyarakat. Dalam
UUPLH, kemungkinan prakarsa dari masyarakat untuk meminta
penerapan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 25 ayat
(3) dan Pasal 27 ayat (3). Khusus mengenal pencabutan
izin, prakarsa datang dari KDH (Pasal 27 ayat (2) ).
Penegakan hukum administrasi merupakan tindakan

pertama atau langkah pertama yang dilakukan dalam mengata-
si permasalahan yang timbul dalam pengelolaan lingkungan,
untuk itu penegakan hukum administrasi dalam rangka penge-
lolaan lingkungan hidup hendaknya didayagunakan secara
optimal agar tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelan-
jutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pem-
bangunan wanusia - Tndonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indomnesia seluruhnya dapat tercapai.

E. 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Hukum Perda-
ta (sanksi perdata)

Dalam UUPLH, mengeriai aspek hukum perdata banyak
penambahannya, meskipun substansi aspek hukum perdata vang~
terkandung dalam UULH dimuat‘kembali namun penjabarannya
lebih terperinci agar dapat lebih operasional dan efektif.

Masalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup
antara lain diatur dalam Pasal -31 UUPLH, yaitu sebagai
berikut:

"penyelesaian sengketa lingkungan hidup di 1luar

pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepaka
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tan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi

dan/atau mengenai tindakan tertehtu guna menjamiﬁ

tidék akan terjadinya atau .térulangnYa dampak
negatif terhadap lingkungan hidup".

Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa
penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan
di luar pengadilan dilakukan secara suka rela oleh para
pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami
kerugian atau mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah
yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta dapat
melibatkan pihak yang mempunyal kepedulian terhadap penge;
lolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu tersebut dimak-
sudkan sébagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup
dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyara-
kat setempat.

pengaturan lebih lanjut dari penyelesain sengketa

di luar pengadilan diatur dalam Pasal 32, vaitu sebagail

berikut

"Dalam penyelesalan sengketa lingkungan hidup di

luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

dapat digunakqp jasa pihak ketiga, bauk yang tidak
memiliki kewe%angan mengampil keputusén, untuk
membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup".
Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa pihak
ketiga netral vyang tiéak memiliki kewenangan mengambil
keputusén berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para
pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapal kesepa-

katan.
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pasal 33 memberikan pegaturan lebih lanjut- terhadap

pasal 32, yaitu sebagai berikut

(1)

Pemerintah dan/atau masyarakat dapat wmembentuk
lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian seng-
keta lingkungan hidup vang bersifat bebasg dan tidak

berpihak.

Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyele-
saian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

Dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup

melalui pengadilan, dalam UUPLH. diatur dalam Pasal 34

yang memuat ketentuan tentang dibukanya kemungkinan untuk

mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan atas kerugian

yang ditimbulkan akibat pencemaran dan atau perusakan

lingkungan hidup.

(1}

{2)

Adapun bunyi Pasal 34 adalah sebagal berikut

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran
dan /atau perusakan lingkungan hidup yang menimbul-
kan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup,
mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
untuk membayar ganti rugil dan/atau melakukan tin-
dakan tertentu.

Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat
menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari
keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu terse-
but. -

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa ayat (1)

dari Pasal 34 ini werupakan realisasi asas yang ada calanm

hukum

lingkungan yang disebut asas pencemar membayar.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau
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perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim
untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah

untuk

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah se-
hingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup
yvang ditentukan;

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup;

¢. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya

pencemararn dan/atau perusakan lingkungan hidup (Hardja-

soemantri, 1998 : 5).

Sedangkan penjelasan dari ayat (2) Ppasal 34 adalah
bzhwa pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari
reterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melak-
sanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi
lingkungan hidup.

'Mengenai pertanggungjawaban, dalam UUPLH diatux
dalam Pasal 35. Pasal ini mengatur tentang diterapkannya

sistem tanggung Jjawab mutlak atau strict liability, yaitu

sebagal berikut .

(1) Penanggung Jjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha
dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan pent-
ing terhadap lingkungan hidup, vyang menggunakan
bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab
secara mutlak atas kerugian yang. ditimbulkan,
dengan kewajiban wembayar ganti rugi secara lang-
sung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat
‘dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang ber-
sangkutan dapat membuktikan bhahwa pencemararn
dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan
salah satu alasan di bawah ini
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arm atau peperangan; atau

adanya bencana al
trerpaksa di luar kemampuan manu-

adanya keadaan
sia; atau

c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan ling-
kungan hidup.

o m

(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruﬁ c,.pihak ketiga bertanggung Jjawab membayaxr
ganti rugl.
Dari bunyi Pasal 35 tersebut dapat diketahul bahwa
tanggung jawab mutlak dpat diterapkan untuk hal-hal sebagi
berikut
- usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup,

- menggunakan bahan berbahaya dan beracun,

- dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya atau bera-
cun.

Di dalam penjelasan ayat (1) Pasal 3% tersebut
dikatakan bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak
atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu
dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran
ganti kerugian. Ketentuan ini -merupakan lex specialis
dalam gugatan,-tentang perbuatan melanggar hukum .pada
umumnya. Besarnya nilai ganti rugl yang dapat dibebankan
terhadap peﬁcemar atau perusak lingkungan hidup wmenurut
pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang
dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut pene-
tapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan
reharusan asuransi bagili wusaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup

(Hardjasoemantri, 1998 : 5).

128




Tanggung jawab mutlak yang dicantumkan dalam Pasal
25 merupakan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran
atau perusakan lingkungan. Dengan diterapkannya ajaran
tanggung jawab mutlak, maka tidaﬁ pérlu lagi dilihat atau
dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si
pelaku pencemaran atau'perusakan untuk-mengharuskan mem-
bayar ganti rugi. Dengan demikian, meskipun korban awam
dalam permasalahan yang dihadapi tetap akan mendapatkan
haknya karené korban tidak perlu membuktikan kesalahan
pelaku. Dalam hal ini adanya resiko menjadi dasar utama
bagi kewajiban si pelaku-kegiatan untuk memberikan kompen-
sasi, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan yang
dilakukan. Hal ini sesuai dengaﬁ asas "si pencemar mem-
bayar" {(polluter pays) dalam Hukum Lingkungan {Lotulung,
1998 : 6).

Manfaat lain dengan diterapkannya tanggung jawab
mutlak dalam perundang-undangan lingkungan adalah untuk
meﬁdorong padan usaha yang berisiko tinggi untuk memperha-
tikan dan memperhitungkan biaya sosial yang dapat timbul
akibat kegiatannya.

Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup,
di dalam UUPLH memberikan alternétif pilihan yaitu melalui
pengadilan atau di luar pengadilan. Ketentuan ini diatur

dalam Pasal 30, vaitu sebagai berikut

(1} Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditem-
puh melalui pengadilan atau di luar pengadilan
berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak vyang
bersengketa.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap
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tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini.

(3} Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan mela-
lui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
trersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu
atau para pihak yang bersengketa.

Maksud dari bunyi ayat (3) Pasal 30, sebagaimana
yvang diuraikan dalam penjelasan adalah untuk mencegah
terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa
lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 tersebut maka
dapat dimungkinkan secara langsung wmengajukan gugatan
ganti rugi ke pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 34 sampai dengan Pasal 39.

Bentuk perlindungan hukum yang lain dalam UUPLH
terhadap perikehidupan masyarakat dan lingkungan hidup
adalah diterapkannya "gugatan perwakilan" oleh masyarakat
atau dengan istilah lain Class action yang dalam undang-

undang ini dicantumkan dalam Pasal 37. Adapun bunyi pasal

tersebut adalah sebagal berikut

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke
pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum
mengenai berbagal masalah lingkungan hidup ‘yang
merugikan perikehidupan masyarakat.

(2) Jika. diketahui bahwa masyarakat menderita karena
akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perike-
hidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah
yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup
dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

(3} Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari bunyi penjelasan ayat (1) pasal ini dikatakan
pahwa yang dimaksud dengan hal mengajukan gugatan perwa-

kilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak
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mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas
dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan
yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.

Dalam Pasal 37 ayat (1) ini dapat pula diketahui
bahwa masyarakat yang diwakili oleh kelompok kecil dari
masyarakat berhak untuk melakukan
a. mengajukan gugatan ke pengadilan, dan/atau
b. melaporkan ke penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah terbuka
kesempatan untuk melaksanakan gﬁgatan. perwakilan (clasé
action) dalam perkara lingkungan hidup yang sangat mengun-
tungkan masyarakat, yang menjadi korban dari pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan.

Tentang tata cara pepengajuan gugatan dalam masalah
lingkungan hidup diatur dalam Pasal 39, vyaitu sebagai
berikut

"Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah ling-

kungan hidup oleh orang, masyarakat dan/atau organ-

isasi l}ngkungan hidup mengacu pada Hukum Perdata
yang berlaku".
Dengan demikianr tidak ada hukum tersendiri yang wmengatur
proseduy pengajuan gugatan ke pengadilan dalam masalah
lingkungan hidup.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang secara
eksplisit tercantum dalam undang-undang tersebut, maka
diharapkan penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum
perdata bisa lebih efektif dan lebih memberikan jaminan

kepastian hukum serta perlindungan hukum.
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E. 3. Penyelesaijian Sengketa Lingkungan hidup dengan Hukum
Pidana {(sanksi pidana)

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan, penggunaan
sanksi pidana merupakan alternatif terakhir jika instrumen
hukum lain sudah tidak dapat mengatasinya lagi. Hal ini
dikarenakan mengacu pada asas yang menyatakan bahwa hukum
pidana bersifat subsidair atau ultimum remidium, sehingga
penggunaannya harus merupakan obat terakhir.

UUPLH memuat ketentuan pidana secara rinci, yaitu
antara lain mengenai berbagai ketentuan tentang penggunaan
sanksi pidana. Hal tersebut akan lebih memudahkan penega-
kan hukumnya dibanding dengan ketentuan pidana yang ada
dalam UULH. Di dalam UUPLH ketentuan pidana diatur dalam
Pasal 41 sampai dengan Pasal 48. Pasal 41 mengandung delik
materiel, yaitu sebagai berikut

(1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan
sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,

diancam dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak -

Rp. 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) .

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan orang mati atauv luka berat,

pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp. &50. 000. 000, 00 {tujuh ratus lima
puluh juta rupiah}. '

pasal 42 UUPLH mengatur apabila ada kealpaan, vaitu seba-

gai berikut

(1) Barang siapa yang karena alpanya melakukan perbua-
tan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusa-
kan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp. 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah) .
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(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} mengakibatkan orang mati atau luka berat,
pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp. 150. 000. 000, 00 (seratus lima puluh jutaa
rupiah} .

Pasal 43 :

(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perun-
dang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau
membuang =zat, energi dan/atau komponen lain yang
berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam
tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan,
melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengang-
kut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instala-
si yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat
beralasan untuk menduga bahwa perbuatan ) tersebut
dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum
atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
banyak Rp. 300. 000. 000, 00 (tiga ratus Jjuta
rupiah) .

(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa
vang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau
menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak
informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk
menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau
membahayakan kesehatan umum atau nyawa Orang lain.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka
berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana
penjara paling lama 9 {(sembilan) tahun dan denda
paling banyak Rp. 450. 000. 000, 00 (empat ratus
lima puluh juta rupiah).
pasal 43 ayat (1) mengandung delik formil yang

memudahkan pembuktian, karena pencemaran dikaitkan'dengan

pembuangan limbah yang melampaui ambang batas etfluen

(Hardjosoemantri, 1998 : 7).

Pasal 44 UUPLH memuat ketentuan mengenai delik yang

sama dengan Pasal 43 hanya saja dilakukan dengan kealpaan.
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Pasal 45 UUPLH dikaitkan dengan tanggung jawab badan hukum
(corporate liability), yaitu apabila tindak pidana dilaku-
kan oleh atau atas nama suatu badan hukum, persexoan,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain, maka ancaman
pidapanya diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46 ayat (1) UUPLH menyatakan bahwa apabila
ada tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, maka
tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan
tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dijatuhkan
baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yaya-
san atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka
yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana terse-
but atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan
itu atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2) Pasal 46 UUPLH menyatakan bahwa jika
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaku-
kan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun
berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan
badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organi-
sasi lain, maka tuntutan pidana dilakukén dan sanksi
pidana dijatuhkan terhadap mereka yang wmemberi perintah
atau vyang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat
apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja
maupun berdasar hubungan iain, melakukan tindak pidana
secara sendiri atau bersama-sama. Ayat (4} pasal ini
berkaitan dengan keharusan pengurus menghadapi sendiri di

pengadilan, meskipun pada saat penuntutan diwakili oleh

bukan pengurus.
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pssal 47 UUPLH menyatakan sebagai berikut

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang

ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup

dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; dan/atau

b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;

dan/atau

perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa

hak; dan/atau

e. meniadakan apa vang dilakukan tanpa hak;

dan/atau

menempatkan perusahaan di bawah pengampuan

paling lama 3 (tiga) tahun.

Q.0

Hh

Mengenai ketentua pidana ini perlu diperhatikan
Penjelasan umum UUPLH yan menyatakan bahwa sebagal penun-
jang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidané
tetap memperhatikan asas subsiaritas, yaitu bahwa hukum
pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum
lain, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan
alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak
sfektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat
dan/atau akibat pefbuatan relatif besar dan/atau perbua--

tannya menimbulkan keresahan masyarakat.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Penegakan Hukum Ketentuan Izin Pembuangan Limbah Cair

Di dalam mewbahas penyelesaian Séngketa pencemaran
air, yang dalam hal ini dilakukan oleh PT. Dunia Metal
Works, terlebih dahulu digambarkan tentang terjadinya
kasus tersebut. Sengketa ini terjadi pada bulan Januari
tahun 1992, di Jl. Raya Pasar Kemis Km & Tangerang. Di
lokasi tersebut terdapat dua pabrik yang letaknya bertolak
belakang, PT. Dunia Metal Works lokasinya berada dalam
posisi lebih tinggi 1,5 m dari lokasi PT. Agarindo Bogata-
ma. Dengan posisi yang demikian tersebut ditambah tidak
adanya saluran tempat pembuangan air dari PT. Dunia Metal
Works, maka apabila musim hujan PT. Agarindo Bogatama
terendam air 1 m sampai dengan 1,5 m dan berbulan-bulan
lamanya. Keadaan ini menyebabkan pagar dari PT. Agarindo
Bogatama rubuh sepanjang lebih kurang 607 m. Di dalam
penelitian lebih lanjut, vyang dilakukan oleh Tim AMDAL
dari Pemda Tangerang, diketahui béhwa tanah témpat pem-
buangan air dari PT. Dunia Metal Works yang merupakan
tanah milik PT. Agarindo Bogatama relah tercemar (PH 4,7).

Upaya penegakan hukum lingkungan dalam penyelesaian
sengketa sebagaimana tersebut di atas tidak selalu harus
diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi terlebih
dahulu diupayakan melalui kesepakatan para pihak vang

bersengketa. Ketentuan tersebut sesual dengan pendapat
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Koesnadi Hardjasoemantri yang menyatakan bahwa selama ini
ada pendapat vyang keliru, vyang cukup meluas diberbagai
kalangan, vyaitu vyang mengatakan bahwa penegakan hukum
lingkungan hanyalah melalui proses di pengadilan. Beliau
mengingatkan, agar pexrlu diperhatikan bahwa penegakan
hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai
sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata,
sanksi pidana (Hardjasoemantri, 1892 : 25} .

Berkaitan dengan pendapat Koesnadi Hardjasoemantri
tersebut, maka dalam membahas penegakan hukum lingkungan
terlebih dahulu dikemukakan tentang wewenang pengelolaan
lingkungan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Hal ini perlu untuk diketengahkan karena wewenang pengelo-
laan lingkungan erat kaitannya dengan pelaksanaan penegak-
an hukum. Aparatur penegakan hukum lingkungan sendiri
biasanya meliputi : Polisi, Jaksa, Hakim, Pejabat atau
instasi yang berwenangmemberil izin, Penasihat  Hukum
(Sundari Rangkuti, 1996 : 190).

Di dalam Pasal 18 ayat (1) UULH disebutkan; bahwa
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional gilak-
sanakan secafa terpadu oleh perangkat kelembagaan yang
dipimpin seorang menteri dan yang diatur dengan Peraturan
Perundang-undangan. Penjelasan pasal ini menyebutkan,
bahwa pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembang-
kannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagail suatu ciri
utamanya. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pengelo-

laan lingkungan hidup perlu ditetapkan kebijaksanaan
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nasional terpadu pengelolaan lingkungan hidup, yang meli-
puti perumusan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan,

sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan nasional.

Di dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) juga disebut-
kan, bahwa pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan
nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dilakukan
oleh lembaga-lembaga pengawasan sesuail dengan ketentuan
yang berlaku. Di dalam pehyelenggaraan kebijaksanaan
terpadu tersebut memerlukan koordinasi agar pelaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dan di daerah
terkait secara mantap dengan kebijaksanaan nasional penge-
lolaan lingkungan hidup, serta wmemantapkan kesatuan gerak
dan langkah yang menjamin tercapainya tujuan pengelolaan
lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna.
Dijelaskan pula, bahwa untuk memberikan wadah koordinasi
pada tingkat nasional dibentuk perangkat kelembagaan yang
dipimpin seorang menteri.

+ Ketentuan tentang wewenang pengelolaan lingkungan
hidup di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 diatur
dalam'Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut
" pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpa-
du oleh instansi pemerintah sesual dengan bidang tugas dan
tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku
pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perenca-

naan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan

lingkungan hidup”.
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Di dalam ayat (4) pada pasal yang sama disebutkan
nKeterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan
nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri".

Magalah wewenang pengelolaan lingkungan hidup
antara UULH dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sama-
sama dilaksanakan secara terpadu dengan dipimpin atau
dikoordinir oleh seorang menteri. Perbedaan dari kedua
undang-undang tersebut dalam masalah wewenang pengelolaan
lingkungan hidup adalah pada UULﬁ tidak menyebutkan secara
tegas bahwa masyarakat dan pelaku pembangunan lain diluar
lembaga atau instansi pemerintah, bersama-sama bertang-
gung jawab untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Kembali pada kasus sengketa lingkungan yang sedang
diteliti, peraturan perundang-undangan yéng digunakan
sebagai dasar penyelesalan kasus tersebut adalah UULH,
karena kasus yang diteliti ini terjadi pada tahun 1992 dan
proses penyelesaiannya pun dimglai_ pgda saat itu Jjuga
yaitu tahun 1992, dimana undang-undang lingkungan hidup
vang digunakan sebagal ketentuaan payung untuk peraturan-
peraturan mengenai masalah lingkungan adalah UULH. Berka-
itan dengan hal tersebut maka yang berkewajiban menegakkan
peraturan-peraturan dalam pengelolaan lingkungan hidup
adalah lembaga atau instansi pemerintah yang telah ditun-

juk berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

pada saat 1itu.
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Berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan penyelesaian kasus sengketa pencemaran lingkungan,
yang dalam hal ini adalah.Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, instansi
pemerintah atau lembaga pemerintah yang mempunyal wewenang
mengendalikan pencemaran air diatur dalam Pasal 13 undang-
ﬁndang tersebut. Di dalam Pasal 13 PP Nomor 20 Tahun 1990
disebutkan sebagail berikut |
(1} Pengendalian pencemaran air di daerah dilakukan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(2) Pengendalian pencemaran air pada sumber air vyang
berada di atau mengalir melalui wilayah lebih dari
satu Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan oleh para
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I vyang bersangkutan
dengan Menteri.

Dalam upaya menegakkan ketentuan mengenal pembuang-
an limbah cair tersebut, perlu dilakukan pengawasan dan
pemantauan. Dalam peraturan pemerintah ini, mengenai siapa
yang behak melakukan pengawasan dan pemaﬁtauan diatur
dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu gsebagai berikut
"Setiap orang vyang mengetahui atau menduga terjadinya
pencemaran air, berhak melaporkan kepada
a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau aparat Pemerintah

Daesrah terdekat, atau
L. Kepala Kepolisian Resort aﬁau aparat Kepolisian terde-

kat™.
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' pDalam rangka menegakkan ketentuan yang telah ada,
maka dalam peraturan pemerintah tersebut juga ditentukan
tugas-tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh Guber-
nur Kepala Daeraﬁ Tingkat I maupun aparat Pemerintah
daerah serta Kepala Kepolisian Resort atau aparat Kepoli-
sian. Tugas serta wewenang tersebut diatur dalam pasal-
pasal sebagai berikut
- Pasal 29

(2) BAparat Pemerintah Daerah terdekat yang menerima
laporan tentang terjadinya pencemaran air wajib
segera meneruskan kepada Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I yang bersangkutan.

(3) Aparat Kepolisian terdekat yang menerima laporan
tentang terjadinya pencemaran air wajib segera
melaporkan kepada Kepala Kepolisian resort vyang
bersangkutan untuk keperluan penyidikan.

(4) Gubernur Kepala Daerah Tiﬂgkat I segera melakukan

penelitian tentang laporan terjadinya pencemaran
air. ,

(5) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud. dalam
ayat (4) membuktikan terjadinya pencemaran air,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I segera melakukan
atau memerintahkan dilakukan tindakan penanggulangan
dan atau pencegahan meluasnya pencemaran.

Melihat pada isi pasal tersebut, dapat diketahui
pahwa tugas dari aparat yang berwenang tidak hanya meman-

tau terjadinya kasus pencemaran darl lapaoran yang ada,

tetapi juga sekaligus mengatasi kasus pencemaran tersebut
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dengan melakukan penanggulangan dan pencegahan meluasnya

pencemaran.

Sedangkan mengenai tugas pengawasan dijelaskan

dalam Pasal 30, yaitu sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

{4)

Pengawasan kualitas air dilakukan oleh Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimak-

sud ayat (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat

menunjuk sebuah instansi di daerah. .

Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi

a. pemantauan dan evaluasi baku mutu limbah cair pada-
tempat yang ditentukan;

b. pemantauan dan evaluasi perubahan kualitas air;

c. pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan

dengan pencemaran aix;

d. evaluasi laporan tentang pembuangan limbah cair dan
analisisnya vang dilakukan oleh penanggungjawab
kegiatan. -

Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan

sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Apabila hasil pengawasan menunijukkan terjadinya pence-

maran air, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memerin-

tahkan dilakukannya penanggulangan dan atau pencegahan

meluasnya pencemaran.
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(6} Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ﬁelaporkan hasil
pengawasan kualitas air kepada Menteri dan Mentexri
lain vyang terkait.

(7) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan tata
laksana pengawasan di daerah;

Dari isi Pasal 30 dapat diketahui bahwa tugas
pengawasan dibebankan sepenuhnya kepada aparat pemerintah
daerah, dimana yang bertanggungjawab adalah Gubefnur'
Kepala Daerah Tingkat I, untuk melaporkan kepada menteri
atau menteri lain vyang terkait. Dalam hal ini aparat
kepolisian maupun Kepala Kepolisian Resort tidak bertaﬁg—
gungjawab dalam hal tugas pengawasarl.

Penjelasan tentang wewenang dari petugas pengawasan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 diuraikan pada
pasal berikutnya, yaitu sebagal berikut
- Pasal 31

(1) Dalam rangka meleksanakan tugasnya, petugas dari
instansie-sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(2) berwenang

a. memasuki lingkungan sumber pencemaran;

b. memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan limbah
dan atau peralatan lain vyang diperlukan untuk
mencegah pencemaran lingkungan;

¢. mengambil contoh limbah;

d. meminta keterangan yang diperlukan untuk mengeta-

nui kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang,

termasuk proses pengolahannya.
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(2) Setiap penanggungjawab kegiatan wajib
a. mengijinkan petugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1} untuk memasuki lingkungan kerjanya dan
membantu terléksananya tugas petugas tersebut;
b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara
lisan maupun tertulis, apabila hal itu diminta.

Dari wewenang vang ada sebagaimana yang diuraikan
pada Pasal 31 peraturan pemerintah ini, maka petugas
pengawas harus melaporkan tugasn?a kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32
sebagai berikut
(1) Setiap penanggungjawab kegiatan wajib menyampaikan

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

a. Laporan tentang pembuangan limbah cair dan hasil
analisisnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6
{enam) bulan.

b. pernyataan bahwa laporan yang telah disampaikan
adalah benar mewakili kualitas limbah cair vyang
sebenarnya dibuang.

(2) Pedoman dan tata cara pelaporan‘ﬁitetapkan oleh Guber-
nur Kepala Daerah Tingkat I atau instansi yang ditun-
juk untuk itu.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab
penuh dalam tugas pengawasan pengendalian pencemaran air.
Dalam rangka wmenegakkan keténtuan yvang ada vyang menjadil
tanggungijawabnya, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1T
mempunyail wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal

33, vyaitu sebagai berikut
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(1) Apabila pembuangan limbah cair melanggar ketentuan
baku mutu limbah cair yang. telah ditetapkan dalam
pasal 15, Gubernur Kepala Daexah Tingkat I menge-
luarkan surat peringatan kepada penanggungjawab kegi;
atan untuk memenuhi persyaratan baku mutu limbah cair
dalam waktu yang ditetapkan.

(2) Apabila pada akhir waktu yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), pembuangan limbah cair belum
mencapai persyaratan baku mutu limbah maka Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I mencabut ijin pembuangan
limbah cair.

- Pasal 34

(1) Menteri menunjuk Laboratorium tingkat pusat dalam
rangka pengendalian pencemaran air.

(2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menunjuk laborato-
rium Ai daerah untuk melakukan analisis kualitas alr
dan kualitas limbah cair dalam rangka pengawasarn dan
pemantauan pencemaran air.

Rerdasarkan bunyi pasal-pasal terseppt di atas,
dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengelolaan lingkungan
hidup dilakukan secara terpadu. Dalam kaitan dengan keter
paduan sebagai ciri utama pengelolaan lingkungan hidup,
Koesnadi Hardjasocemantri menyatakan, bahwa keterpaduan
pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dengan kebi -
jaksanaan nasional dapat dipandang sebagai keterpaduan
horizontal, sedangkan keterpaduan pengelolaan lingkungan

hidup d&i daerah dengan kebijaksanaan nasional merupakan
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keterpaduaﬁ vertikal (Hardjasocemantri, 1994 : 406). Se-
dangkan Siti Sundari Rangkuti berpendapat , bahwa instansi
yvang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan (The real
competent outhority) adalah Menteri-menteri sektoral (The
sectoral Minister) étau konkritnya instansi.yang berwenang
memberi ijin lingkungan (Sundari Rangkuti, 1996 : 79) .

Pendapat Koesnadi Hardjasoemantri_dan pendapat Siti
Sundari Rangkuti tersebut sesual dengan bunyi Pasal 18
UULH sebagaimana vang telah diuraikan di muka, di mana
pada ayat (1) disebutkan bahﬁa wewenang pengelolaan ling-
kungan hidup berada pada Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Sedangkan pada ayat (2) dikatakan bahwa pengelolaan ling-
kungan hidup dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan
kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan
hidup, secara sektoral dilakukan oleh departemen atau
lembaga non-departemen sesual dengan bidang tugas dan
tanggung jawab masing-masing.

Didalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) UULH dikatakan
bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektoral di
daerah dilakukan di bawah koordinasi Kepala Wilayah dalam
kaitan dengén, keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan na-

sional pengelolaan lingkungan hidup.

Pengertian Kepala Wilayah sebagaimana yang dimaksud

dalam penjelasan tersebut, diatur dalam Undang-undang
Nomor 5 tahun 1974. Pasal 79 undang-undang ini menyatakan,
bahwa Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah

Kepala Wilayah Propinsi atau Ibukota Negara. Sedangkan
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Pasal 80 menyebutkan, bahwa Képala Wilayah vyaitu wakil
pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan
dalam wilayahnya, vyang berarti memimpin pemerintahan,
menkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masya-
rakat di segala bidang.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 13597 pada
pasal 25 disebutkan antara lain, bahwa Gubernur/Kepala
Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan
terhadap penanggung Jjawab usaha.dan/atau kegiatan untuk
mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta
menanggulangl akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelang-
garan, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan,
dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan 1lain berdasarkan
undang-undang.

Dalam ayat {2) dari Pasal 25 tersebut dikatakan,
bahwa wewenang Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tersebut
dapat diserahkan kepada Bupati/Wélikotamadya/Kepala Daerah
Tingkat II, dengan menggunakan.-Peraturan Daerah Tingkat I.
Sedangkan ayat (3) dariﬂﬁasal ini mengatur, bagi pihak
ketiga vang berkepentingan berhak mengajukan perﬁohonan
kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan
pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).

Telah dijelaskan di muka, bahwa dalam penyelesaian
kasus ini adalah peraturan-peraturan yang ada pada saat

kasus ini dalam proses penyelesaian, yang antara lain
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adalah Peraturan Pemerintah Nomoxr 20 Tahun 1990 sebagaima-
na yang telah disebutkan di muka. Dalam peraturan tersebut
dijelaskan, bahwa yang berwenang melakukan koordinasi ten-
tang pengelolaan lingkungan hidup di daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya juga sebagai Kepala Wilayah,
yaitu Gubernur untuk Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati
atau Walikotamadya untuk Kepala Daerah Tingkat IT. Untuk
itu agar lebih jelasnya perlu dikemukakan mengenal tata
kerja sekretariat, khususnya yang menyangkut pengelolaan
lingkungan hidup pada sekretariat Wilayah atau Daeran
Tingkat I.

Pada awalnya untuk memberikan pedoman tata kerja
sekretariat tersebut ditetapkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 1980, akan tetapi peraturan tersebut
akhirnya dicabut dan kemudian diganti dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1952 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Wilaya/Daerah Tingkat I dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

Pasal 121 keputusan menteri .ini wmenyebutkan , bahwa
Biro Bina Lingkungan Hidup mempunyail tugas menyiapkan
pembinaan dan petunjuk teknis éi'bidang lingkungan hidup.
Sedangkan pada Pasal 122 disebutkan, pertama bahwa Biro
Bina Lingkungan Hidup mempunyai fungsi wenyiapkan bahan
pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pelestarian dan
pembinaan mutu lingkungan; kedua, melakukan koordinasi
serta menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

pembangunan berwawasan lingkungan.
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Berdasarkan keputusan menteri ini, Birc Bina Ling—
kungan Hidup terdiri dari 2 bagian, yaitu
1. Bzgian Lingkungan Buatan.
Bagian ini terdiri dari 3 sub bagian, vyaitu : Sub
bagian Bina Andal, Sub Bina Penanggulangan Pencemaran,
Sub bagian Penyuluhan.

2. Bagian Lingkungan Alam.
Bagian ini terdiri dari Sub bagian Bina Konservasi, Sub
bagian Bina Sumber Daya Alam, dan Sub bagian Tata Usaha
Biro.

Kedudukan Gubernur Kepala Daerah Sebagai Kepala
Wilayah dalam melakukan koordinasi antar sektor di daerah
berdasar pada Peraturan Pemerintah ﬁomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
Di dalam Pasal 2 peraturan pemerintah ini disebutkan,
hahwa dalam rangka pelaksanaan wéwenang, tugas, dan kewa-
jiban urusan pemerintahan umum, Kepala Wilayah menyeleng-
garakan koordinasi atas kegiatan semua instansi vertikal,
antara instansi vertikal dengan dinas daerah dan antara
instansi vertikal dengan instansi vertikal lainnya.

Ketentuan tentang fungsi Kepala Wilayah dalam
pelaksanaan koordinasi, di dalam peraturan pemerintah ini
diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu sebagail berikut
a. Mengidentifikasi kegiatan dan kepentingan antar instan-

si baik fungsional, sektoral maupun regional.
b. Memadukan kegiatan-kegilatan yang sejenis dan berkaitan.

c. Menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

oleh berbagai instansi.
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Mengikuti perkembangan pelagsanaan tugas instansi
vertikal.
e. Mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas vertikal.
f. Meminta keterangan pelaksanaan tugas instansi vertikal.
Berdasarkan isi dari pasal tersebut di atas, maka
sudah Jjelas bahwa dalam pelaksanaan koordinasi, Kepala
Daerah mempunyai wewenang secara konkrit sebagal pengelo-
la lingkungan di daerah, baik secara horizontal maupun
secara vertikal. Berpedoman pada ketentuan ini pula, maka
di dalam penegakan ketentuan ijin pembuangan limbah cair
yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nowmor 20
Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Gubernur
Kepala Daexah Tingkat 1 sebagai Kepala Wilayah dan aparat
pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990,
mengenai 1jin pembuangan limbah cair diatur pada Pasal 25
yang menyebutkan bahwa Baku Mutu limbah cair yang diiijin-
kan dibuang ke dalam air oleh suatu kegiatan ditetapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah.'Tiﬁgkat I berdasarkan baku
mutu limbah céir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Ijin pembuangan limbah cair, lebih lanjut diatur
dalam Pasal 26 yaitu sebagal berikut
(1) Pembuangan limbah cair ke dalam air dilakukan denagan
ijin yang diberikan oleh Gubenur Kepala Daerah Tingkat
1.
(2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan

dalam ijin Ordonansi Gangguan.
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(3) Ijin pembuangan limbah cair vyang dicantumkan daiam
ijin Ordonansi Gangguan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) harus menyebutkan |
a. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air

untuk produksi;

b. kualitas dan kuantitas limbah cair dan atau bahan
lain vyang diijinkan untuk dibuang ke dalam air
serta frekuensi pembuangannya;

c. tata letak saluran pembuangan limbah cair;

d. sumber dari éir yang digunakan dalam proses produk-
si atau untuk menyelenggarakan kegilatannya, serta
jumlah dan kualitas air terebut;

e. larangan untuk melakukan pengenceran limbah cair;

f. sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
Ketentuan ijin pembuangan limbah cair ke dalam air

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 25 dan Pasal 26

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 pada dasarnya

mensyaratkan adanya baku mutu limbah cair yang dibuang ke

dalam air dari suatu kegiatan industri, yang termuat dalam
ijin pembuangan limbah cair ke dalam air dari suatu kegi-
atan industri. Dalam hal ini baku mutu limbah cair dari
kegiatan industri yang dibuang ke dalam air tidak boleh
melampaui baku mutu -limbah cair vyang ditetapkan oleh

Cubernur Kepala Daerah'Tiﬁgkat I, berdasarkan baku mutu

limbah cair‘L;ang telah ditetapkan secara nasional oleh

Menteri Lingkungan Hidup.
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Tugas dan wewenang daril aparat pemerintah daerah
maupun Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pengenda-
lian pencemaran air sudah dijelaskan secara terperinci
dalam  pasal-pasal sebagaimana yang telah diuraikan di
muka. Sedangkan tugas dan wewenang aparat Kepoliéian
maupun Kepala Kepolisian Resort sebagali salah satu petugas
pelaksana penegakan ketentuan ijin pembuangan limbah cair,
belum secara rinci dijelaskan dalam.peraturgn pemerintah
tersebut. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya kepolisian
harus bisa menjabarkan sendiri langkah-langkah yang harus
ditempuh.

Di dalam melaksanakan tugasnya sebagal aparat
penegak hukum, yang dalam hal ini adalah menegakkan hukum
lingkungan dan ketentuan-ketentuan lain yvang terkait, maka
aparat kepolisian sebagal petugas penyidik harus menguasai
nal-hal sebagai berikut, yaitu ﬁaktor—faktor yang mempe-
ngaruhi dalam penyidikan tindak pidana lingkungan, masalah
lingkungan yang perlu diketahui dan teknik penyidikan
tindak pidana lingkungan (Markas Besax Kepolisian Republik
Indonesia Direktorat Serse, 1996 : 2). ’

Kepolisian mempunyai tanggung jawab melaksanakan
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melaku-
kan penyidikan. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut
polisi sebagal penyidik sangat dipengaruhi oleh berbagail
faktor baik yang menghambat maupun yang mendukung kelan-
caran proses penyidikan. Menurut petunjuk pelaksanaan dari
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, faktor-faktor

tersebut dibagi dalam dua kategori, yaitu
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Faktor Intern

Faktor intern ini meliputi beberapa hal, anatara lain
adalah

a. Sumber daya manusia

Manusia merupakan unsur utama dalam aktifitaé
penyidikan tindak pidana lingkungan, karena proses
penyelesaiannya memerlukan penéetahuan ilmiah dan
ketrampilan teknis yang sangat spesifik, sehingga.
Polri memerlukan sejumlah personil penyidik vyang
berkualifikasi di bidang 1ihgkungan hidup.

b. Anggaran atau dana penyidikan

Anggaran atau dana penyidikan terutama untuk
mendukung pembuktian ilmiah jéuh di atas standard
dana penyidikan tindak pidana pada umumnya.

c. Organisasi atau kelembagaan

Suatu kegiatan dengan tujuan yang sangat
kompleks, memerlukan wadah organisasi dalam suatu
komuniti penyidik sesuai str&ktur organisasil yang
ada, perlu dikembangkan sehingga beban tugas organi-
sasi térsebut secara struktural bisa terbagi habis.
Demikian pula halnya, secara fungsional terisi oleh
penyidik ahli di bidang tindak pidana lingkungan
pada Direktorat Reserse di tingkat Mabes Polri
maupun di tingkat Polda tipe A, B, dan C yang akhir-

nya mampu menjamin kecepatan pelaksanaan tugas dan

dinamika operasional.
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Sistem dan Metoda
gistem dan metoda merupakan sub faktor yang

turut menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan
tugas. Hal tefsebut dikarenakan, bahwa di dalam
pengelolaan lingkungan hidup ditemui berbagai kebi-
jaksanaan pemerintah di samping perkembangan keten-
tuan peraturan perundang-undangan baik yang mengatur
pola pengelolaan, peﬂanganan, penanggulangan perma-

salahan lingkungan hidup. Mengenai hal ini Polri

‘diharapkan agar dapat mengkaji dan mengembangkan

acuan yang ada agar lebih operasional dalam penegak-
an hukum lingkungan.

Sarana Pendukung

Peningkatan kesiapan sarana pendukung khusus-

nya peralatan laboratorium standard maupun laborato-
rium lapangan sangat diperlukan dalam suatu proses
pembuktian bahan pencemar atau perusak lingkungan
hidup. Beberapa perangkat laboratorium yang dimiliki
oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri, anatara lain
Infra Red, Induktifity Covelplasma Spektootometer
(ICPS) dan Gascromatography (GC) . Peralatan tersebut
apabila dibandingkan dengan tantangan tugas dimasa
vang akan datang masih diperlukan kesiapan perangkat

—r

laboratorium yang lebih memenuhi perkembangan jaman.

154



2.

Faktor Ekstern

a.

Undang-undang dan peraturan perundangan yang terkait

Untuk sub faktor ini, masih dirasakan’ perlunya
pengaturan dalam peraturan pemerintah-tentang pelak-
sanaan penerapan hgkumnya. Hél ini dimaksudkan agar
proses penegakan hukum dapat lebih konsisten.
Masyarakat

Masyarakat di sini lebih khusus ditujukan
kepada masyarakat pengusaha/ pemrakarsa/ pimpinan
proyek vang kegiatan proyeknya diketahul dapat
dipastikan menunjukkan dampak negatif terhadap
lingkungan.
Kelembagaan

Pengaruh kurangnya kelengkapan struktural pada
beberapa instansi mengakibatkan lambannya proses
keterpaduan lintas sektorai dalam penyidikan tindak
pidané lingkungan. Diharapkan dengan 1lebih dipaha-
minya peran masing-masing instansi oleh para pelak-
sana sampai di daerah tingkat II, dapat meningkatkan
efektivitas keterpaduan lintas sektorxal, sehingga
proses sejak diketahuinya suatu rxencana kegiatan
berdampak penting dan atau telah terjadi tindak
pidana lingkungan sampail dengan penyelesaian penyi-
dikannya lebih cepat dan tepat (Mabes Polri Direk-

torat Regerse, 1996 : 3-6}.
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Dengan mengetahul faktor-faktor yang mempengaruhi
dalam penyidikan tindak pidana lingkungan, diharapkan
Polri sebagai penyidik akan dapat mengantisipasi sedini
mungkin apabila faktor vyang berpengafuh tersebut akan
menghambat atau merupakan kendala dalam proses penyidikan.
Sebaliknya Polri diharapkan dapat memaksimalkan faktor
vang berpengaruh dalam proses penyidikan tersebut apabila
faktor itu membantu atau berdampak positip bagl proses
penyidikan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di muka, bagi
Polri dalam menangani masalah penegakan hukum lingkungan
di samping harus mengetahui faktor-faktor yang mempenga-
ruhi proses penyidikan, hal kedua yang harus dikethuil
adalah masélah lingkungan itu sendiri. Masalah-masalah
lingkungan yang harus diketahuil Polri menurut petunjuk
pelaksanaan dari Mabes Polri Direktorat Reserse antar lain
yvailtu
1. Undang-undang, Peraturan Pemerintah terkait yang menda-

sari kewenangan prnyidikan.
2. Dampak vyang ditimbulkan.

Dalam peﬁbangunan terdapat pergeseran kepentingan
vang tidak bisa dihindarkan, vyaitu kepentingan pemba-
ngunan dan kepentingan untuk melestarikan kualitas
lingkunganyang baik. Pergeseran dua kepentingan terse-
but diartikan sebagai dampak. Setiap kegiatan yang
menimbulkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar,
maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan

yang telah menimbulkan dampak penting.
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Dalam hubungannya dengan kegiatan industri;

a. Setiap kegiatan usaha industri diwajibkam untuk
mencegah dan Menanggulangi pencemaran terhadap
lingkungan hidup.

b. Kegiatan usaha industzri persebut dikategorikan
sebagai berikut

i) Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan
hidup.

ii) Menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
hidup.

c. Yang dalam melakukan kegiatan industrinya akan
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
hidup, diwajibkan langsung wuntuk membuat ANDAL,
Renacana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL), sebelum diterbitkan

Surat Ijin Usaha Industrinya.
Baku mutu lingkungan.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
hidup diadakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan
engan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu ling-
kungan adalah batas atau kadar, makhluk hidup, =zat,
energi, atau komponen lain yang ada dan atau unsur
pencemar yang ditenggang adanya dalam lingkungan sesual
dengan peruntukannyé.

Baku mutu limbah.

Mengenai baku mutu limbah berpedoman pada Keputusan

Menteri Nomor 03/MENKLH/11/1991 tentang Baku Mutu

Limbah (Mabes Polri Direktorat Reserse, 1996 : 6-16) .
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Langkah berikutnya yang sangat menentukan dalam
proses penyidikan, yaitu teknik penyidikan itu sendiri.
Penyidik ‘dalam menjalankan tugasnya harus memahami apa
yvang harus dilakukan agar tugas yang dibebankan kepadanya
dapat berhasil dengan sukses. Hal-hal yang harus diketahui
dan dikuasai oleh seorang penyidik antara lain, yaitu
1. Penyidikan

Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik

untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan
pukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi
dan guna menemukan pelakunya.
2. Menguasai materi hukumnya
Polri sebagai aparat penegak hukum diberi wewenang
melakukan penyelidikan dan penyidikan, untuk itu harus
mampu mengerti dan memahami arti dan makna berbagai
masalah vyang dihadapi, sebelum melakukan tindakan
penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini terhadap
perkara yang menyangkut perusakan dan pencemaran ling-
kungan hidup.
3. Pembuktian tindak pidana lingkungan
Dalam mengkaji masalah pembuktian sudah barang
tentu akan selalu berdasar pada hukum penbuktian, yaitu
meliputi alat-alat bukti, sistem penggunaan alat bukti,
dan nilai atau kekuatan dari pada alat bukti tersebut.
pembuktian dimaksudkan untuk wembuktikan secara
yuridis tentang telah terjadinya tindak pidana terten-
tu, dalam hal ini tindak pidana lingkungan, dan kesa-

lahan pelakunya tersebut merupakan fokus pembuktian.
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Penyelidikan

Penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan mengum-
pulkan informasi selengkapnyé; berkenaan dengan bénér
atau tidaknya bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
Di samping itu penyelidikan dilakukan dengan maksud
untuk wendapatkan keterangan, kejelasan tentang orang
(tersangka maupun saksi) dan atau bukti, dan atau
tempat-tempat yang berhubungan dengan tindak pidana
yang terjadi secara lengkap (termasuk pengolahan TKP)
supaya dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan.
Persiapan penyidikan

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses
penyidikan, yaitu melakukan koordinasi dengan instansi-
instansi yang terkait, pembentukan team terpadu dan
mempelajari Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Penetapan sasaran dan cara bertindak
Penindakan
Pemeriksaan

Dalam tahap ini perlu dilakukan pemeriksaan secara
intensif terhadap para tersangka dan saksi-saksi untuk
mendapatkan keterangan dan materi sesual konstruksi
hukumnya agar terpenuhi kelengkapan berkas perkara
untuk diajukan ke Pengadilan melalui Kejaksaan atau
Penuntut Umum.
Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

‘Apabila dinilai telah cukup bukti sesuai dengan
persyaratan alat bukti yang sah menurut KUHAP, Penyidik

wajib mengajukan Berkas Perkara Tindak Pidana ({(dalam
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hal ini tindak pidana pencemaran dan perusakan ling-
kungan hidup) ke lembaga peradilan atau Penuntut Umum
dengan memperhatikan berbagai persayaratan, vaitu

a. Penyerahan tahap pertama.

b. Penyerahan tersangka dan barang buktinya.

(Mabes Polri Direktorat Reserse, 1996 : 16-30).

Sesuai dengan ketentuan Ijin Pembuangan Limbah
Cair, bahwa petugas yang berwenang dalam hal penegakan
peraturan ini adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau
pemerintahan daerah dengan Kepala Kepolisian Resort atau
aparat kepolisian. Demikian pula halnya, dalam kasus yang
sedang penulis teliti, petugas yang berwenang maupun tugas
dan kewenangannya berdasarkan pada ketentuan tentang Ijin
Pembuangan Limbah Cair.

Pihak kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 12
Mei 1992 mendapat laporan, bahwa telah terjadi tindak
pidana lingkungan yang berupa tindak pidana pencemaran dan
pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Dunia Metal
Works. Tindak pidana tersebut terjadi dengan cara membuang
air limbah perusahaan tidak pada tempatnya sehingga air
limbah tersebut mengalir ke tempat lain yaitu PT. Agarindo
Bogatama (pihak pelapor), vyang mengakibatkan rusaknya
lingkungan dan tembok PT. Agarindo Bogatama menjadi roboh.

Dari laporan tersebut aparat kepolisian Polda Metro
Jaya segera menindaklanjuti untuk menyelesaikaﬁ kasus ini

dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tentang Ijin

160



Pembuangan Limbah Cair yang ada pada Peraturan Pemerintah
Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencmaran Air.
Sedangkan pelaksanaannya, aparat kepolisian mengacu pada
petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Polri
sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Berdasarkan laporan yang diterima dari pihak PT.
Agarindo Bogatama tersebut pihak kepolisian Polda metro
Jaya memasukkan tindak pidana yang dituduhkan kepada PT.
Dunia Metal Works adalah melanggar Pasal 22 jo Pasal 1
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1582 (UULH}) dan Pasal 406
KULP. Untuk bisa membuktikan bahwa memang benaxr-benar
telah terjadi tindask pidana sebagamana yang dituduhkan,

maka aparat kepolisian tersebut menempuh langkah-langkah

sebagai berikut
1. Mengumpulkan data-data
Di dalam mengumpulkan data-data tersebut, kepoli-
sian melakukannya dengan mglalui beberapa langkah,
vaitu
a. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara.  (TKP)
Berdasarkan laporan yang ada dan berpegang pada
Surat Perintah Tugas Kepolisian Polda Metro dJaya
sebagai penyidik bersama Team Labkryn Mabes Polri
pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1992 jam 14.30 Wib
mendatangi lokasi PT. Agarindc Bogatama dan PT.

Dunia Metal Works, vyang letaknya. di Kp. Cilongok
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Desa Sukamantri, Kec. Pasar Kemis Tangerang. Sesam-
painya di tempat kejadian perkara penyidik melakukan
pengambilan sampel air limbah di lokasi tanah PT.
Agarindo Bogatama sebanyak 4 (empat) jerigen yang
terkena limbah PT. Dunia Metal Works. Di. samping itu
juga dilakukan pengambilan sampel air limbah dari
pT. Dunia Metal Works sebanyak 5 (lima) Jjerigen,
yang selanjutnya sampel -sampel = tersebut segera
diteliti secara laboratories akan keidentikannya di
I.abkrim mabes Polri.

Pemanggilan para saksi untuk didengar kegaksiannya

agar kasus ini menjadi jel%s,'sehingga dpat disele-
saikan dengan benar. Untuk kejelasan kasus ini
dipanggil pula pihak tersangka.

Dalam rangka mencari kejelasan dan kebenaran kasus

ini, maka dilakukan pula penggeledahan di PT. Dunia
metal Works, berdasarka Surat Perintah Penggeledahan
yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. 7

Dari tahap pengumpulan data tersebut diperoleh

kejelasan bahwa memang benar ada PT. Agarindo Bogatama
vang berdiri pada bulan Juni tahun 1987, vyang terletak
di Jl. Raya Pasar kemis Km 6 Tangerang dengan direkﬁur
utamanya bernama Efendy Tjoeng. Pada tahun 1990 disebe
lah barat PT. Agarindo Bogatama berdiri PT. Dunia Metal

Works dengan penanggung jawab Ir. Juniartc Suhandinata.
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Letak PT. Agarindo Bogatama lebih tinggi dari area

PT.Agarindo Bogatama. Pada kunjungan ke TKP diketahuil
bahwa benar telah terjadi limbah cair PT. Dunia Metal
Wokrs mengalir ke PT. Agarindo Bogatama, sehingga
mengakibatkan rumput-rumput yang berada disekitar
perusahaan pelapor tercemar limbah cair tersebut, di
samping itu tembok perbatasan PT. Agarindo Bogatama
pada sekitar jam 23;00 Wib, hari Kamis, Tanggal 9
Januari 1992 rusak dan ambruk. Berdasarkan keterangan
gaksi, sejak bulan Desember 1591 air limbah PT. Dunia
Metal Works telah mencemari tanah PT. agarindo Bogata-
ma, berwarna merah kehitaman Dari kejadian tersebut
diketahui pihak PT. Agarindo Bogatama menderita keru-
gian sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah}.

Berdasarkan hasil penyidikan didapat hasil bahwa

PT. Dunia Metal Works sudah mempunyai Bak Water Treat-
men, akan tetapi cara pengolahan limbahnya tidak sesuai
dengan ketentuan yang ada. PT. Dunia Metal Works dalam
mengolah limbah yang pextama dilakukan adalah wmenampung
limbah yang ada ke dalam bak water treatmen. Di dalam
memompa ke bak water tréatmen tersebut limbah melalui
bak ke dua, di sini limbah dicampur dengan kapur sirih,
diaduk dengan angin melalui pipa kemudian dialirkan ke
bak ketiga. Dari hasil tes, PHE limbah dalam bak kedua
ini adalah 4. Setelah dari bak ketiga, limbah kemudian
dialirkan ke bak keempat, yang selanjutnya dialirkan

lagi ke bak kelima. Dalam bak ini, hasil tes PH adalah
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8. Berikutnya limbah dialirkaﬁ ke bak keenam dan dicam-
pur dengan Couguran agar cairan mengendap. Selanjutnya
limbah dialirkan ke bak ketujuh dan PH nya dijadikan 7,
baru kemudian dialirkan ke bak kedelapan. Dari bak
kedelapan ini limbah dibuang ke sumur penampungan
melalui pipa selebihnya limbah dibuang ke lahén

sendiri.

Berdasarkan penyidikan dapat diketahui pula bahwa
PT. Dunia Metal Works belum mempunyai tenaga ahli
dibidang pengolahan air limbah. Di dalam mengukur PH
limbah pun hanya menggunakan alat PH meter, sedangkan
COD dan BOD tidak pernah dilakukan pengukuran.

Pembuatan sumur penampungan limbah vyang sudah
diolah dilakukan setelah PT. Dunia MetalIWorks berpro-
duksi selang beberapa waktu, vyaitu sekitar bulan
Agustus 1991. Di samping itu kedalaman sumur tersebut
hanya 5,5 meter dan dasar sumur tidak dicor. Adapun
jarak antara sumur penampungan limbah dengan tanah
milik PT. Agarindo Bogatama adalah 5 meter.

PT. Dunia Metal Works juga membuat got (;aluran
air} sekitar bulan Juni 1991, vang kegunaannya adalah
untuk menampung air hujan. Apabila air hujan tidak
tertampung maka pintu got tersebut dibuka, selanjutnya
air got tersebut disalurkan ke tanah orang lain yang

letaknya lebih rendah, vaitu tanah wmilik PT. Agarindo

Bogatama.




Selama ini dari hasil penyidikan diketahui, bahwa
PT. Dunia Metal Works belum pernah membawa limbah cair
ke P 4 L untuk dilakukan pemeriksaan secara para meter
laboratories, sedangkan dalam ﬁroses produksi digunakan
HCL dan air dengan komposisi air sebesar 87%, HCL 13%,
dan bahan bakunya adalah kawat rod. PT ini sudah pernah
mengajukan PIL {(Penyajian Informasi Lingkungan), yaitu
pada tanggal 27 Maret 1992 ke konsultan Amdal, tetapi
belum terrealisir. Upaya lain dari PT. Dunia Metal
Works yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pihak
pimpinan PT ini berusaha menagatasi pencemaran ling-
kungan dengan cara melakukan konsultasi dan kerja sama
dengan team AMDAL. Kerja- saﬁa ini berupa perjanjian
kerja sama dengan PT. Dian Satria Utama untuk pembuatan

pengolahan limbah, pada tanggal 28 April 1992.

Analisa Data

Menganalisa data-data yang telah diperoleh, polisi
sebagai penyidik mendapat hasil bahwa kasus sengketa
pencemaran ini merupakan tindak pidana lingkungan yang
melanggar Pasal 22 jo Pasal 1 UULH dan Pasal 406 KUHP.
Hasil analisa tersebut adalah sebagai berikut
a. Melanggar Pasal 22 jo Pasal 1 UULH, yaitu

Barang siapa, dalam hal ini PT. Dunia Metal Works

yang diwakili oleh Ir. Juniarto Suhandinata selaku

pengelolan dan wakil direktur PT. Dunia Metal Works.
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Dengan sengaja melakukan perbuatan, yaitu tersangaka
Ir. Juniarto Suhandinata sebagal penanggungjawab
dalam PT. Dunia Metal Works mengetahui secara sadar
telah membuang limbah cair ke sumur yang dibuat
sendiri dan sengaja tidak dicor dasarnya, sehingga
air merembes ke tanah disekitarnya (PT.Agarindo
Bogatama), kemudian dengan sengaja sumur tersebut
dibuat dekat dengan tembok pembatas milik PT. Aga-
rindo Bogatama, dJdan setelah ada tegoran dari PT.
Agarindo Bogatama bahwa tanahnya tercemar, karu
kemudian pembuangan air limbah dialibhkan ke lahan
sendiri. Dengan demikian berdasarkan teori kesenga-
jaan "Kesadaran dengan kepastian", tersangka meme-
nuhi syarat kualifikasi melakukan tindak pidana
dengan sengaja.

Menyebabkan rusak lingkungan hidup atau tercemarnya
lingkungan hidup, yaitu dengan didukung keterangan
saksi ahli dari Labkrim Mabes Polri menjelaskan,
pahwa air limbah yang mencemari lahan PT. Agarindo
Bogatama identik dengan air limbah PT. Dunia Metal
Works dan bersifat toxin.

Walaupun dampak yang diakibatkan limbah tersebut
tidak dapat ditentukan secara . pasti pencemarannya
karena lahan tersebut kosong dan peruntukannya tidak
jelas. Namun demikian setidak-tidaknya tanah terse-

but mengandung limbah dari PT. Dunia Metal Works.
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data tersebut di atas
disertai dengan adanya barang bukti dari hasil Labkrim
Mabes.Polri dan didukung dengan keterangan para saksi,

maka polisi sebagai penyidik berpendapat sebagai beri-

“kut

a. Terhadap tersangka Ir. Juniarto Suhandinata selaku
pengelola PT. Dunia Metal Works di J1. Raya Pasar
Kemis Km 6,3 Tangerang dapat dipersangkakan telah
dengan sengaja membuang air limbah ke dalam sumnur

sendiri, dimana sumur tersebut tidak dicor sehingga

air limbah merembes ke tanah atau lahan orang lain

(PT. Agarindo Bogatama) vyang mengakibatkan rusaknya
lingkungan hidup dan tercemarnya lingkungan hidup
yvang diatur dalam rumusan Pasal 22 ayat (1) dan (2)
jo Paéal 1 butir 7 dan 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun
1982 (Primer).

b. Dengan adanya pembuangan air limbahfdari PT. Dunia
Metal Works ke lahan PT. Agarindo Bogatama melalui
lubang tembok pembatas kedua PT tersebut, maka air
yvang tergenang di lokasi mendorong tembok PT. Aga-
rindo Bogatama hingga roboh dan rusak. Dengan demi-
kian tersangka Ir. Juniarto Suhandinata dapat diper-
salahkan telah melakukan pengrusakan pagar tembok

pT. Agarindo Bogatama seperti yang diatur dalam

pasal 406 KUHP.
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Tindakan-tindakan, langkah-langkah, maupun tahapan-
tahapan vang dilakukan oleh Polri selaku penyidik dalam
kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Dunia
Metal Works ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan
tentang kedudukan, tugas, tanggung jawab dan wewenang
Polri vang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1990, dengan pengembangan;pengembangan sebagaimana petun;
juk pelaksanaan dari Mabes Polri.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau aparat pemer-
intah terdekat, yang dalam hal ini adalah Camat, yang juga
merupakah salah satu pihak yang berhak menerima laporan
dan bertanggungjawab apabila terjadi pencemaran, dalam
kasus pencemaran ini, menjalankan tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
peraturan pemerintah ini pula.

Dalam kasus pencemaran ini, PT. Agarindo Bogatama
vang merupakan pihak yang dirugikan, melapor ke Camat
setelah upaya yang dilakukan untuk minta pertanggungjawab-
an terhadap pihak pencemar tidak ada reaksi sama sekali.
Kemudian Camat berdasarkan wewenang vang ada melaporkan ke
?emerintah daerah 4i atasnya vyang lebih berwenang, yang
dalam hal ini adalah Pemerintah .Daerah Tingkat II Tange-
rang. Aparat Pemerintah Derah Tingkat Il Tangerang menun-
juk Team AMDAL. agar memanggil masing-masing pihak, untuk
kemudian mengadakan penelitian ke lokasi pencemaran terse-
»ut . Team AMDAL datang ke lokasi pencemaran pada tanggal

31 Maret 1992. Berdasarkan pada data-data yang ada dan
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hasil penelitian yang dilakukan oleh Team AMDAL tersebut
diketahui bahwa di lokasi yang diteliti telah terjadi
pencemaran, dimana rumput-rumput di lokasi yang diteliti
menjadi kering dan tidak bisa tumbuh lagi. Tanah di lokasi
penelitian berwarna agak kekuning-kuningan dan mengandung
karat. Untuk mendapatkan kepastian apakah penyebab keru-
sakan lingkungan tersebut, Team AMDAL melakukan penelitian
terhadap limbah cair dari PT. Dunia Metal Works yang
mengenai lokasi yang diteliti, yang merupakan milik dari
pT. Agarindo Bogatama. Dari hasil penelitian, ternyata
1imbah cair tersebut melebihi baku mutu limbah cair indus-
tri, sehingga tanah dimana limbah cair itu dibuang PH-nya
4,7. PH 4,7 tersebut menunjukkan bahwa tanah tersebut
telah tercemar.

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Polri
maupun aparat pemerintah terdekat vyang dalam hal ini
dilakukan oleh Team AMDAL, menunjukkan bahwa di samping
telah melanggar UULH dan KUHP, PT. Dunia Metal Works juga
telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada Peratur-
an’ Pemerintah Nomor 20_ Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air. Pelanggaran tersébut antara lain terhadap
Pasal 17, dimana PT. Dunia Metal Works belum pernah memba-
wa limbah cair ke P 4 L untuk melakukan pemeriksaan secara
para meter laboratories, sedangkan di dalam pasal ini
memberi ketentuan bahwa setiap. orang atau badan yang
membuang limbah cair wajib mentaati baku mutu limbah cair

sebagaimana ditentukan dalam ijin pembuangan limbah cair
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yang ditetapkan baginya. Di samping itu untuk membuang
limbah cair ke dalam tanah terlebih dahulu harus mendapat
ijin dari Menteri setelah melakukan penelitian, sedangkan
PT. Dunia Metal Works membuang limbah cair ke dalam tanah
tanpa menunggu ijin dari Menteri. Apa yang dilakukan oleh
PT. Dunia Metal Works ini melanggar Pasal 19 dari peratur-
an pemerintah ini.

Sebagaimana yang telah’ diketahui dari hasil penyi-
dikan, bahwa sejak PT. Dunia Metal Works berdiri sampai
terjadi kasus pencemararmn, penanggungjawab kegiatan dari PT
ini beluh pernah memberikan Ilaporan tentang pembuangan
1imbah cair dan hasil analisisnya kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I. Hal ini melanggar ketentuan dari Pasal
32 ayat (1) PP No. 20/1990. Dalam Pasal 32 ayat (1) terse-
but dikatakan, bahwa setiap penanggungjawab kegiatan wajib
menyampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
laporan tentang limbah cair dan hasil analisanya sekurang-
kurangnya sekali dalam 6 bulan dan laporan tersebut harus
disertal pernyataan bahwa apa yang telah disampaikan
benar-benar mewakili kualitas limbah cair yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil temuan sebagaimana tersebut di
atas, diketahui bahwa PT. Dunia Metal Works telah melang-
gar ketentuan-ketentuan dari Pasal 17, 19 dan 32 dari PP
No. 20/1990. Sesuai bunyl Pasal 37 peraturan pemerintah
ini, maka PT. Dunia Metal Works dapat dikenal tindakan
administratif oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II. Tindakan administratif ini tidak wmenutup

kemungkinan dikenakannya tindakan hukum lainnvya.
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Dalam penjelasan Pasal‘37 ayat (1) disebutkan,
bahwa bentuk tindakan administratif ini dapat berupa
pencabutan ijin pembuangan limbah, penghentian sementara
kegiatan, penyegelan semua saluran pembuangan limbah cair
atau berupa tindakan lainnya yang ditentukan dalam ijin.
Tindakan administratif yang dilakukan oleh Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Tangerang terhadap PT. Dunia Metal Works
dalam kasus pencemaran lingkungan ini adalahberupa
penye.lhl5, 8
gelan semua saluran pembuangan limbah cair sampai dengan
pembuangan limbah cair tersebut diperbaiki seguai dengan
ketentuan yang ada serta memberikan ganti keruglan kepada
PT. Agarindo Bogatama sesuai dengan kesepakatan kedua
belah pihak. Tindakan Bupati tersebut merupakan galah satu
upaya dalam menegakkan ketentuan Ijin pembuangan limbah
cair berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun

1990 tntang Pengendalian Pencemaran Air.

B. Upaya Penyelesaian Sengkeﬁa Pencemaran Limbah Industri

PT. Dunia Metal Works
Pengembangan industri merupakan suatu kebutuhan

bagi pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara, akan tetapi
satu hal vyang harus seclalu diperhatikan adalah bahwa
menurut Undang-Undang Dasar 1945, keglatan pembangunan di
bidang industri harus berjalan sesual peraturan yang
berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan-

ketentuan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang
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berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan industri
“harus selalu dipatuhi dan ditegakkan oleh semua pihak
sebagaimana mestinya, agar tujuan dari_ pembangunan itu
sendiri dapat tercapai. Berkaitan dengan hal ini dapat
dikemukakan pendapat P.L. Coutrier, agar dalam pelaksanaan
pembangunan 25 tahun yang akan datang, Indonesia harus
berpegang teguh pada pola pembangunan yang berkelanjutan
(P.L. Coutrier, 1992 ; 9). |

Dalam rangka penegakan hukum yang berkaitan dengan
pengembangan industri, hal pertama yang perlu diperhatikan
adalah masalah pemeliharaan lingkungan, khususnya dalam
hal ini adalah tanah vang dijadikan untuk pembangunan
vawasan industri. Hal tersebut dimaksudkan agar fungsi
tanah dalam proses pemanfaatan tanah untuk pembangunan
kawasan industri serta kegiatan industri yang berlokasi di
dalamnya dapat tetap berfungsi dengan baik sesuai perun-
tukannya. Dengan demikian tujuan penegakan hukum yang
berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan industri
dapat tercapai, vyaitu agar lingkungan hidup ini dapat
selalu bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa dan
negara di masa-masa mendatang. '

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi
kasus pencemaran sebagaimana halnya yang dilakukan oleh
_PT. Dunia Metal Works, harus diselesaikan sesual dengan
ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan hukum vyang

mengaturnya, agar pembangunan yang berkesinambungan dapat

terlaksana.
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Dalam menyelesaikan kasus sengketa pencemaran
antara PT. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama,
perdasar pada UULH sebagai ketentuan payung dari peratur-
an-peraturan hukum tentang lingkungan hidup. Digunakannya
UULH sebagai dasar hukum dalam kasus ini dikarenakan kasus
ini terjadi pada tahun 1992.

Sebelum menggunakan UULH dalam penyelesaian kasus
ini, terlebih dahulu wmenggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
untuk wmelakukan penyidikan, penelitian dan pembuktian
telah terjadinya pencemaran sebagaimana yang telah dije-
laskan di muka. Meskipun di dalam peraturan pemerintah ini
juga dicantumkan sanksi bagi pihak pencemar, akan tetapi
tidak diatur tentang cara penyelesaian apabila terjadi
sengketa pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam penyele
saian lebih lanjut kasus ini harus melihat pada ketentuan
yang ada dalam UULH.

Ketentuan dalam UULH yang pertama-tama harus dili-
hat adalah Pasal 5 ayat (2), yaitu yang menyebutkan bahwa
setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan
mencegaﬁ serta menanggulangl kerusakan dan pencemarannya.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka PT. Dunia Metal Works
bertanggungjawab atas pulihnya lingkungan yvang telah
diéemarkan tersebut. Untuk itu Koesnadi Hardjasoemantri
berpendapat, bahwa seorang pencemar atau perusak lingkun-

gan harus menghadapi tiga macam sanksi sekaligus yang

bersifat komulatif, yaitu
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Sanksi administratif yang terkait dengan sistem peri-

jinan. Sanksi ini selalu dapat dikenakan sesuai keten-
tuan yang tercantum dalam ijin yang diberikan;

Sanksi perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat
(1) UULH dan Pasal 20 ayat (3) UULH. Sanksi ini berupa
ganti kerugian yang diberikan apabila ada pihak yang
menderita akibat suatu pencemaran atau perusakan terha-
dap lingkungan. Dalam hal ini, walaupun tidak ada pihak
yang menderita, sanksi perdata ini tetap dikenakan
berhubung dengan lingkungan yang harus dipulihkan
kembali karena yang menderita adalah lingkungan.

Sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UULH.

Sanksi ini dikenakan sesuai dengan pertimbangan Polisi
sebagai penyidik dan jaksa gsebagai penuntut umum
(Hardjasocemantxri, 1994 : 398 - 399).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penyele-

saian sengketa pencemaran antara PT. Dunia Metal Works

dengan PT. Agarindo Bogatama harus memperhatikan pula

peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan lingkungan

di luar UULH, vang telah dikeluarkan pemerintah pada saat

kasus tersebut terjadi.

Mengenai sanksi administratif, perlu kiranya diper-

hatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut

1.

Ketentuan yang ada dalam HO (Undang-undang Gangguan)
Stb. 1926 - 226, yaitu dalam Pasal 12 ayat (1) yang
menyebutkan bahwa apabila menurut pertimbangan pejabat

yang memberikan ijin itu syarat-syarat yang diadakan
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itu tidak cukup, maka pejabat itu dapat menyuruh supaya
kelalaian-kelalaian itu diperbaiki dalam waktu yang
ditetapkannya, ataupﬁn mencabut ijin itu.

Ketentuan Ijin Tetap dan Ijin Perluasan Kawasan Indus-
tri. Berdasarkan ketentuan yang diterbitkan berdasarkan

SK Menteri Perindustrian No. 291/M/SK/10/1989 tentang

‘Tata Cara Perijinan dan Standar Teknis Kawasan Indus-

tri, disebutkan bahwa ijin-ijin ini dapat dicabut
apabila perusahaan kawasan indstri vyang bersangkutan
tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pencegahan tim-
bulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan serta yang
menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja.

Ketentuan tentang Pengendalian Pencemaran Alr vyang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1290.
Dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan, bahwa barang siapa
melanggar ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20,
Pasal 32 Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan
administratif oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II. Dalam éyat (2) disebutkan bahwa tindakan
administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
menutup kemungkinan dikenakan tindakan hukum lainnya.

Sanksi administratif dari peraturan-peraturan seba-

gaimana yang telah disebutkan ada beberapa bentuk, yaitu
yang pertama adalah melengkapi persyartan-persyaratan yang
ditentukan, yang kedua adalah pencabutan ijin dan yang
ketiga adalah sanksi administratif dikomulatifkan . dengan

pbentuk sanksi yvang lain. Di dalam kasus sengketa pencemar-

175




an lingkungan antara PT. Dunia’ Metal Works dengan PT.
Agarindo Bogatama ini sanksi administratif yang dijatuh-
kan terhadap PT. Dunia Metal Works berupa penyegelan semua
saluran pembuangan limbah cair sampai dengan diperbaikinya
saluran tersebut sesual dengan ketentuan yang ada serta
pemberian ganti kerugian kepada PT. Agarindo Bogatama
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
adapun proses penyelesaian perkara ini selanjutnya,

kedua belah pihak maupun dari pemerintah sepakat untuk
tetap diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sesual dengan
peraturan yang ada, penyelesaian sengketa lingkungan
hidup bisa dilakukan diluar pengadilan maupun melalui
jalur pengadilan.

Apabila sengketa lingkungan yang disebabkan pence-
maran atau perusakan lingkungan hidup diselesaikan melalui
jalur pengadilan, wmaka sebagaimana pendapat Koesnadi
Hardjascemantri di samping diancam sanksi administratif,
juga diancam sanksi perdata maupun sanksi pidana. Berkait-
an dengan sanksi perdata, perlu kiranya diperhatikan .
peraturan-peraturan yang wmenjadi dasar pemikiran atau
landasan hukum dijatuhkénnya sanksi perdata, pada saat

kasus sengketa ini terjadi. Peraturan-peraturan hukum

tersebut adalah sebagai berikut

1. Pasal 5 ayat (2} Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982

(UULH) . Dalam pasal ini disebutkan, bahwa memelihara
lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi

pencemaran dan atau perusakan lingkungan mexrupakan

176



kewajiban hukum setiap orang. Ketentuan tersebut memn-
beri pengertian, bahwa perbuatan mencemari dan atau
merusak lingkungan merupakan suatu perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban hukum. Menurut Daud
gilalahi berdasarkan pendapat Moestadji, bahwa apabila
bunyi Pasal 5 ayat (2) UULH ini dikaitkan dengan ajaran
mengenai perbuatan melawan hukum, maka dapat disimpul-
kan bahwa perbuatan pencemaran dan atau perusakan
lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum (Silalahi,
1995 : 63). Pendapat tersebut memberikan pengertian
bahwa ada keterkaitan antara pengelolaan lingkungan
hidup dengan aspek  hukum perdata, yang mengacu pada
ketentuan Pasal 1365 BW. Pasal tersebut pada dasarmnya
berintikan bahwa perbuatan yang membawa kerugian pada
orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menim-
bulkaﬁ kerugian itu untuk mengganti keruglan. Di dalam
undang-undang lingkungan yang baru, yaitu gndang—undang
Nomor 23 Tahun 1997, ketentuan tentang kewajiban untuk
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, wence-
gah dan menanggulangi pencemararn dan perusakan lingkun-
gan hidup bagi setiap orang diatur dalam Pasal 6 ayat
(1) . Sebagaimana dengan Pasal 5 ayat (2) pada UULH,
pasal inl pun mengandung pengertian bahwa perbuatan

mencemari dan atau merusak lingkungan merupakan perbua-

tan melawan hukum.
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2.

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
(UULH) . Pasal ini ‘pada intinya berisi ketentuan yang
memberikan perlindungan terhadap korban perusakan dan
atau pencemaran lingkungan. Akan tetapi bunyi pasal
tersebut menunjukkan bahwa pasal tersebut menganut asas
Liability based on fault atau tanggung jawab berda-
sarkan kesalahan. Dengan asas tersebut pihak korban
belum sepenuhnya terlindungi, karena beban pembuktian
berada pada pihak korban atau penggugat {siahaan, 1987
177) .
pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
(UULH) . Pasal ini Dbelum bisa efektif dilaksanakan
karena peraturan pelaksananya belum ada. Untuk mengata-
si hal tersebut, berdasarkan pasal ini pula Koesnadil
Hardjasoemantri menawarkan suatu konsep, yaltu "konsep
kemitfaan" dalam upaya menyelesaikan suatu perka perda-
ta lingkungan. Konsep tersebut berintikan agar para
pihak, vyaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat
(LSM} dan pihak universitas (pusat studi lingkungan}
secara bersama-sama mencari jalan keluarnya atas dasar
kesepakaﬁan melalui musyawarah (Hardjascemantri, 19594
392).
Mengenai ganti kerugian dalam rangka penyelesaian
melalui pengadilan, di dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 1997 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 mengatur
ketentuan tentang dibukanya kemungkinan untuk mengaju-

kan gugatan ganti rugi ke pengadilan atas kerugian yang
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ditimbulkan akibat pencemaran dan/atau peusakan ling-
kungan hidup. Dalam Pasal 34 ayat (1} desebutkan, bahwa
setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemar
‘ dan/atau perusakan lingkungan hidup vyang menimbulkan
kerugian pada orang lain atau ling-kungan hidup, mewa-
jibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan terten-
tu.

Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa ayat ini merupakan
realisaéi asas yang ada dalam hukum lingkungan yang
disebut asas pencemar membéyar. Selain diharuskan
membayar ganti rugil, pencemar dan/atau perusak ling-
kungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk
melakukan tindakan hukum tertentu.

Ayat (2) dari pasal ini menyatakan bahwa selain pembe-
banan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hakim dapat wmenetapkan pembayaran uang paksa
(dwangsom) atas setiap hari keterlambatan penyelesdian
tindakan tertentu tersebut. Penjelasan ayat ini men&e—
butkan bahwa pembebanan pemgayaran uang paksa atas
setiap hari keterlambatan pelaksanaaﬁ perintah penga
dilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH)i

Pasal ini memberi perlindungan penuh terhadap korban,
karena pasal ini mengandung pengertian tidak perlu

adanya pembuktian kesalahan. Pasal ini menganut asas

179




Strict Liability (tanggung jawab mutlak) . Akan retapi
pasal ini belum bisa berlaku efektif, karena peraturan
pelaksananya belum ada (Lotulung, 1998 :7}.

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban, dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal
35. Dalam Pasal 35 ayat (1) dikatakan, bahwa penanggung
jawab wusaha dan/atau keglatan vyang usaha dan/atau
kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terha-
dap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya
dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas keru-
gian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti
rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Penjelasan ayat ini mengétakah bahwa . pengertian ber-
tanggungjawab secara mutlak atau strict liability,
yaitu unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak
penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.
Ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan
tentang pg;buatam melanggar hukum pada umumnya. Besar-
nya nilai“ ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap
pencemar atau pefusak lingkungan hidup menurut pasal
ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimak-
sud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan
keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup

(Hardjasocemantri, 1998 : 5).
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Pasal 35 ini mengatur tentang diterapkannya sistem

tanggung jawab mutlak atau strict liability. Dari isi

pasal 35 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung

jawab mutlak tersebut diteraapkan dalam hal adanya

- usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup ;

- menggunakan bahan'berbahaya dan beracun;

- dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya atau

beracun.
(Lotulung, 1998 : 6 - 7).
Dengan diterapkannya asas strict liability dalam peru-
ndang-undangan lingkungan, dimaksudkan antara lain Jjuga
agar mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk
memperhatikan dan memperhitungkan biaya sosial vyang
dapat timbul akibat kegiatannya (Lotulung, 13938 : 8} .
Sebagaimana yang telah disebutkan oleh peraturan-
peraturan hukum di atas, bahwa’ apabila kasus sengketa
lingkungan diselesaikan melalui Jjalur pengadilan, maka

sanksi yang bisa dijatuhkan di samping sanksi administra-

tif, sanksi perdata juga sanksi pidana. Berkaitan dengan

sanksi pidana, maka perlu pula kiranya untuk memperhatikan
ketentuan-ketentuan hukum yang ada pada saat proses penye-
lesaian sengketa lingkungan ini sedang berlangsung, untuk
menjadi dasar pemikiran penjatuhan sanksi pidana. Keten-

tuan-ketentuan hukum tersebut yaitu
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Apabila terjadi tindakan perusakan dan atau pencemaran

lingkungan, maka dalam upaya. penanggulangannya dapat

juga diterapkan Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, dan

pasal 203 KUHP. Pasal-pasal tersebut pada dasarnya
berigsi ketentuan tentang adanya suatu perbuatan melalui
usaha industri dan menimbulkan bahaya secara umum baik
terhadap barang, kesehatan dan nyawa orang lain.

Pasal 27 Undang-undang Nowmor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) menyebutkan
apabila ada perusahaan industri yahg dengan sengaja ti-
dak mwelaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian
sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan
dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiat-
an industri yang dilakukannya dipidana penjara selama-
lamanya 10 tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
100.000.000, - (seratus juta rupiah). Sedangkan Pasél 27
ayat {2) menyebutkan bahwa apabila ada perusahaan
industri vyang karena kelalaiannya melakukan perbuatan
sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipidana kuvrungan
selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .

Pasal 22 Undang-undang Nowmor 4 Tahun 1584 (UULH) .

pada dasarnya pasal ini berisi ketentuan, bahwa barang
siapa melakukan suatu tindakan kejahatan dan atau pe-
langgaran, vyang bila dilakukan oleh sesecorang atau
badan hukum dengan sengaja atau kelalaiannya melakukén

perbuatan yang mwuenyebabkan rusaknya atau tercemarnya
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lingkungan hidup dapat dikenakan pidana atasnya. Pasal:
22 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan, bahwa apabi-
la dengan sengaja berbuat éehingga terjadi kerusakan
atau pencemaran lingkungan, dapat dipidana penjara
selama-lamanya 10 (sepuuh) tahun dan atau denda seba-
nyak-banyaknya Rp. 100.000.000x— (seratus juta rupiah).
Pasal 22 avat (2) menyebutkan, bahwa apabila karena
kelalaiannya sehingga terjadi kerusakan atau pencemaran
lingkungan, dapat dipidana kurungan selama—lamanfa 1
(satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah).

Melihat ketentuan Pasal 22 undang-undang ini sebetulnya
sudah meberikan perlindungan yang cukup terhadap-korban
pencemaran dan atau perusakan lingkungan, akan tetapi
bunyi pasal tersebut memberi pengertian bahwa pasal
tersebut menganut asas fLiability based on fault™®
(tanggung jawab berdasar atas kesalahan). Dengan dia-
nutnya asas ini, maka konsekuensinya pihak korban harus
bisa membuktikan kesalahan yang ada dari pihak pelaku
pencemar dan atau perusak lingkungan. Berkaitan dengan
hal ini Sigid Susenomengemukakan hasil penelitiannya,
bahwa penegakan hukum di bidang lingkungan khususnya
pidana belum cukup efektif. Padahal menerutnya, tindak-
aﬁ perusakan dan pencemaran lingkungan masiﬁ terus
terjadi. Kemudian disimpulkannya, bahwa hal itu bisa
terjadi karena para pengusaha tertentu terkesan kurang
peduli terhadap lingkungan hidup (Suseno, 23 Juni 1994

Harian Suara Pembaharuan) .
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Ketentua pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1337
memuat secara rinci Dberbagai ketentuan yang lebih
memudahkan penegakan hukumnya, sebagaimana diatur dalam
Pasal 41 sampai dengan Pasal 48. Pasal 41 ayat (1)
memberi ketentuan, barang siapa yang secara melawan
hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengaki-
batkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun
dan denda paling banyak Rp 500.000.000. Dari bunyi ayat
tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 41 ayat (1) ini
merupakan delik materiil. Ayat (2) pasal ini menyatakan
bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan orang mati atau lika berat, maka
ancaman pidana penjaranya menjadi paling lama 15 tahun
dan denda paling banyak Rp 750.000.000.

Pasal 42 ayat (1) dan ayat {2) undang-undang lingkungan
yang baru ini mengatur apabila ada kealpaan, ancaman
pidana penjaranya paling lama'B tahun dan denda paling
banyak Rp 100.000.000, dan apabila perbuatan fersebut
mengakibatkan oxang mati atau luka Dberat, ancaman
penjaranya paling lama 5 taﬁun dan denda paling banyak
Rp 150.000.000.

Pasal 43 ayat (l)lundang—undang ini merupakan delik
formil. Hal ini akan lebih memudahkan dalam pembuk-
tiannya, karena pencemaran dikaitkan dengan pembuangan
limbah yang melampaui ambang batas efluen {Hardjasoe-

mantri, 1998 : 7). Ketentuan dalam pasal ini menyata-
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kan, bahwa barang siapa yang dengan melanggar ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan
atau membuang zat, energi, daﬁ/atau komponen lain yang
berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam
tanah, ke dalam udara, atau ke dalém air permukaan;
melakukan impor, ekspor, wmemperdagangkan, mengangkut,
menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang
berbahava, padahai mengetahui atau sangat beralasan
untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbul -
kan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau
membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain,
diancam dengan pidana penjara!paling lama 6 tahun dan
denda paling banyak Rp 300.000.000, .

pasal 45 diakitkan dengan tanggung jawab badan hukum,

yaitu apabila tindak pidana dilakukan oléh atau atas
nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yaya-
san atau organisasi lain, maka ancaman pidananya diper-
berat dengan sepertiga.

Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa apabila ada tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka tun-
tutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan
tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dijatuh-
kan baik terhadap badan hukum, perseroarn, perserikatan,
vayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap
mereka vyang memberi perintah untuk melakukan tindak
pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin

dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Sedang-
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kan ayat {2) menyatakan, bahwa jika tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh
orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berda-
sar hubungan 1lain, yang bertindak dalam lingkungan
badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau
organisasi lain, maka tuntutan pidana dilakukan dan
sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi
perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa
mengingat apakah orang-orang tersebut, baik bexrdasar
hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan
tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. Adapun
ayat (4) pasal ini berkaitan dengan keharusan pengurus
menghadap sendiri di pengadilan, mesgkipun pada saat
penuntutan diwakili oleh bukan pengurus.

Pasal 47 wmenyatakan bahwa selain ketentuan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1937 (UUPLH) ,
terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat
pula dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa
(a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; dan/atau (b} penutupan gseluruhnya atau sebagian
perusahaan; dan/atau (c) perbaikan akibat tindak pida-
na; dan/atau {d) mewajibkan mengerjakan apa yang dila-
laikan tanpa hak; dan/atau (e} wmeniadakan apa yang
dilalaikan tanpa hak; dan/atau (f) menempatkan perusa-
haan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Mengenai ketentuan pidana ini perlu diperhatikan Penje-
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lagan Umum UUPLH yang menyatakan bahwa sebagail penun-
jang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum
pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu
bahwa hukum pidan hendaknya didayaguﬁakan apabila
sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi
dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengke-
ta lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat
kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuat-
an relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan
keresahan masyarakat (Hardjasoemantri, 1998 : 8).
Berdasarkan berbagai peraturan yang menjadi pertim-
bangan dalam menjatuhkan sanksi, maka pihak Polri selaku
penyidik berkeyakinan bahwa PT. Dunia Metal Works adalah
pihak yang harus bertanggungjawab dalam kasus sengketa
pencemaran lingkungan antara PT. Dunia Metal Works dengan
PT. Agarindo Bogatama. Dalam kaitannya dengan hal terse-
but, agar kasus dapat segera diproses maka Polri segera
mengirim berkas Berita Acara Pemeriksaan ke Kejaksaan,
karena berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai, kasus
sengketa ini diselesaikan di Pengadilan.
Berkas perkara hasil penyidikan dari ﬁolda Metro
Jaya tertanggal 26 Februari 1993 dengan Nomoxr Polisi
BP/207/11/1993/Dit.Serse diterima 0Oleh pihak Kejaksgaan
Negeri Tangerang pada tanggal 7 April 1993 dengan Jaksa
Peneliti Dan Perdanakusuma, SH. Dalam penyerahan ini tidak
disertakan barang-barang bukti, karena barang-barang bukti

yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di tempat
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penyimpanan barang bukti Direktorat Reserse Polda Metro
Jaya. Penyerahan berkas untuk peQelitian ini ﬁerupakan
penyerahan tahap pertama, karenﬁ sampai Jaksa Peneliti
yang bersangkutan pensiun tahun 1995, berkag perkara
tersebut belum dinyatakan lengkap.
rada tanggal 5 Desember 1996 penyidik menyerahkan
tanggung Jjawab tersangka dan barang bukti kepada kepada
Kejaksaan Negeri Tangerang. Menurut pihak Kejaksaan,
setelah dilakukan penelitian atas berkas perkara tersebut
oleh Jaksa Penuntut Umum Pengganti dinyatakan berkas
perkara tersebut belum lengkap baik persyaratan formal
maupun materiil, dan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, jaksa yang bersangkutan
bermaksud akan melakukan pemeriksaan tambahan. Akan tetapi'
mengingat kejadian yang cukup lama (kurang lebih 4 tahun},
maka pemeriksaan tambahan tersebut tidak mungkin dilakukan
lagi, karena situasi dan kondisi lingkungan pada saat
dilaporkan sudah sangat berbeda dengan situasi pada saat
akan diteliti lagi.
Dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh

Jaksa Penuntut Umum Pengganti didapatkan suatu kesimpulan,
bahwa mengenai apa yang disangkakan kepada tersangka
Juniarta Suhandinata selaku Wakil Direktur Utama PT. Dunia
Metal Works seperti tersebut dalam Berita Acara Pemerik-
saan, ternyata unsur kesengajaan tidak ada atau unsur
tidak pidana tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan keten-
tuan para saksi. Di samping itu menurut pihak Kejaksaan
tidak menemukan barang bukti pada Berkas Perkara Daftar

Barang Bukti.
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Kesimpulan Jaksa pengganti tersebut diperkuat
dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa
pernah mengontrol bak water treatment, dan melihat sifat-
sifatnya ternyata tidak terjadi apa-apa. Dikatakén pula
oleh terdakwa, bahwa matinya rumput-rumput disekitar PT.
Agarindo Bogatama bukan disebabkan limbah cair dari PT.
Dunia Metal Works melainkan disegkan karena rumput-rumput
tersebut terendam alr terus menerus. Terdakwa juga menga-
takan bahwa untuk mengatasi tercemarnya iingkungan sekitar
PT. Dunia Metal Works telah dilakukan kerjasama dengan
Team AMDAL, vyaitu pada tanggal 28 April 19%2 PT. Dunia
Metal Works melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Dian
Satria Utama dalam pembuatan/pengolahan limbah di perusa-
haan PT. Dunia Metal Works.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Pengganti, pengambilan
sample vyang disebutkan dalam éerita Acara Pemeriksaan
vaitu berupa 5 (lima) jerigen air limbah dari PT. Dunia
Metal Works dan 4 (empat) Jjerigen air limbah dari PT.
Agarindo Bogatama, tata cara pengambilannya diragukan
keabsahannya atau tidak sesuai dengan tata cara pengambi-
lan sample dalam tata cara tindak pidana lingkungan hidup,
yvaitu bahwa pengambilan air limbah dari PT. Dunia Metal
Works tidak disaksikan oleh pihak PT. Agarindo Bogatama
begitu juga sebaliknya. Sedangkan di dalam tindak pidana
lingkungan hidup tata cara peﬁgambilan sample sangat
menentukan di dalam pembuktian kesalahan terdakwa di

persidangan.
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Rerdasarkan hasil kesimpuian Jaksa Penuntut Umum
Pengganti dari hasil mempelajéri dan meneliti keterangan-
keterangéﬂ maupun bukti-bukti yang ada ., kemudian mengacu
pada ketentuan Pasal 46 ayat {1} huruf b XUHAP, yang
mengatakan bahwa perkara tidak jadi dituntut karena tidak
cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
juncto Pasal 140 ayat (2} huruf a, yang menyebutkan bahwa
dalam hal penuntut umummemutuskan untuk menghentukan
penuntutan'karena tidak terdapat cukup bukti atau peristi-
" wa tersebut ternyata bukan n@ruﬁakan tindak pidana atau
perkara ditutup demni hukum, penuntut umum menuangkan hal
tersebut dalam surat ketetapan; maka Jaksa Penuntut Umum
menetapkan untuk Menghentikan Penuntutan, dikarenakan
tidak cukup bukti.

Melihat hasil penetapan pihak Kejaksaan, dalam ka-
itannya untuk mengetahul sejauhmana penegakan peraturan-
peraturan hukum yang ada dalam mengatasi sengketa akibat
pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, penﬁlis
mengkaji 1lebih jauh penetapan pihak Kejaksaan tersebut,
karena dalam penetapan Kejaksaan yang berupa penghentian
penuntutan, penulis melihat ada asas-asas maupun keten-
tuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati. Hal-hal yang akan
penulis kaji adalah sebagai berikut
1. Tenggang waktu penyerahan berkas perkara penyidikan.

Hal pertama yang akan penulis kaji adalah masalah

tenggang waktu penyerahan berkas perkara penyidikan ke

pihak kejaksaan. Pasal 110 ayat (4) KUHAP menyatakan,
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bahwa Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam
waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembali-
kan hasil’penfidikan atau apabila sebelum batas waktu
tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal
itﬁ dari penuntut umum kepada penyidik. Berdasarkan
bunyi pasal tersebut seharusnya sewaktu penyerahan
berkas perkara ke Kejaksaan yang pertama vaitu pada
tanggal 7 April 1993 hingga 14 hari kemudian tidak ada
pengembalian berkas perkara penyidikan dari pihak
Kejaksaan, maka penyidikan yang dilakukan oleh pihak
Polri dianggap telah selesai. Untuk itu penyerahan
berkas perkara penyidikan yang kedua ke Kejaksaan,
yaitu pada tanggal 5 Desember 1936 seharusnya tidak
perlu dilakukan. -

Pada kenyataannya, meskipun sampail 14 hari kemu-
dian dari penyerahan berkas pertama ke Kejaksaan tidak
ada pengembalian pihak Kejaksaan ke pihak penyidik,
pihak Kejaksaan dapat meminta kepada pihak penyidik
untuk melengkapi kembali berkas perkara penyidikan. Apa
vang dilakukan aparat penegak hukum sebagaimana yang
tersebut di atas merupakan suatu tindakan yang menya-
lahi atau melanggar ketentuan hukum yang ada, yailtu
Pasal 110 ayat {2) XUHAP. Pelanggaran ketentuan hukum
ini merupakan suatu yang sangat ironis, karena dalam
rangka menegakkan hukum untuk menyelesaikan kasus
sengketa pencemaran atau perusakan lingkungan, ternyata
sebelum upaya penegakan hukum tercapail aparat penegak
hukum ‘tersebut telah melanggar ketentuan hukum itu

sendiri.
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Unsur pembuktian

Kejanggalan lain’ yang penulis temukan vaitu
dengan melihat pendapat Jaksa Penuntut Urmum yang menda-
pat persetujuan Kejati dalam suratnya tertanggal. 22
Nopember 1997 Nowmor : NF.R-115/P.2/EPL.2/11/1997, vyang
menyatakan bahwa apa yang disangkakan kepada tersangka
Juniarto Suhandinata seperti’ tersebut dalam Berita
Acara Pemeriksaan (BAP), tidak terbukti. Hal tersebut
dikarenakan unsur kesengajaan dari JuniartorSuhandiﬁata
tidak ada, sehingga unsur tindak pidana tidak terpenu-
hi.

Menurut kaidah hukum pidana, unsur-unsur tindak
pidana atau syarat-syarat dapat dipidananya suatu
perbuat-an tidak harus dilakukan dengan kesengajaan,
melainkan karena kealpaan pun suatu perbuatan dapat
dipidana. Me-nurut Sudarto, ‘syarat-syarat pemidanaan
meliputi
1) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.

2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (tidak ada
alasan pembenar} .

3} Orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai
kesalahan atau bersalah. Kesalahan ini terdiri dari
beberapa unsur, yaitu
a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuat -

annya, vyang berupa kesengajaan (dolus) atau

kealpaan {(culpa).
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c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau
tidak ada alésan pemaat.
(Sudarto, 1990 : 50).

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, meskipun
Juniarto Suhandinata tidak bermaksud atau sengaja
mencemarkan atau merusak lingkungan di sekitar PT.
Agarindo Bogatama, tetap dikatakan melakukan tindak
pidana atau dapat dijatuhi pidana. Hal ini disebabkan
trindak pencemaran atau perusakan lingkungan oleh Ju-
niarto Suhandinata terjadi kargna\kealpaannya. Perbuat-
an Juniarto Suhandinata dikategorikan sebagai kealpaan
berdasarkan pendapat Sudarto. Menurut beliau, dikatakan
perbuatan dilakukan dengan kealpaan apabila sekalipun
menginsyafi akan kemungkinan bahwa perbuatannya bersi-
fat mewmbahayakan keselamatan masyarakat, namun secara
serampangan dan kurang penghati-hati menganggap, bahwa
sifat tadi tidak akan ada; atau kalau kemungkinan bahwa
perbuatannya akan beréifat demikian tidak diinsyafi,
hal tidak diinsyafinya itu adalah akibat keteledoran
dan kurang penghati-hatiannya sendiri, karena sesung-
guhnya dia memang dapat menginsyafi kemungkinan terse-
but (Sudarto, 1990 : 114).

Dalam menetapkan adanya kealpaan pada seseorang
untuk dapat dinyatakan bersalah harus ditentukan-secara
normatif, dan tidak secara fisik atau psychis. Untu
mengetahui sikap batin seseorang, harus ditetapkan dari

luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil
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ukuran sikap batin  orang pada umumnya apabila dalam
situasi yang sama dengan si pembuat. Yang dimaksud
dengan "Orang pada umumnya® berarti tidak boleh orang
vang péling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan
sebagainya, 1la harus orang biasa. Yang memegang ukuran
normatif dari kealpaan adalah hakim. Hakimlah vyang
harus menilai sesuatu perbuatan in concreto dengan
ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya
memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan
pribadi si pembuat {(Sudarto, 1990 : 125 - 126).

Dalam kasus ini Juniarto Suhandinata mengetahui
secara sadar bahwa dengan membuang limbah cair ke sumur
yvang tidak dicor alasnya dan letaknya berdekatan dengan
tembok pembatas PT. hgarindo ﬁogatama akan menyebabkan
1imbah cair tersebut merembes ke tanah disekitarnya
termasuk tanah milik PT. Agarindo Bogatama. Dengan
merembesnya Llimbah cair ke tanah sekitarnya, dengan
sendirinya akan merusak lingkungan disekitarnya. Berda-
sarkan hal teréebut, perbuatan Juniarto Suhandinata
termasuk dalam kategori "kesengajaan', setidak-tidaknya
perbuatan Juniarto Suhandinata 'merupakan tkealpaan".
Pihak Kejaksaan tidak berhak memutuskan apakah Juniarto
Suhandinata benar-benar melakukan perbuatan tersebut
dengan “sengaja" atau ntridak sengaja". Yang berhak
memutuskan adanya kesengajaan atau tidak dalam perbuat-
an Juniarto Suhandinata adalah Hakim setelah melewati

proses persidangan.
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serdasarkan kaidah-kaidah hukum Sebagaiména

diuraikan di atas, kesimpulan Jaksa ?enuntut Unum vyang
menyatakan unsur tindak pidana dari perbuatan Juniarto
Suhandinata dalam kasus ini tidak terpenuhi karena
tidak terbukti ada unsur kesengajaan haxus dikoreksi.
Meskipun didalam penelitian dari suatu Berita Acara
Pemeriksaan yang dilakukan Penuntut Umum tidak terdapat
unsur kesengajaan sebagaimana’ yang disangkakan, seha-
rusnya Penuntut Umum tidak menjadikan hal tersebut
sebagai bahan pértimbangan untuk menghentikan penuntué
tan. Langkah Penuntut Umum dalam menyikapi hasil pene-
litian BeritarAcara Pemeriksaan yang telah dilakukan
adalah segera mengembalikan ke pihak penyidik sebelum
batas waktu vyang ditentukan agar penyidik bisa segera
melengkapi ataupun membetulkan berkas pemeriksaan untuk
segera diserahkan kembalil ke Kejaksaan.

Barang buktil

Mengenai barang bukti, di dalam Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan dikatakan "nihil® atau tidak
dijumpai barang bukti sebagaimana yang disebutkan dalam
berkas perkara. Akan tetapi di dalam Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan juga disebutkan dalam penyerahan
berkas perkara tahap II penyidik menyerahkan tanggung
jawal tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan
Tangerang pada tanggal 5 Desember 1996. Berdasarkan
keterangan yang ada dalam Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan dapat diketahui baﬁwa di dalam surat terse-

put terdapat keterangan yang saling bertentangan.
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Kéjanggalan lain vyang penulis temukan dalam
penyelesaiah sengketa pencémafén.lingkungan ini adalah,
bahwa éalah satu alasan pihak Kéjaksaan menghentikan
penuntutan dalam kasus ini yaitu pendapat pihak Kejak-
saan yang menyatakan bahwa pengambilan sample berupa 5
(lima) Jirigen aif limbah dari PT. Dunia Metal Works
dan 4 (empat) Jjirigen air limbah dari PT. Agarindo
Bogatama sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara
Pengambilan sample dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
penyidik, diragukan keabsahannya.
Pendepat pihak Kejaksaan tersebut bertentangan
dengan isi dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik
Kriminalistik terhadap Limbah PT. Dunia Metal Works dan
sampel dari limbah PT. Agarindo Bogatama yang dilakukan
oleh Laboratorium Kriminil Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan yang bernomor
Laboratorium 381/TF/1992 dilakukan oleh 5 {(lima) orang
anggota Polri, yaitu sebagai berikut
1. Letnan Kolonel Pol. Drs. Dudon Satia Putra, jabatan
PS. Kepala Sub. Departemen Toksikologi Forensik
Labkrim Mabes Polri.

2. Kapten Pol. Drs. James. SA, Apt., jabatan Kepala
Unit Sub. Departemen Toksikologl Forensik.

3. Kapten Pol. Nurhayati Hendara, Bsc., jabatan Perwira
Unit Sub. Departemen Toksikologi Forensik.

4 Tetda Pol. Drs. Widiantoro, Jjabatan Perwira Unit
Sub. Departemen Toksikologi Forensik.

5. Dra. Noordayati, jabatan Perwira Unit Sub. Departe-

men Toksikologi Forensik.
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Kelima personil tersebut bertindak selaku pemeriksa

atas perintah Kepala Laboratorium Kriminil Polri. Tugas

-pemerikéaén terhadap sampel dari limbah PT. Dunia Metal

Works dan limbah PT. Agarindo Bogatama telah selesai dila-
kukan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 1992. Pemeriksaan
dilakukan secara laboratorik kriminalistik dengan tujuan
untuk mengetahui apakah sampel yang berbentuk cair dan
padat yang diduga berasal dari limbah PT. Dunia Metal
Works vyang diambil dari.lahan/tanah PT. Agarindo Bogatama
identik dengan limbah cair dari PT. Dunia Metal Works. Di
samping itu juga untuk mendapat kepastian apakah sampel
padat dan cair yang diambil dari lahan/tanah PT. BAgarindo
Bogatama tersebut serta limbah dari PT. Dunia Metal Works
bersifat toksin.

Dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Krimi-
nalistik tersebut, juga dari hasil wawancara terhadap para
petugas pengambil sampel sampal dengan petugas pemeriksa,
dapat dikatakan bahwa prosedur yang dilakukan sudah sesuai
dengan tata cara pengambilan sampel dan pemeriksaan dalam
tata cara tindak pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan keterangan dan data resmi yang ada
disebutkan, bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat
tanggal 22 Meil 1992 pukul 12.30 s/d4 13.25 WIB terhadap
lahan yahg diduga terkena limbah vyang berasal dari PT.
Dunia Metal Works dengan disaksikan oleh beberapa orang
karyawan dari kedua belah pihak. Dari hasil pemeriksaan di

lokasi didapati suatu keadaan sebagail berikut

157



pPada perbatasan antara lahan milik PT. Agarindo Bogata-~
ma dengan PT. Dunia Metal Works terdapat tembok pemba-
tas yang telah berlubang {(jebol} .

Tepat di bawah tembok yang Berlubang, dimdna lubang

tersebut diduga tempat lewat limbah cair dari PT. Dunia
Metal Works, terlihat lahan yang rumputnya (tanamannya)
bamyak yang mati.

Di sebelah kanan rumput yang mati, masih ada beberapa
rumput yang hidup walaupun ad beberapa yang menunjukkan
tanda—taﬁda akan mati. Di bawah rumput-rumput tersebut
masih terdapat genangan air yang diduga berasal dari
PT. Dunia Metal Works.

Melihat kondisi tempat yang terkena genangan limbah

tersebut, wmaka segera dilakukan pengambilan sampel pada

saat itu juga. Adapun sampel yang diambil sebagai bahan

pemeriksaan adalah sebagai berikut

1.

Tepat di bawah lubang tewmbok diambil sampel yang sudah
berupa padatan yang bercampur dengan tanah (diberi kode
X2)y. .,

pada jarak 3 (tiga) meter dan 6 (enam) meter dari
lubang‘ tembok juga diambil sampel tanah dan rumput
kering (diberi kode X1 dan X3)-.

Diambil sampel air yvang terdapat di dalam rumput-rumput
vang masih hidup (diberi kode A3) .

Di samping sampel yang diambil di luar pabrik, juga

dilakukan pengambilan sampel di dalam pabrik. Pemeriksaan

di dalam pabrik PT. Dunia Metal Works dilakukan pada hari
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itu juga pada pukul 13.45 s/d 14.50 WIB. Dari hasil ?eme-

riksaan tersebut diketemukan fakta-fakta sebagail berikut

1. PT. Duﬁia Metal Works mengeluarkan caifan limbah ber-
warna biru.

2. Cairan tersebut masuk ke dalam bakaak pengolahan
limbah.

3. Hasil akhir pengolahan limbah dialirkan melalui pipa ke
dalam sumur vyang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter
dari tembok yang berlubang.

4. Di samping kiri gedung pabrik PT. Dunia Metal Works
terdapat lahan tempat pembuangan limbah padat yang
akhirnya mengalir ke bak penampungan. Lahan dan bak
penampungan limbah padat ini Jjuga langsung mengenail
tembok perbatasan antara lahan PT. Dunia Metal Works
dengan lahan PT. Agarindo Bogatama.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula pengambil -
an sampel terhadap limbah dalam pabrik PT. Dunia Metal
Worke ini. Sampel yang diambil berupa air yang.berwarna
biru sebelum masuk ke dalam bak-bak pengolahan 1imbah
(diberi kode Al), dan juga air berwarna coklat kekuning-
kuningan yang keluar dari pipa pembuangan hasil akhir
pengolahan limbah {diberi kode A2) .

Dari beberapa limbah yang diambil untuk sampel,
kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminail.
Test pertama yang dilakukan adalah Test pendahuluan. Test
pendahuluan ini berupa test bioclogis terhadap ikan mas

dengan ukuran 5 - 8 cm dan lebar antara 1,5 - 2 cm dalam
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waktu 12 (dua belas) Jjam teyhadap barang bukti cair dan
padat. Hasil Test pendahuluan ini dapat dilihat dalam
Tabel T.

' Pemeriksaan berikutnya adalah berupa pemeriksaan
figik barang bukti cair dan barang bukti padat. Hasilnya
dapat dilihat dalam Tabel TII. Pemeriksaan selanjutnya
adalah pemeriksaan kimia terhadap barang bukti cair dan
padat. Hasilnya dapat diketahui dari Tabel III.

Sedangkan menurut ketentuan tentang Baku Mutu
Iimbah Cair untuk industri pelapisan Nikel (Ni) dan Temba-
ga (Cu) berdasarkan Kep-03/MENKLH/II/1991 tanggal 1 Fe-
bruari 1991 dapat dibaca dalam Tabel IV.

Dengan membaca hasil pemeriksaan yang tertuang
dalam Tabel I - III dapat diketahui, bahwa pada barang
pukti padat dengan kode X1, X2, X3, dan barang bukti cair
dengan kode A3 yang diambil dari lahan/tanah PT. Agarindo
Bogatama yang telah tercemar limbah dari PT. Dunia Metal
Works ternyata mengandung unsur-unsur logam Cd, Ni, dan
Cu. Unsur-unsur logam tersebut juga terdapat dalam limbah
cair dengan kode Al dan A2 yang dihasilkan oleh PT. Dunia
Metal Works.

Pada barang bukti cair dengan kode A3 mengandung
unsur logam Ni vyang melebihi nilai ambang batas kadar
maksimum standart baku mutu yang diijinkan sesuail dengan
Kep-03 /MENKLH/II/1991. PH untuk barang bukti padat dengan
kode X1, X2, dan X3 melebihi nilai ambang batas pH maksi-

mum standard baku mutu yang diijinkan. Demikian pula pH
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untuk barang bukti limbah cair dengan kode Al dan A2
melebihi nilai ambang batas pH maksimum standard baku mutu
vang diijinkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat dike-
tahui bahwa barang bukti cair yang diambil darxi PT. Dunia
Metal Works dengan kode Al dan A2 mengandung sejenis logam
yang identik dengan barang bukti yang diambil dari lahan
PT. Agarindo Bogatama yang diduga tercemar limbah PT.
Dunia Metal Works dengan kode barang bukti cair A3 dan
kode barang bukti padat X1, X2, dan X3.

cetelah mempelajari hasil pemeriksaan beserta tata
caranya yang dilakukan oleh Polri melalui Pusat Laborato-
rium Kriminil Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indoonesia dalam memeriksa kasus pencemaran ini, wmaka
pendapat pihak Kejaksaan yang mempermasalahkan keabsahan
dari pengambilan dan pemeriksaan sampel untuk menjadikan
salah satu alasan menghentikan penuntutan patut diperta-
nyakan.

Melihat pada kejanggalan-kejanggalan.yang ada dalam
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, penulis menganali-
sa bahwa dalam kasus sengketa pencemaran linékungan antara
pT. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama, belum
sepenuhnya peraturan-peraturan hukum yang digunakan untuk
menyelesaiakan kasus sengketa tersebut dilaksankan sebagal
mana mestinya. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang
digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut belum dapat

ditegakkan sepenuhnya.
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Dalam penelitian lebih lanjurt, penulis menemukan
adanya beberapa faktor atau kendala-kendala yang wmempe-
ngaruhi penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa pence-
maran lingkungan antara PT. Dunia Metal Works dengan PT.

Agarindo Bogatama.

Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Lingkumgan

?enegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah
suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan.
pPada hakikatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-
konsep, maka dengan kata lain penegakan hukum merupakan
suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi
kenyataan (Rahardjo, tt : 15).

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok dari pene-
gakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai

berikut

1. Faktor hukumnya sendiri.

2. ,Faktor penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
ﬁukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum terse-
but berlaku dan ditetapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sgbagai hasil karya cipta dan
rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam per-
gaulan hidup.

{Soekanto, 1983 : 5).
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Kelima faktor tersebut sqling terkait, karena
rekuatan dari kelima faktor tersebut merupakan esensi dari
penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari efektivi-
tas penegakaan hukum. Dapat pula dikatakan, bahwa keberha-
silan pelaksanaan suatu peraturan memerlukan keterpaduan
kerja pada masing-masing instansi yang terkait.

Sedangkan menurut Harun M. Husein faktor pendukung
dan kendala penegakan hukum lingkungan berkisar pada
faktor-faktor : sarana hukum, penegak hukum, fasilitas dan
sarana, serta faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap
lingkungan {Husein, 1993, 209) .

Pendapat Soerjono Sokanto dengan pendapat Harun M.
Husein tersebut terdapat kesamaan, hanya saja menurut
Soerjono Soekanto faktor kebudayaan juga wmerupakan faktor
yang berpengaruh dalan penegakan hukum. Demikian pula
hainya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan,
faktor kebudayaan juga merupakan salah satu faktor vang
mempengaruhi penegakan hukum.

Faktor;faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,
vang dalam hal ini lebih penulis tekankan pada kendala-
kendala yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan,
khususnya pada kasus sengketa pencemaran lingkungan antara
PT. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama, antara

lain adalah sebagai berikut
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Kendala dari segi hukum atau peraturan yang ada.
Munadjat Danusaputre mengatakan, bahwa pada
umumnya, setiap peraturan hukum sebagai buah hasil

karya manusia tidak mungkin dapat mencapai kesempur-

naan, lebih-lebih lagi kesem@urnaan. yang hakiki. Hal

ini dikarenakan kemampuan manusia dalam penciptaan
produk hukum, dibatasi oleh kemampuan yang bersifat
manusiawi. Namun demikian, pengalaman menunjukkan
sekalipun banyak peraturan hukum yang mengandung
kelemahan atau kekurangan, tetapi dalam kenyataannya
peraturan-peraturan hukum tersebut telah berhasil juga
mendekati rasa keadilan (Daﬁusaputro, 1985 : 11i3).
| Sesual dengan pendapat Munadijat Danusaputro,
dalam kenyataannya peraturan—beraturan hukum khususnvya
peraturan vyang digunakan untuk menyelesaikan kasus
sengketa pencemararn lingkungan tidak wmutlak sempurna,
ada gisi-sigi kelemahan ataupun kekurangannya.
Pertama-tama yang akan penulis kaji adalah Per-
aturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengenda-
lian Pencemaran Rir. Pasal 16 peraturan pemerintah ini
menyebutkan “Baku mutu air, daya tampung .1hleé
beban pencemaran dan baku mutu limbah cair ditinjau
secara berkala sekurang-kurahgnya sekali dalam lima
tahun". Dalam penjelasannya dikatakan bahwa jangka
waktu lima tahun dipandang sebagai waktu yang layak
untuk melakukan peninjauan kembali. Menurut hemat

penulis, Jjangka waktu lima tahun untuk melakukan
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peninjauan kemball yang dilakukan sekurang-kurangnya
sekali adalah kurang tepat. Lebih baiknya peninjauan
tersebut hendaknya dilakukan lebih sering secara‘peri—
odik dan diatur dengan tegas dalam peraturan tersebut.
Hal ini dikarenakan Baku mutu air dipengaruhi oleh
perkembangan keadaan, baku mutu limbah cair antar lain
didasarkan pada tingkat kemampuan teknologi yang dapat
berubah seiring dengan perkembangan waktu, sedang-
kan daya tampung beban pencemaran dipengaruhi oleh baku
mutu air yang ditetapkan serta kondisi air pada sumber
air yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan peninjauan
yang lebih sering secara periodik, karena dikhawatirkan
apabila peninjauan dilakukan sekurang-kurangnya sekali
dalam kurun waktu lima tahun, kemungkinan timbulnya
pencemaran pada kurun waktu tersebut adalah Dbesar
sekali.

-Dalam kaitannya dengan 'penyelesaian kasus yang
penulis teliti, pasal ini memberi keringanan pada pihak
pencemar karena pihak pencemar merasa telah melaksana-
kan apa vang wmenjadi ketentuan dari peraturaﬁ ini
meskipun pihaknya telah menyebaBkan. terjadinya suatu
pencemaran.

Berdasarkan hal—hal.tersebut, gseharusnya di
dalam ketentuan hukum yang ada diatur bahwa peninjauan
dilgkukan sekurang-kurangnya sekali dalam kurun waktu
satu semester atau enam bulan. Dasar pemikirannya

adalah, kurun waktu enam bulan merupakan jangka waktu
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vang tidak begitu lama untuk mendeteksi kemungkinan
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan,
karena pencemaran dan/atéu. perusakan lingkungan bisa
terjadi sewaktu-waktu. Apabila dalam jangka waktu enam
bulan ini terjadi pencemaran dan/atau perusakan ling-
kungan, kemudian segera ditanggulangi maka dampak yang
ditimbulakan dari pencemaran dan/atau perusakan ling-
kungan tersebut belum Dbegitu luas dan belum parah,
karena dampakvtersebut apabila tidak segera ditanggu-
langi akan berakibat fatal.

Pertimbangan penetapan Jjangka waktu peninjauan
dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam kurun waktu
satu semester atau 6 bulan, tidak ditetapkan dengan
jangka waktu yang lebih pendek lagi adalah berdasarkan
pemikiran bahwa terjadinya pencemaran pada umunya tidak
langsung seketika itu juga, karena timbulnya pencemaran
atau perusakan lingkungan melalui suatu proses. Sehing-
ga kalau kurun waktu peninjauan terlalu dekat jaraknya,
dikhawatirkan, peraturan tersebut akan menjadi kﬁrang
efektif atau kurang bermanfaat.

Dalam ﬁasal 30 ayat (4} peraturan pemerintah ini
dikatakan "Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara
berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu".
Mengenai kata-kata v dipandang periu", dapat mengan
dung pertanyaan karena dalam penjelasan ayat tersebut
~dinyatakan cukup jelas. Kemudian pertanyaan yang tim-

pul, apakah ukuran yang dapat dipakai sehingga sesuatu
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itu termasuk "dipandang perlu". Pengaturan yang démi—
kian ini menimbulkan ketidakﬁastian daiam pelaksa-
naannya, untuk itu diperlukan perincian lebih lanjut
agar menjadi jelas bagi aparat pengawas.

Pengaturan yang kabur juga terdapat dalam Pasal
36 ayat (3), yaitu kewenangan Bupati/Walikotamadya Dati
IT dalam mengambil tindakan penanggulangan dan pemulih-
an atas biaya penanggungjawab kegiatan apabila dianggap
perlu. Adanya kata-kata "dianggap perlu" mestinya harus
ada penjelasan yang berupa perincian atau pedoman,
sebab ukuran dianggap perlu sangat kabur.

Pasal ini juga menimbulkan kesulitan dalam
pelaksanaannya, khususnya dalam penyelesaian kasus yang
penulis teliti karena kata "dipandang perlu" dalam
Pasal 36 ayat {3) peraturan ini sangat subjektif si-
fatnya sehingga tidak dapat diterapkan.

Analisis terhadap pasal—pésal yang mengatur
penerapan sanksi pada peraturan ini antara lain pada
wewenang penjatuhan sanksil administratif. Wewenang
pencabutan izin pembuangan limbah cair seharusnya ada
pada Gubernur KDH Tingkat I, hal ini dikarenakan Guber-
nurlah yang berwenang menefbitkan izin pembuangan
limbah cair tersebut. Bkan tetapi, di dalam Pasal 37

disebutkan bahwa Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II

berwenang untuk mencabut izin pembuangan limbzh cair ke

dalam air.
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Dari isi pasal-pasal sebagaimana tersebut di
atas dapat diketahui bahwa di dalam peraturan pemerin-
tah ini terdapat penéaturan yang tumpang tindih, khu-
susnya dilihat dari pejabat yang berwenang menjatuhkan
sanksi dan Jjenis-jenis sanksi. Hal ini menunjukkan
adanya ketidaksinkronan pada pengaturan perbuatan-
perbuatan yang dapat dikenakan sanksi antara satu
dengan yang lainnya.

Di samping itu ketentuan-ketentuan daiam Pera-
turan Pemerintah WNomor 20 Tahun 1990 ini belum jelas
bagaimana prosedur penjatuhan setiap jenis sanksi
administratif yang diatur dalam Pasal 33, 36, dan Pasal
37. Prosedur merupakan sesuatu yang amat penting,
karena menyangkut salah satu soal keabsahan tindakan
administratif tersebut.

Kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan
pemerintah ini merupakan salah satu kendala dalam upaya
menegakkan peraturan itu sendiri. Khususnya dalam
rangka penyelesaian sengketa pencemaran antara PT.
Dunia Metal Wérks dengan PT. Agarindo Bogatama, keku-
rangan atau kelemahan dari pératuran pemerintah terse
but mengakibatkan penjatuhan sanksinya pun tidak dapat
sepenuhnya sesual dengan ketentuan vyang ada dalam

peraturan itu sendiri.

Peraturan hukum lainnya yang digunakan sebagai
dasar penyelesaian kasus sengketa pencemaran lingkungan

antara PT. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo Boga-
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rama adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kendala vyang pertama harus dihadapi dalam penegakan

peraturan ini adalah belum adanya peraturan pelaksana.

Sebagaimana yang telah diungkapkan di muka,
bahwa penyelesalan sengketa benceméran. ini dilakukan
melalui jalur pengadilan. Akan tetapi kasus ini pada
akhirnyal dihentikan penuntutannya. ‘Untuk itu dalam
menganalisa kendala dari segi peraturan hukumnya vang
dalam hal ini adalah UULH, mengapa sampal ‘terjadi
penghentian penuntutan untuk kasus ini akan dicermati
.Pasal 20 dan 22 UULH.

Dalam Pasal 20 maupun Pasal 22 UULH perumusan
deliknya adalah delik materiil. Oleh karena itu dalam
penuntutan tindak pidana lingkungan unsur-unsur yang
narus dibuktikan adalah sebagai berikut
a. Adanya pelaku tindak pidana lingkungan yang dapat

berupa orang seorang, kumpulan orang atau badan
hukum;

b. Adanya perbuatan, baik yang dilakukan dengan sengaja
maupun dilakukan ‘dengan kelalian (sebagai faktor
penyebab) ;

c. Keadaan atau kondisi lingkungan yang rusak atau
tercemar (sebagai faktor akibat) .

{Husein, 1993 :212).
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Kesulitan untuk dapat membuktikan adanya ketiga
unsur tersebut merupakén kendala dalam penyelesaian
sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan. Hal ini
dikarenakan proses pembuktian delik materiil dimana
akibat rusak dan cemar harus terbukti secara nyata,
tidak semudah dalam pembuktian delik materiil di luar
tindak pidana lingkungan.

Cara pandang dan konsep delik materiil tersebut
di atas adalah bgrdasarkan cara pandang dan konsep
delik materiil KUHP. Apabila konsep delik materiil
tersebut diterapkan dalam penanganan perkara ling-
kungan, wmaka akan sangat sulit sekali membuktikan
adanya perusakan dan pencemaran, sehingga besar sekali
peluang bagi para polluter untuk terlepas dari jang-
kauan hukum. Untuk dapat menerapkan konsep delik mate-
riil lingkungan secara tepat dan benar, para penegak
hukum dituntut untuk memiliki pengetahuan, pemahaman
dan kemahiran dalam menguasai konsep-konsep lingkungan
vang dilandasi oleh aspek ekologis.

Upaya lain yang harus ditempuh agar hukum ling-
kungan vyang ada mudah untuk dilaksanakan sehingga

peraturan yang ada lebih efektif, antara lain adalah

~dengan merubah rumusan delik materiil dalam hukum

lingkungan wmenjadi delik formil, karena hal ini akan

membawa kemudahan dQalam pembuktian delik lingkungan.
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Dengan perumusan delik formil dalam hukum lingkungan,
pembuktian akibat berupa rusak atau tercemarnya ling-
kungan tidak diperlukan lagi.

Kesulitan dalam hal pembuktian yang mengakibat-.
kan hukum lingkungan yang ada tidak efektif tersebut,
telah diperbaiki di dalam undang-undang lingkungan yang
baru dengan mengubal perumusan deliknya. Di dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 43 ayat (1)
mengandung delik formil yang memudahkan pembuktian,
karena pencemaran dikaitkan dengan pembuangan limbah
yang melampaui ambang batas -efluen (Hardjasoemantri,
1998 : 7).

Kendaia dari faktor penegak hukumnya.

Menurut pendapat Harun M. Husein, dalam masalah

penegak hukum terkait aspek kuantitas dan kualitas.

Kuantitas di sini meliputi kelengkapan {tercukupinya)

'aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum

lingkungan. Kualitas dalam arti kemampuan dan kemahiran
(profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani
kagus-kasus lingkungan hidup. Kekurangan, .baik dari
aspek kuantitas maupun kualitas penegak hukum akan
sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum ling-
kungaﬁ (Husein, 1993 : 216).
Jumlah maupun pengetahuan aparat penegak hukum

dalam upaya menegakkan hukum lingkungan di Indonesia

pada umumnya masih sangat rendah. Di lingkungan penyi
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dik, penuntut umum dan hakim, jumlah tenaga profesional
yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih
gangat terbatas. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup
mencakup aspek vyang sangat luas dan kompleks vang
berkenaan dengan berbagai disiblin ilmu. Di samping itu
masalah lingkungan merupakan masalah yang baru, Sehingf
ga jumlah aparat penegaak hukum yang pernah menangani
masalah lingkungan maupun frekuensi aparat penegak
hukum dalam menangani perkara lingkungan masih rendah.

Masalah keterbatasan jﬁmlah aparat yang mengua-
sal masalah-masalah 1lingkungan hidup, Jjuga menjadi
kendala dalam penyelesaian sengketa pencemaran ling-
kungan hidup antara PT. Dunia metal Works dengan
PT. Agarindo Bogatama, khusuénya untuk jumlah aparat
penyidik. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah
petugas Labkrim Mabes Polri yang dapat diperbantukan ke
Polda, sehingga dibutuhkan koordinasi yang mantap
antara petugas Mabes, Polda dan Polres.

,Faktor lain vyang ada pada penegak hukum dan
merupakan kendala dalam penegakan hukum yaitu persamaan
fpersepsi diantara aparat penegak hukum, sebagaimana
vang dikemukakan oleh Muhammad Roem. Beliau berpendapat
bahwa salah gatu faktor kendaia penting dari penegakan
hukum lingkungan adalah perbedaan persepsi di kalangan
penegak hukum sendiri. Sedangkan faktor vyang sangat
dominan dalam upaya menciptakan kesémaan persepsi dalam

penanganan perkara lingkungan adalah keterbatasan
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pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh
aparat penegak hukum (Husein, 1983 : 217} .

Menurut Harun M. Husein terjadinya perbedaan
persepsi tentang masalah lingkungan maupun teﬁtang
hukum lingkungan dJdikarenakan pengelolaan lingkungan
ditangani secaré sektoral sesuai dengan fungsi dan
wewenang masing-masing departemen atau instansi non-
departemen yang bersangkutan. Dalam melaksanakan fungsi
dan wewenangnya tersebut, masing-masing departemen atau
instansi non-departemen mengeluarkan peraturan pelaksa-
naan tugasnya masing-masing (Husein, 1993 : 224) .

Senada dengén pendapat Mummad Roem adalah penda-
pat Joko Subagyo yang menyatakan, bahwa kunci penyele-
saian dalam penanganan masalah lingkungan adalah ada
tidaknya persamaan persepsi dari aparat penegak hukum.
Di samping itu, salah satu kendala dalam upaya penanga-
nan soal perusakan dan pencemaran lingkungan ialah
kurang tegasnya aparat (di Dbidang liﬂékungan) untuk
bertindak (Subagyo, 1992 : 88).

Hal ini berarti, peran aktif dan ketegasan
aparat penegak hukum dalam pemberdayaan hukum lingkung-
an pada setiap penyelesaian masalah lingkungan sangat
diperlukan. Untuk itu yang tak kalah pentingnya dalam
hal ini adalah sikap wmental aparat pqugak hukum,
karena mereka adalah panutan masyarakat dalam melaksa-
nakan ketentuan-ketentuan hukum, khususnya yang berka-

itan dengan lingkungan hidup.
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Dari hasil penelitian yang penuiis lakukan di
lapangan, perbedaan persepsi mengenai lingkungan hidup
dan hukum lingkungan atau peraturan;peraturan yang
berkenaan dengan lingkungan hidup merﬁpakan salah satu
kendala dalam menangani masalah lingkungan hidup,
khususnya dalam penyelesaién sengketa pencemaran antara
PY. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama.
Pemehaman tentang pencemaran, tentang sengaja dalam
melakukan perbuatan pidana, maupun -tentang ketentuan-
ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup, tidak sama antara pihak penyidik dengan pihak
penuntut umum.

Demikian pula ketidaktegasan aparat dalam pena-
nganan kasus ini menyebabkan tidak dapat dilaksankannya
ketentuaan hukum yang ada sebagaimana mestinya. Hal ini
dapat dilihat dengan waktu pengembalian berkas perkara
dari pihak penuntut umum ke pihak penyidik guna keleng-
kapan Berita Acara Pemeriksaan, vyang tidak sesuai
dengan ketentuan hukum yang ada. -

Kendala dari Faktor Fasilitas dan sarana.

Fasilitas dan sarana merupakan alat'untuk menca-
pai tujuan penegakan hukum, yang dalam hal ini adélah
hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbafasan fasilitas

dan sarana penunjang akan sangat mempengaruhi keberha-

silan penegakan hukum lingkungan. Dengan kata lain
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_ tersedianya sarana dan fasilitas penegakan hukum ling-

kungan akan sangat berpengaruh pada efektivitas pene-
gakan hukum lingkungan. |

Khusus dalam penanganan kasus-kasus lingkungan,
memerlukan berbagai fasilitas dan sarana atau perangkat
berteknologi tinggi. Fasilitas dan sarana yang sudah
sangat mendesak untuk segera dipenuhi adalah laborato-
rium rujukan beserta tenaga‘analisisnya. Dalam opera-
sionalisasinya, peralatan canggih tersebut membutuhkan
tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal .

Belum tersedianya laboratorium rujukan yang
diberi tugas khusus menangani pemeriksaan sampel benda-
benda yang diduga tercemar , mengakibatkan pemeriksaan
sampel dalam satu perkara terdapat berbagai hasil
analisis dari beberapa laboratorium terhadap sampel
yang sama. Perbedaan hasil analisis tersebut akan
memperlemah pembuktian, yang akan mengakibatkan terja-
dinya keraguan tentang tercemar atau tidaknya lingkung-
an.

Masalah fasilitas dan sarana yang tersedia dalam
kasus penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan
antara PT. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo
Bogatama menjadi kendala dalam proses penyelesaiannya.
Hal ini dikafenakan pelum tersedianya laboratorium
khusus (rujukan) dalam menangani masalah lingkungan
sehingga semua masih bergantung ‘pada labkrim Mabes

Polri, yang mengakibatkan penanganan kasus ini menerlu-
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ran waktu relatif cukup lama. Di samping itu, dengan
belum tersedianya peralatan di kesatuan wilayah menga-
kibatkan dalam pelaksanaannya masih ada ketergantungan

kepada petugas Mabes Polri.
Kendala dari faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap
lingkﬁngan maupun terhadap hukum lingkungan.
| Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentﬁan hukum

merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Kepa-
tuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum lingkungan
menunjukkan efektivitas keberlakuan hukum lingkungan di
tengah-tengah masyarakat (Husein, 1993 : 219}.

Kesadaran hukum lingkungan suatu masyarakat
berawal-mula pada citra masyarakat terhadap lingkungan
hidupnya. Mengenai hal ini Otto Scemarwoto berpendapat;
pahwa manusia berintegrasi secara terus-menerus dengan
lingkungan hidupnya. Dalam interaksinya ini ia menga-
mati lingkungan dan mendapatkan pula pengalaman. Dari
pengamatan dan pengalamannya ia wempunyal gambaran
tertentu tentang lingkungan hidupnya, vyang disebut
citra lingkungan (Soemarwoto, 1989 : 94)IMApabila citra
lingkungan seseorang bersifat negatif, dalam arti tidak
memahami dan menghayati arti penting kelestarian ling-
kungan hidup bagi kelangsungan hidup dan kehidupan,
maka orang tersebut cenderung bersikap‘ masa bodoh
terhadap lingkungan.

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap

iingkungan, antara lain juga disebabkan keawaman
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masyarakat ﬁerhadap berbagai aspek lingkungan. Seba-
gaian besar masyarakat belum mengetahui akibat-akibat
dari perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari yang
sering kali mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Di lain pihak keadaran hukum masyarakat akan
terbentur pada dorongan motfivasi yvang bersifat
keuntungan ekonomis-finansial. Di sini orang-orang
memiliki pengetahuan dan pemaHaman terhadap kemanfaatan
lingkungan dan sumber daya alam, akan tetapli mereka
tetap saja dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan
yvang mencemari dan atau merusak lingkungan.

Diabaikannyarpengetahuan dan pemahaman ling-
kungan hidup dengan lebih mengutamakan motivasi ekono-
mis-finansial, antara lain dapat dilihat dengan ber-
baurnya lokasi industri dengan kegiatan sosiallekonomi
yang lain, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai
kasus pencemaran. Di samping itu di kalangan pengusaha
belum menyadari sepenuhnya arti penting prinsip-prinsip
produksi  bersih. Para pengusaha bepikiran bahwa
mengolah limbah akan menambah biaya, karena apabila
biaya tersebut dibebankan kepada biaya produksi menga-
kibatkan harga jual produk menjadi lebih tinggil yang
berkonsekuensi logis terhadap daya saing. Pada
dasarnya, dunia usaha dalam melakukan pengelolaan ling-
kungan yang berdasar pada peraturan yang ada bukan
perarti kesadaran para pengusaha untuk turut serta

menjaga kelestarian lingkungan hidup.
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Demikian pula halnya yang terijadi pada PT. Dﬁnia
Metal Works, hingga menyebabkab terjadinya pencemaran
dan kerusakan pada lahan PT. Agarindo Bogatama. PT.
Dunia Metal Works dalam melakukan pengolahan limbah
tidak sesuail dengan peraturan vyang ada. Selain itu
kerja sama dengan Team AMDAL dilakukan setelah terjadi
kasus sengketa pencemaran. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang dalam hal ini
adalah pengelola dari PT. Dunia Metal Works, terhadap
lingkungan hidup wmaupun terhadap ketentuan-ketentuan
hukum lingkungan hidup masih fendah.

Kendala dari faktor sosio-politik, ekonomi, dan kul-
tural.

Pembangunan di bidang industri dimaksudkan untuk
mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di lain
pihak kemajuan pada sektor ini sekaligus menghasilkan
perusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu
pelanggaran hukum lingkungan oleh kalangan industri
harus ditangan secara arif bijaksana. Di satu sisi
hukum lingkungan harus ditegakkan, di lain pihak sek-
tor-sektor produktif harus harus didorong pertumbuh-
annya, serta pencemaran dan atau perusakan harus dapat
dicegah, dikendalikan dan ditanggulangi. Untuk 1itu
dalam penegakan hukum lingkungan faktor sosio-politik,
ekonomi, dan kultur ikut menentukan.

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pencemaran
atau perusakan yang dilakukan oleh suatu industri

jangan sampal menimbulkan gejolak, kerawanan wmaupun

218



terganggunya keamanan. Di samping itu sanksi vyang
dijatuhkan jangan sampai mematikan sektor—sektor pro-
duktif tersebut, karena hal tersebut sama halnya dengan

menghentikan lajunya pertumbuhan ekonomi.

Demikian pula‘halnya dalam penyelesaian kasus
sengketa pencemaraﬁ lingkungan hidup antara PT. Dunia
Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama, pihak Kepala
Daerah Tingkat II Tangerang dalam menjatuhkan sanksi
administratif diperkirakan tidak akan mengganggu kelan-
caran roda perekonomian maupun keamanan daerahnya,
serta tidak menimbulkan gejolak yang mengganggu kesta-
bilitasan sosio-politik, ekonomi maupun kultural di
daerahnva.

Pertimbangan—pertimbangan yvang digunakan dalam
menyelesaikan kasus tersebut adalah bahwa PT. Dunia
Metal Works merupakan perusahaan pertama di jakarta dan
sekitarnya dan vyang pertama di Indonesia yang telah
berhasil mengekspor hasil produksinya berupa paku {nail
wire) ke United State of America dan ke Jepang secara
kontinyu tiap bulannya dengan mendapat tanggapan yang
baik. Hal tersebut sesuai dengan program pemerintah
untuk menggalakkan usaha ekspor non migas

Pertimbangan lain dalam menjatuhkan sanksi
adalah, bahwa PT. Dunia Metal Works menyerap banyak
tenaga kerja, dengan kondisi upah yang memadai. Di
samping itu jika dilihat dari fasilitas, kesejahteraan

maupun jaminan yang diberikan kepada para karyawan, PT.

219



Dunia Metal Works dinilai cukup baik. Berdasarkan hal
tersebut apabila sanksi yang diberikan berupa penghen
tian sementara kegiataﬁ atau bentuk sanksi lain vyang
lebih berat, dikhawatirkan akan wmenimbulkan gejolak
dalam masyarakat, misalnya apabila sampai terjadi
pemutusan hubungan kerja para karyawan PT. Dunia Metal
Works, "hal ini tentu akan mengakibatkan banyaknya
pengangguran yang secara tidaﬁ langsung akan mempenga-
ruhi kondisi ekonomi maupun.kehidupan keluarga gahkan
pribadi dari bekas karyawan PT. Dunia Metal Works
tersebut. Keadaan ini akan menimbulkan kerawanan-kera-
wanan délam masyarakat, serta kemungkinan terganggunya
kestabilitasan nasional.

Selain itu, apabila PT. Dunia Metal Works dihen-
tikan kegiatannya dengan sendirinya akan mengganggu
perekonomian nasional, setidaknya akan mengurangi
pemasukan devisa negara. Hal ini dikarenakan PT. Dunia
Metal Works merupakan pengekspor non migas yang cukup
besar menyumbang devisa bagi negara.

Dengan memahami kemungkinan-kemungkinan yang
terjadi dari akibat dijatuhkannya suatu sanksi, serta
pertimbangan baik buruknya, untung ruginya ataupun
dampak dijatuhkannya suatu sanksi, maka dalam penyele-
saian sengketa pencemaran linékungan hidup antara PT.
Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama, KXepala
Daerah Tingkat I1 Tangerang menjatuhkan sanksi penve-

gelan semua saluran limbah cair sampai dengan saluran
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térsébuf diperbaiki sesuai aengan ketentuan yang'ada
dan memberlkan ganti keruglan kepada pihak PT. Agarlndo
_Bogatama segual kesepakatan kedua ‘belah plhak |
Dari uraian-uaraian di muka tersebut_dapat diketahui
,fakto;ffaktor apa saja yang menjadi kendala dalam penega--
kan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum atau peraturan-
?eraturan'tentang lingkungan hidup, khususnya dalam pehye-
lesaian sengkéta pencemaran lingkungan higup antara PT.

Dunia Metal Works dengan PT Agarindo Bogatama.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Umum

a .

Ihdonesia adalah negara vyang sedang berkembang, di
mana pembangunan di segala bidang kehidupan sedang
giat—giatnya digalakkan. Pembangunan di satu eisi
merubakan salah satu sarana untuk dapat mewujudkan
masyarakat adil makmur méteriil maupun spirituil
sebagaimana vyang dicita-citakan bangsa Indonesia,
akan tetapi disisi lain dampak negatif dari
pembangunan merupakan penghalang bagi terwujudnya
cita-cita bangsa Indonesia tersebut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan
lingkungan, dimana perubahan itu dapat mengarah pada
segi positif juga dapat mengarah pada segi negatif.
Segi negatif dari proses pembangunan ini antara lain
berupa rusaknya dan/atau‘ tercemarnya lingkungan
hidup. Untuk itu dalam wmelakukan pembangunan
diupayakan untuk meminimalkan dan menanggulangi
dampak negatif yang ada, yailtu antara lain dengan
memberikan prioritas yang utama terhadap pengelolaan
lingkungan hidup dalam setiap kegiatan pembangunan.
Dengan perkataan lain, dalam melakukan pembangunan

harus berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.
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Dalam proses pembangunan terkadang ada dampak
negatif yang tak dapat dihindari, misalnya dalam
hal .1hl5,8

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Untuk itu perlu diupayakan sediﬁi dan semaksimal
mungkin untuk menanggulanginya, hal ini dikarenakan
permasalahan mengenail perusakan dan/atau pencemaran
lingkungan hidup dapat meimbulkan permasalahan lain
yvang lebih pelik yang secara langsung maupun tidak
langsung akan menjadi penghambat proses pembangunan
itu sendiri atau merupakan caounter produksi bagi
pembangunan. Salah satu bentuk permasalahan yang
timbul akibat pencemarén dan/atau perusakan
lingkungan hidup adalah terjadinya sengketa
lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaima-
na tersebut di atas diperlukan suatu alét yang dapat
mengantisipasinya. Dalam hal ini hukum wmerupakan
sarana yang dipandang -cukup. efektif dan efisien,
baik dalam bentuk peraturan-peraturan atau
perundang-undangan maupun - dalam bentuk penerapan
sanksi yang tegas. Hukum merupakan salah satu alat
yang menjadi pilihan, karena hukum selain berfungsi
sebagail social control juga sebagai  social

engineering.
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Di Indonesia, landasan konstitusional bagi terben-
tuknya hukum lingkungan terdapat dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4, dan dirumuskan
1ebih konkret dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 beserta penjelasannya. Sedangkan penja-
baran dari Undang-Undang Dasar 1945 vyang hanya
mememuat ketentuan-ketentuan pokok, adalah Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN) . Dalam GBHN ini
dikemukakan arah dan kebijaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup.

Pada dasarnya perkembangan hukum lingkﬁngan di
indonesia terderi dari tiga periode, vyaitu pada
zaman Hindia Belanda, Zaman Jepang dan zaman kemer-
dekaan.

Peraturan-peraturan yang diundangkan sebelum lahir-
nya UULH hanya mengatur satu segi lingkungan hidup
sehingga bersifat parsial.-Disatu sisi hukum ling-
kungan diharépkan mampu berperan sebagal sarana
pengaman -pagi terlanjutkannya pelaksanaan pembangun~
an - berwawasan lingkungan beserta hasil-hasilnya.
Berdasarkén hal tersebut disusunlah satu rancangan
undang-undang vyang berwawasan lingkungan hidup yang
bersifat holistik, sebagai dasar pérbaikan dan
penyempurnaan peraturan perundang-undangan  yang
berlaku, sekaligus sebagal dasar penetapan ?eraturan
pelaksana untuk masing—masimg segi lingkungan hidup.

Pada akhirnya rancangan undang-undang tersebut
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ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan—ketentﬁan pPokok Pengeldlaan
Lingkungan hidup.

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa kedudukan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 13582 adalah berfungsi -
sebagai ketentuan-ketentuan pokok dzlam pengelolaan
lingkungan hidup. Untuk itu peraturan lebih lanjut
tentang pembangunan ditetapkan kemudian. Dalam hal
peraturan-peraturan di bidang pembangunan yang
berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti,
diantaranya yaitu Undang—uﬁdang Nomor 5 Tahun 1984

tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor

20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Alr.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 di dalamnya memuat
hal yang sangat penting dalam pembahasan kasus yang
penulis teliti, yaitu tentang perizinan baik izin
usaha industri yang menjadi dasar kegiatannya serta
ditetapkannya ketentuan baku mutu limbah cair.,

PP Nomor 20 tahun 1990 merupakan salah satu dasar
hukum untuk menyelesaikan kasus yang penulis teliti,
karena di dalam peraturan tersebut diuraikan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perizinan,
khususnya mengenai izin pembuangan limbah cair dari
suatu kegiatan industri. Di samping itu juga diatur
tentang tindakan atau langkah-langkah vyang harus
ditempuh apabila:Jterjadi pelanggaran-pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan dari perizinan tersebut

atau apabila terjadi pencemaran.
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Selain PP Nomor 20 Tahun 1990 sebagai salah Satﬁ
dasar hukum, Undang—ﬁndang Nomor 4 Tahun 1982 juga
dasar hukum dalam penyelesaian -kasus gsengketa
pencemaran lingkungan hidup antara PT. Dunia Metal
Works dengan PT. Agarindo Bogatama. Hal tersebut
dikarenakan_ peristiwa sengketa rtersebut terjadi
serta proses penyelesailannya dilakukan pada saat
Undang-undang Nomor 4 Tahun 19282 mésih berlaku, jadi
undang-undang iiﬁgkungan-wyang baru vyaitu Undang-
undang Nomor“ 23 Tahun 1997 belum terbentuk. Di
samping itu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1%82 merupa-
kan ketentuan payung bagl peraturan hukum lingkungan
yvang lainnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 disebutkan
bahwa penyelesaian sengketa lingkungan bisa dilaku-
kan di luar pengadilan maupun‘nelalui pengadilan.
Penyelesian sengketa lingkungan di luar pengadilan
dilakukan wmelalui Tim Tri pihak, sedangka melalui
pengadilan, bisa dilakukan dengan penjatuhan sangksi
administratif, sanksi perdata mﬁupun dengan sanksi
pidana.

Di dalam undang-undang lingkungan yang baru, yaitu
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1937, masalah penyele-
saian sengketa lingkungan hidup diatur dalém Pasal
30 sampai dengan Pasal 39. Dalam undang-undang yang
baru ini penyelesaian sengketa lingkungan hidup

dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar
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pengadilan berdasarkan pilihan secara suka rela para

pihak vyang bersengketa. BAkan tetapi untuk tindak

pidana lingkungan hidup tidak berlaku penyelesaian

sengketa di luar pengadilan. Apabila penyelesaian
sengketa lingkungan hidup telah memilih di luar
pengadilan, mwaka gugatan pengadilan hanya dapat
ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang ber-

sengketa.

2. Khusus

a.

Dalam penegakan ketentuan 1izin pembuangan limbah
berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1990, aparat pemerintah daerah dan aparat kepoligian
setempat vyang berkewajiban mengawasi, memantau
maupun melaksanakan ketentuan-ketentuan vyang ada
pada peraturan tersebut.. Sehingga untuk dapat
mengetahui apakah peraturan tersebut sudah
ditegakkan atau belum dapat dilihat dari bagaimana
aparat-aparat tersebut dalam menjalankan tugas,
kewajiban dan wewenangnya berdasarkan peraturan
tersebut.

Di dalam kasus sengketa lingkungan hidup antara PT.
Dunia Metal Works dengan PT. RAgarindc Bogatama,
aparat pemerintah daerah dalam menangani kasus
tersebut berdasarkan pada .ketentuan-ketentuan yaﬁg

ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahunrr 1990
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karena di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan
secara rinci mengenal tugas, kewajiban maupun
wewenang aparat pemerintah daerah apabila terjadi
sengketa lingkungan hidup yang diakibatkan oleh
pencemaran limbah. Dalam kasus ini dapat dikatakan
aparat pemerintah tidak mengalami kesulitan dalam
menegakkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
tersebut, karena di samping ketentuan-ketentuan yang
ada sudah dirinci dengan jelas, sarana dan prasarana
yvang dibutuhkan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut
sudah ada, juga dalam melaksanakan tugas, kewajiban
maupun wewenangnya aparat pemerintah daerah tidak
mengalami hambatan atau tidak ada kendala vyang
prinsip.

Untuk aparat kepolisian dalam menegakkan ketentuan
izin pembuangan limbah mengalami kendala yaitu dalam
hal melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990. Hal terse
but dikarenakan di dalam peraturan tersebut tidak
dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan pelaksa-
naan dari tugas, kewajibah maupun wewenang dari
aparat kepolisian dalam menangani kasus sengketa
lingkungan hidup yang diakibatkan adanya pencemaran
limbzah. Khusus dalam menangani kasus sengketa
lingkungan Egdup antara PT. Dunia Metal Works dengan

PT. Agarindo Bogatama, aparat kepolisian dalam

‘menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya

menjabarkan sendiri langkah-langkah yang harus
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ditempuh dengan wmengacu pada petunjuk pelaksanaan
dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Penjatuhan sanksi dalam penegakan ketentuan izin
pembuangan limbah dilaksanakan berdasarkan keten-
cuan vang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1990, meskipun peratdran tersebut belum menje-
laskan tentang prosedur penjatuhan setiap Jjenis
sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 33, 36,
dan 37. Hal ini mengakibatkan penjatuhan sanksi
tiaak dapat sepenuhnya sesual dengan ketentuan yang
ada dalam peraturan tersebut.

Dalam penegakan hukum yang mengatur tentang penyele-
saian sengketa lingkungan hidup, dimana ﬁntuk kasus
sengketa lingkungan hidup antara PT. Dunia Metal
Works dengan PT. Agarindo Bogatama menggunakan
Undang-undanh Nomor 4 Tahun 1982 sebagal dasar
hukumnya, mengalami kesulitan untuk melaksanakan
ketentuan yang ada secara penuh.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara
PT. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama
sepekat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Untuk
itu sesuai dengan ketentuan yvang ada, pihak pencemar
selain dikenakan saknsi administratif Jjuga diancam
sanksi perdata maupun pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20 ayat
(1) pada intinya Dberisi ketentuan yang memberikan
perlindungan terhadap korban perusakan. dan atau
pencemaran lingkungan. Akan tetapi bunyi pasal

tersebut menunjukkan bahwa pasal tersebut menganut
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asas Liability based on fault atau tanggung jawab
berdasarkan kesalahan. Oleh sebab itu pada dasarnya
pihak korban belum sepenuhnya terlindungi dalam
undang-undang ini, karena dalam asas tanggung Jjawab
berdasarkan kesalahan, beban pembuktian berada pada
pihak korban atau penggugat.

penjatuhan sanksi pidana pun mengalami kesulitan
karena pada dasarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun
1982 menganut asas tanggung jawab perdasrkan
kesalahan, wuntuk itu penegakan hukum lingkungan
khususnya pidana belum cukup efektif.

Untuk sampai pada pengadilan agar sanksi perdata
maupun pidana bisa dijatuhkan, maka kasus ini
melalui tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Akan
tetapi dalam penyelesaian sengketa lingkungan antara
PT. Dunia Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama
sudah terhenti pada tahap penuntutan, sehingga tidak
sampai di pengadilan, untuk itu sanksi perdata
maupun sanksi pidana tidak pernah dijatuhkan dalam
Wpenyelesaian kasus ini. Dengan demikian ketentuan-
ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun
1982 tidak dapat sepenuhnya ditegakkan.

Di dalam penyelesaian kasus sengketa yang penulis
teliti, upaya untuk menegakkan hukum yvang ada tidak
bisa dilakukan sepenuhnya, hal ini dikarenakan
adanya hambatan atau kendala yang mengakibatkan

ketentuan yang ada tidak dapat dilaksanakan sebagai-

mana mestinya.

230



Kendala-kendala yang menjadi hambatan penegakan
nukum dalam penyelesaian kasus sengketa lingkﬁngan
antara PT. Dunia Metal Works dengan. PT. Agarindo
Bogatama antara lain yaitu : kendala dari segi hukum
atau peraturan yang ada, kendala yang datang dari
faktor penegak hukumnya, kendala dari faktor fasili-
cas dan sarana, kendala dari faktor kesadaran hukum
masyarakat terhadap lingkungan maupun terhadap hukum
lingkungan, serta kendala dari faktor sosio-politik,
ekonomi dan kultural.

kendala dari faktor hukumnya pada dasarnya berawal
dari adanya pengaturan yang tumpang tindih, khusus-
nya dilihat dari pejabat yang berwenang menjatuhkan
sanksi, Jjenis-jenis sanksi maupun isi atau makna
dari ketentuan yang ada dalam aturan hukum 3itu
sendiri.

vendala dari faktor penegak hukumnya berupa masih
kurangnya aparat penegak hukum, paik dari segi
kuantitas maupun dari segl kualitas.. Disamping itu
masih kurangnya kesamaan persepsi antar -aparat
penegak hukum maupun instansi-instansi yang terkait.
Kekurangan-kekurangan tersebut sangat mempengaruhil
efektivitas penegakan hukum.

Kendala dari faktor fasilitas dan sarana, khususnya
dalam sengketa lingkungan hidup antara PT. Dunia
Metal Works dengan PT. Agarindo Bogatama pelum
adanya laboratorium rujukan (khusus), sehingga semua
masih bergantung pada Laboratorium Kriminal Mabes

Polri.
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p. Kendala dari faktor kesadaran hukum masyarakat
terhadap lingkungan maupun terhadap hukum lingkung-
an, antara lain disebabkan keawaman masyarakat
terhadap berbagal aspek lingkungan. Sebagian besar
masyarakat belum mengetahui akibat-akibat dari
perbuatannya dalam kehidupén sehari-hari yang sering
mengancam kelestarian lingkungan hidup.

q. Yang- dimaksud dengan kendala dari faktor soéio—
politik, ekonomi dan kultural adalah kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi apabila ketentuan hukum

yvang ada ditegakkan.

B. Saran-saran

1.

Hendaknya diadakan perubahan-perubahan ketentuan hukum
vang menyangkut substansinyé, disesuaikan dengan
perkembangan yang ada.

Segera detatapkan petunjuk pelaksanaan bagi aparat yang
terkait, agar didalam menjalankan tugas, kewajiban dan
wewenangnya benér-benar dapat mendukung tegaknya hukum
yvang ada.

Diadakan pelaksanaan pendidikan, kursus/latihan secara
terpadu antax aparat yang secara fungsional dan secara
teknis terlibat dalam penanganan masalah lingkungan dan
hukum lingkungan. Pembinaan untuk menciptakan kesamaan
persepsi antar aparat penegak hukum vang secara
fungsional wenangani kasus-kasus lingkungan dengan

departemen/instansi non-departemen yang secara teknis
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terkait dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini akan
memberikan landasan kesatuan tindak dan ‘keséragamah
langkah dalam penanganan masalah—méSalah lingkungan
hidup, baik dalam hal pengelolaan lingkungan hidup
maupun dalam hal penegakan hukum lingkungan.

Sarana dan fasilitas yang sudah sangat mendesak untﬁk
dipenuhi, yang dalam hal ini adalah laboratorium rujuk-
an beserta tenaga analisnya sesegera mungkin disediakan
karena tersedianya fasilitas dan sarana akan sangat
berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum.

Masalah lingkungan dan hukum lingkungan merupakan hal
yang masih awam, baik bagi masyarakat umum maupun bagil
kalangan penegak hukum. Untuk itu usaha dalam bentuk
penyuluhan/penerangan dan pemberian teladan serta
mengikut-sertakan masyarakat dalam penanggulangan
masalah-maasalah lingkungan perlu lebih ditingkatkan.
Penciptaan kesadaran hukum masyarakat terhadap ling
kungan hidup diawali dengan penciptaan dan pembinaan
citra lingkungan yang baik, wuntuk itu hal tersebut
harus Aitumbuh-kembangkan secara luas dalam masyarakat.
Khusus kepada para pengusaha, dalam menjalankan
usahanya jangan hanya memikirkan profit belaka, tetapi
hendaknya juga memikirkan kelangsungan hidup lingkungan
sekitar demi terwujudnya pembangunan yang berkesinam-

bungan dan berkelanjutan.
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